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3. Mekanisme Dalam pengelolaan keuangan negara, fungsi perencanaan,

pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian merupakan suatu
siklus yang diatur dalam Undang-Nomor 25 Tahun 2004 tentang
Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Pembahasan mengenai
keuangan negara lebih difokuskan pada fungsi pengorganisasian,
pengarahan, dan pengendalian sesuai dengan ketentuan undang-
undang di bidang keuangan negara. Menurut Stoner dan Winkel
(1987), manajemen adalah proses perencanaan, pengorganisasian,
pengarahan, dan pengendalian kegiatan-kegiatan anggota-anggota
organisasi dan penggunaan seluruh sumber organisasi untuk
mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Dalam pengelolaan keuangan
negara, fungsi perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan

BAB VI



pengendalian di bidang keuangan harus dilakukan secara sistematis
dalam rangka mencapai tujuan pembangunan nasional.

Peranan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)
atau Anggaran Sektor Publik menjadi semakin signifikan. Dalam
perkembangannya, APBN telah menjadi instrumen kebijakan multi
fungsi yang digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan bernegara.
Hal tersebut terutama terlihat dari komposisi dan besarnya anggaran
yang secara langsung merefleksikan arah dan tujuan pelayanan
kepada masyarakat. Oleh karena itu, agar fungsi APBN dapat berjalan
secara optimal, maka sistem anggaran dan pencatatan atas
penerimaan dan pengeluaran harus dilakukan dengan cermat dan
sistematis.

Sebagai sebuah sistem, pengelolaan anggaran negara telah
mengalami banyak perkembangan. Dengan keluarnya tiga paket
perundang-undangan di bidang keuangan negara, yaitu UU No. 47
Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, UU No. 1 Tahun 2004 tefitang
Perbendaharaan Negara, dan UU No. 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara,
sistem pengelolaan anggaran negara di Indonesia terd§,berubah“dan
berkembang sesuai dengan dinamika manajemen sektor publik.

Pemerintah telah menerapkan pendekatan‘anggaran perbasis
kinerja, anggaran terpadu dan kerangka, “pengeluaran jangka
menengah pada tahun anggaran 2005" dan 20Q@6. Ternyata masih
banyak kendala yang dihadapi, terutama kéarena belum tersedianya
perangkat peraturan pelaksanaafi yang “mmemadai, sehingga masih
banyak terjadi multi tafsir dalam“implementasi di lapangan. Dalam
periode itu pula telah dikeluarkan berbagai peraturan pemerintah,
peraturan menteri keuanganjgeraturan dirjen dan sebagainya guna
menutup kelemahan-kelemahaniterSebut.

Perkembangan perekonomian di Indonesia dewasa ini sudah
semakin pesat dan dinamis. Mal ini ditandai dengan semakin
meluasnya kesempatan bagi pertumbuhan usaha-usaha di berbagai
bidang dan terbuka luasnya kesempatan kerja bagi masyarakat
Indonesia. Perkembangangekondmi yang dinamis juga turut memacu
semangat seluruh masyarakat Indonesia untuk berusaha memperbaiki
taraf hidup kehidupan®mereka yaitu dengan cara memanfaatkan segala
peluang pekegaan yang ada& dengan sebaik-baiknya. Oleh sebab itu,
tidak heran apabila Kita sering menjumpai seorang pengusaha
mempunyai berbagal penghasilan dari bermacam-macam jenis usaha.
Perkembangan pefekonomian yang dinamis juga sangat menunjang
penghasilanydi Indonesia yang selama ini berasal dari sektor migas
dan nen migas.

Salah satu penghasilan negara dari sektor non migas adalah
pajak. Pajak merupakan penghasilan negara yang sangat berperan
memberikan  kontribusi terbesar dalam membiayai semua
pengeluaran negara termasuk pengeluaran pembangunan nasional
demi terciptanya masyarakat yang adil dan makmur. Selain itu,
pemerintah juga bisa mengatur pertumbuhan ekonomi melalui
kebijaksanaan pajak. Dengan fungsi mengatur, pajak bisa digunakan
sebagai alat untuk mencapai tujuan perekonomian yang lebih baik.
Contohnya dalam rangka menggiring penanaman modal, baik dalam
negeri maupun luar negeri, diberikan berbagai macam fasilitas
keringanan pajak. Untuk dapat mewujudkan tujuan pembangunan
negara demi kesejahteraan rakyat, pemerintah terus berusaha
mengadakan penyempurnaan atas sistem perpajakan yang berlaku
yaitu dengan penyempurnaan Undang-Undang Pajak Penghasilan.

Sistem pemungutan pajak di Indonesia menggunakan
sistem self assessment. Sistem self assessment adalah sistem
pemungutan pajak dimana Wajib Pajak Orang Pribadi atau badan



diberi kepercayaan untuk menghitung, memperhitungkan dan
membayar serta melaporkan sendiri jumlah pajak terutangnya pada
negara. Tetapi penerapan sistem ini di Indonesia masih mengalami
berbagai hambatan karena masih banyak masyarakat Indonesia
yang belum mengerti tata cara perpajakan secara menyeluruh.
Selain itu, kesadaran Wajib Pajak dalam membayar pajak masih
kurang.

Untuk dapat mencapai tujuan dari pemungutan pajak,
diperlukan beberapa asas pemungutan pajak yaitu asas equality,
certainty, convinience of payment, dan efficiency (Tjahjono & Husein,
2000). Keempat asas ini sangat penting terutama asas equality
(asas keadilan) yaitu pemungutan pajak yang dilakukan oleh negara
harus sesuai dengan kemampuan dan penghasilan Wajib Pajak.
Negara tidak boleh bertindak diskriminatif terhadap Wajib Pajak. Jadi
semakin banyak penghasilan yang diperoleh oleh Wajib Pajak maka
semakin besarpun pajak yang harus dibayarkan dan dilaperkan:
Pajak dapat dibedakan menjadi beberapa jenis pajak. Salah’ satunya
adalah pajak penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi.

Walaupun terdapat berbagai macam sumbe@ng, penghasilan
tetapi tidak membuat pajak yang seharusnya dibayarkanberkurang.
Wajib pajak menyusun laporan keuangannya berdasarkanjStandar
Akuntansi Keuangan (SAK). Laporan keudngafminigdisebut laporan
keuangan komersial. Penghitungan laporanm, keuangan komersial ini
tidak dapat digunakan dalam “meneptukan Jbesarnya pajak
penghasilan yang terutang kareha“terdapat perbedaan-perbedaan
dalam pengakuan penghasilan danm liaya antara Standar Akuntansi
Keuangan (SAK) denganddndang-Undang Pajak Penghasilan No. 7
Tahun 1983 sebagaimanatelah diubah menjadi Undang i Undang
Pajak Penghasilan No. 17 Tahum, 2000.

Pengakuan penghasilan dalam laporan keuangan komersial
wajib pajak tidak semuanya @apat diakui sebagai penghasilan
karena ada beberapa penghasilan yafigybersifat final dan tidak dapat
dimasukkan ke dalam perhitungan perpajakan. Begitu pula dengan
pengakuan beban, tidakgsemua, beban merupakan pengurang dari
penghasilan bruto menuryt ketentuan Undang i Undang Pajak
Penghasilan No. I7/&Eahun ‘2000. Wajib pajak sering mengalami
kesulitan dalam mengalokasikan penghasilan dan beban yang
digunakan, dalam, laporan keuangan komersial untuk disajikan
kembali dalam, laporan keuangan fiskal yang sesuai dengan Undang
i ,@ndang Pajak’Penghasilan No. 17 Tahun 2000. Salah satu
kesulitan yang dirasakan wajib pajak dapat dilihat dari kesalahannya
mengakui penghasilan yang bersifat final menjadi penghasilan yang
bersifatitidak final.

2/ IDENTIFIKASI PERMASALAHAN
Adapun yang menjadi pokok permasalahan dalam
pelaksanaan Kompendium BIDANG HUKUM KEUANGAN NEGARA

(SUMBER-SUMBER KEUANGAN NEGARA), antara lain ini, adalah:

ibagai manakah pengatur an k esumaan

Keuangan Negara)? Untuk lebih memfokuskan permasalahan dalam

pelaksanaan kompendium ini, maka pokok permasalahan tersebut,

akan diuraikan dalam permasalahan-permasalahan yang lebih spesifik,
antara lain sebagai berikut :

a. Bagaimanakah pengaturan ketentuan perundang-undangan
yang berkaitan dengan Hukum Keuangan Negara (Sumber-
sumber Keuangan Negara)?

b. Bagaimanakah ketentuan Anggaran Pendapatan Belanja
Negara (APBN).

gan



C. Bagaimanakah ketentuan tentang Pengawasan Pelaksanaan
APBN?

d. Bagaimanakah
Keuangan Negara?

Pelaksanaan Pertanggungjawaban

3. RUANG LINGKUP.

Mengingat keterbatasan waktu, dana dan pengetahuan
penelit, maka pelaksanaan kompendium ini dibatasi mengenai
permasalahan yang meliputi hal-hal sebagai berikut :

. Inventarisasi terhadap peraturan perundang-undangan yang
terkait dengan keuangan negara;

. Penelaahan terhadap sumber-sumber, pertanggungjawaban
dan pengawasan keuangan Negara;

. Upaya yang harus ditempuh untuk dapat mengefektifkan

pengaturan dan pertanggungjawaban serta pengawasan
keuangan Negara.

4, TUJUAN
Adapun tujuan dilakukannya compendium“bidang hokdm
keuangan Negara (sumber-sumber keuangan Negara) ini adalah untuk

4.1. Menganalisis ketentuan peraturangpertndang=undangan yang
terkait dengan masalah hukumkeuafngan Negara di Indonesia,
dalam hubunganya dengan permasélahan kompendium;

4.2. Menelaah faktor-faktorfy, yang ‘menyebabkan terjadinya
penyalahgunaan terhadap pé€laksanaan, pertanggungjawaban
dan pengawasan‘keuangan,negara;

5. KEGUNAAN.

Kesimpulan dan saran yang diperoleh dari proses identifikasi
permasalahan compendium ini djFarapkan mempunyai kegunaan baik
untuk kalangan praktisi maupun kalangamakademisi.

5.1.  Untuk kalangafigpraktisiy hasil compendium ini diharapkan
dapat dipergunakamsebagai bahan masukan bagi masyarakat
pelaksana, \pehgawas Ykeuangan Negara serta bagi kalangan
prakiisi, maupun )’ teoritisi dalam  penyempurnaan
kébijaksanaan \,dan politik hukum, dan penyempurnaan
peratusan perundang-undangan di bidang keuangan Negara
Serta pembangunan dan pembaharuan hukum pada
umumnya.

5.2.)\ /Untuk kalangan akademisi, diharapkan bahwa hasil
compendium ini dapat digunakan sebagai bahan dan dasar
pengaturan keuangan Negara lebih lanjut, sebagai bahan
kepustakaan di bidang hukum, serta dapat menjadi bahan
masukan bagi mereka yang berkeinginan mendalami dan
memahami mengenai aspek hukum keuangan Negara dalam
sistem hukum nasional. Disamping itu, hasil compendium ini
diharapkan dapat membentuk pemahaman hukum atau ilmu
pengetahuan hukum sehingga kemungkinan dapat bermanfaat
untuk pengembangan teori hukum.

6. METODE

Metode pendekatan yang dipergunakan dalam pelaksanaan
compendium ini adalah bersifat yuridis sosiologis. Pendekatan yuridis
dilakukan untuk menganalisis peraturan perundang-undangan yang
terkait dengan masalah keuangan negara. Sedangkan pendekatan

sosiologis  dimaksudkan  untuk  menganalisis  pelaksanaan



pertanggungjawaban serta pengawasan keuangan negara. Sedangkan
metode analisis data yang dipergunakan dalam compendium ini
adalah kualitatif. Data yang berupa angka sedapat mungkin disajikan
dalam bentuk angka.

7. JADWAL PELAKSANAAN.

Jadwal Pelaksanaan

KOMPENDIUM BIDANG HUKUM KEUANGAN NEGARA
(SUMBER-SUMBER KEUANGAN NEGARA)

Tahun Anggaran : 2010
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8. SUSUNAN PERSONALIA TIM KOMPENDIUM.

Adapun susunan personalia Tim penelitian yang telah
ditentukan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional, sebagaimana
dituangkan dalam Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM-RI
Nomor : PHN. 1 - 45. HN. 01. 09 Tahun 2010. adalah sebagai berikut

A. Ketua : PROF.DR.ARIFIN SOERIAATMADJA, S.H.
B. Sekretariat :MARULAK PARDEDE, S.H., M.H., APU.
C Anggota 1. DR. Tjip Ismail, SH.

2. Dian Puji N. Simatupang, SH, M.H.
3. Novi Gregory Antonius.

4, Djedje Abdul Aziz, SH, MH.

5. Rachmat Triyono, S.H€MH.

6. Syprianus Aristeus, SH. MH:
7. Nunuk Febrianingsif\SH. MH.

BABuI
PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA

Secara resmi“Dewan, S\Perwakilan Rakyat (DPR) telah
mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang
keuangan negara \menmjadi Wndang-Undang (UU). Bagi negara
kepulauan terbesar didunia, sangat menarik bahwa Indonesia baru
memiliki “suatu™sgandang undang yang mengatur pengelolaan
keuangan negara, setelah lebih dari 50 tahun mengalami
kemerdekaan. Dengan terjadinya reformasi dan demokratisasi di
Indenesia, maka beban pengelolaan keuangan negara yang semula
sangatterkonsentrasi di pemerintah pusat, secara drastis mengalami
proses /desentralisasi. Beberapa hal yang menyolok diantaranya
adalah pengelolaan moneter yang makin independen di tangan bank
sentral. Demikian pula dengan berlakunya undang-undang otonomi
daerah, makin independen pula pengelolaan keuangan daerah.

UU Keuangan Negara diharapkan memberikan arahan
umum tentang pengelolaan keuangan negara dalam setiap tingkatan
pemerintahan, baik pusat maupun daerah, serta berbagai unit
pemerintahan lainnya, baik di pusat maupun di daerah, yang
meliputi departemen, lembaga non departemen dan badan usaha
milik negara/daerah. Lebih daripada itu, UU Keuangan Negara
diharapkan dapat menunjukkan keterkaitan sistem keuangan antar
setiap elemen/komponen yang terlibat dalam pengelolaan keuangan
negara tersebut. Sesuai amanat dari UUD 1945, maka UU
Keuangan Negara ini diharapkan menjadi payung bagi setiap
undang-undang lainnya yang berkaitan dengan pengelolaan
keuangan negara di pusat maupun di daerah, walaupun dalam
ketentuan hukum, kedudukan setiap undang-undang itu setara.



1. Pengertian Keuangan Negara

Keuangan Negara adalah hak dan kewajiban yang dapat
dinilai dengan uang dan segala sesuatu baik berupa uang maupun

barang dapat dijadi kan Ahak milik

diartikan juga sebagai suatu bentuk kekayaan pemerintah yang
diperoleh dari penerimaan, hutang, pinjaman pemerintah, atau bisa
berupa pengeluaran pemerintah, kebijakan fiscal, dan kebijakan
moneter.

Ruang lingkup keuangan Negara meliputi:

Penerimaan negara

Pengeluaran negara

Hutang dan pinjaman negara

Kebijakan keuangan yang terdiri dari kebijakan mongeten
kebijakan fiscal dan kebijakan keuangan internasienal dan
mengelola hutang pemerintah

AP

Penerimaan keuangan Negara meliputi;

Keuangan Negara yang berasal dari dalam jiegeri;

1. Keuntungan dari perusahafi-perusahany,,meliputi:BUMN,
perusahaan-perusahaan baik PMA Maupan PMDN

Pajak

Menciptakan uang bara

Meminjam pada‘’bank

Pinjaman pada masyarakat

Denda-denda

o gk wN

7. Cukai
8. Retribusi

Keuangan Negara yang b€rasalhdari luar negeri :
negar ao. Kse,uamgan Negara dapat
1. Pinjaman-pinjaman_biak, pinjaman kepada negara maupun
pinjaman Kepada oraganisasi-organisasi negara
2. Hadiah hadiah#tampasan perang

Pengeltaran T{keuangan Negara meliputi Pengeluaran
pegierintah menyangkut seluruh pengeluaran untuk membiayai
program-ptegram/kegiatan 1 kegiatan dimana pengeluaran-
pengeluaran” itu ditujukan pencapaian kesejahteraan masyarakat
secara{Keseluruhan. Kegiatan-kegiatan dari segi pengeluaran ini
dilaktikan dengan menggunakan sejumlah resources dan product,
baik dalam melaksanakan tugas-tugasnya untuk kemakmuran
masyarakat dengan menggunakan uang. Pengeluaran dengan
menggunakan uang inilah yng dimaksud pengeluaran pemerintah.

Definisi keuangan negara adalah semua hak dan kewajiban
negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik
berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara
berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut. Dalam
penjelasan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara dinyatakan bahwa pendekatan yang digunakan dalam
merumuskan Keuangan Negara adalah dari sisi objek, subjek, proses,
dan tujuan. Dari sisi objek, yang dimaksud dengan Keuangan Negara
meliputi semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan
uang, termasuk kebijakan dan kegiatan dalam bidang fiskal, moneter
dan pengelolaan kekayaan negara yang dipisahkan, serta segala



sesuatu baik berupa uang, maupun berupa barang yang dapat
dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan
kewajiban tersebut.

Dari sisi subjek, yang dimaksud dengan Keuangan Negara
meliputi seluruh subjek yang memilikimenguasai objek sebagaimana
tersebut di atas, yaitu: pemerintah pusat, pemerintah daerah,
perusahaan negara/daerah, dan badan lain yang ada kaitannya
dengan keuangan negara. Dari sisi proses, Keuangan Negara
mencakup seluruh rangkaian kegiatan yang berkaitan dengan
pengelolaan objek sebagaimana tersebut di atas mulai dari perumusan
kebijakan dan  pengambilan  keputusan  sampai  dengan
pertanggunggjawaban. Dari sisi tujuan, Keuangan Negara meliputi
seluruh kebijakan, kegiatan dan hubungan hukum yang berkaitan
dengan pemilikan dan/atau penguasaan objek sebagaimana tersebut
di atas dalam
rangka penyelenggaraan pemerintahan negara.

Berdasarkan  pengertian  keuangan negara 4 dengag
pendekatan objek, terlihat bahwa hak dan kewajiban hegara, yang
dapat dinilai dengan uang diperluas cakupannya, “yaitu jtermasuk
kebijakan dan kegiatan dalam bidang fiskal, moneter dan pengelolaan
kekayaan negara yang dipisahkan. Dengan “‘demikian,)”bidang
pengelolaan keuangan negara dapat dikelopipekkamdalam: subbidang
pengelolaan fiskal, subbidang pengelolaanymoneter, dan subbidang
pengelolaan kekayaan negara yang dipisahken:

Pengelolaan keuangan pégara subbidang pengelolaan fiskal
meliputi kebijakan dan kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan
Anggaran Pendapatan dan Belanjay Negara (APBN) mulai dari
penetapan Arah dan Kebijakan” Umum ‘(AKU), penetapan strategi dan
prioritas pengelolaan APBN, penydsunan anggaran oleh pemerintah,
pengesahan anggaran oleh DPR; pelaksanaan anggaran, pengawasan

anggaran, penyusunan perhitungan anggaran negara (PAN) sampai
dengan pengesahan PAN menjadi undang-undang. Pengelolaan
keuangan negara subbidang pengelofaan moneter berkaitan dengan
kebijakan dan pelaksanaan”kegiatan sektor perbankan dan lalu lintas
moneter baik dalam maupui,luargegeri.

Pengelolaan keuangan negara subbidang kekayaan negara yang
dipisahkan berkaitap®@dengan kebijakan dan pelaksanaan kegiatan di
sektor Badang, Usaha/ MilikK® Negara/Daerah (BUMN/BUMD) yang
orientasinya memcarti keuntungan (profit motive).

BerdaSarkan uraian di atas, pengertian keuangan negara
dapat dibedakanjanhtara: pengertian keuangan negara dalam arti luas,
dan pengertian keuangan negara dalam arti sempit. Pengertian
keuangan negara dalam arti luas pendekatannya adalah dari sisi objek
yang\ cakupannya sangat luas, dimana keuangan negara mencakup
kebijakan dan kegiatan dalam bidang fiskal, moneter dan pengelolaan
kekayaan negara yang dipisahkan. Sedangkan pengertian keuangan
negara dalam arti sempit hanya mencakup pengelolaan keuangan
negara subbidang pengelolaan fiskal saja. Pembahasan lebih lanjut
dalam modul ini dibatasi hanya pada pengertian keuangan negara
dalam arti sempit saja yaitu subbidang pengelolaan fiskal atau secara
lebih spesifik pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
(APBN).

2. Asas-asas Umum Pengelolaan Keuangan Negara

Dalam rangka mendukung terwujudnya good governance
dalam penyelenggaraan negara, pengelolaan keuangan negara perlu
diselenggarakan secara profesional, terbuka, dan bertanggung jawab
sesuai dengan aturan pokok yang telah ditetapkan dalam Undang-
Undang Dasar 1945. Aturan pokok Keuangan Negara telah dijabarkan
ke dalam asas-asas umum, yang meliputi baik asas-asas yang telah
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lama dikenal dalam pengelolaan keuangan negara, seperti asas

tahunan, asas universalitas, asas kesatuan, dan asas spesialitas

maupun asas-asas baru sebagai pencerminan penerapan kaidah-
kaidah yang baik (best practices) dalam pengelolaan keuangan
negara. Penjelasan dari asas tersebut adalah sebagai berikut.

e Asas Tahunan, memberikan persyaratan bahwa anggaran negara
dibuat secara tahunan yang harus mendapat persetujuan dari
badan legislatif (DPR).

e Asas Universalitas (kelengkapan), memberikan batasan bahwa
tidak diperkenankan terjadinya percampuran antara penerimaan
negara dengan pengeluaran negara.

e Asas Kesatuan, mempertahankan hak budget dari dewan secara
lengkap, berarti semua pengeluaran harus tercantum dalam
anggaran. Oleh karena itu, anggaran merupakan anggaran bruto,
dimana yang dibukukan dalam anggaran adalah jumlah brutonya.

e Asas Spesialitas mensyaratkan bahwa jenis pengeluaran dimuat
dalam mata anggaran tertentu/tersendiri dan diseleaggarakan
secara konsisten baik secara kualitatif maupun kuaptitatif. ‘Secara
kuantitatif artinya jumlah yang telah ditetapkan@dalam mata
anggaran tertentu merupakan batas tertinggi dan tidak boleh
dilampaui. Secara kualitatif berarti penggunaamanggaran hanya
dibenarkan untuk mata anggaran yang_télah,diteftukan.

e Asas Akuntabilitas berorientasi pada hasil, mengandung makna
bahwa setiap pengguna anggarap” Wwajib’ menjawab dan
menerangkan kinerja organisasi atas keéberhasilan atau kegagalan
suatu program yang menjadi tanggung jawabnya.

e Asas Profesionalitas, mengharuskan pengelolaan keuangan
negara ditangani oleR tenaga yang profesional. Asas
Proporsionalitas; pengalokasian anggaran dilaksanakan secara

proporsional pada fungsi-fungsi kementerian/lembaga sesuai
dengan tingkat prioritas dan tujtian yang ingin dicapai.

e Asas Keterbukaan dalam pengelolaan keuangan negara,
mewajibkan adanya keterbukaan dalam pembahasan, penetapan,
dan perhitungan anggaran\serta atas hasil pengawasan oleh
lembaga audit yang independen.

e Asas PemeriksaamgKeuangén oleh badan pemeriksa yang bebas
dan manditi, memberi”kewenangan lebih besar pada Badan
Pemefiksa Jkeuwangan untuk melaksanakan pemeriksaan atas
pehgelolaan kedangan negara secara objektif dan independen.

o  CAsassasas umum tersebut diperlukan pula guna menjamin
terselenggaranya prinsip-prinsip pemerintahan daerah. Dengan
dianutnya asas-asas umum tersebut di dalam undang-undang
tentang Keuangan Negara, pelaksanaan undang-undang ini selain
Mmenjadi acuan dalam reformasi manajemen keuangan negara,
sekaligus  dimaksudkan  untuk  memperkokoh landasan
pelaksanaan desentralisasi dan otonomi daerah di Negara
Kesatuan Republik Indonesia.

3. Administrasi Pengurusan Keuangan Negara

Ruang lingkup keuangan negara meliputi : hak negara untuk
memungut pajak, mengeluarkan dan mengedarkan uang, dan
melakukan pinjaman; kewajiban negara untuk menyelenggarakan
tugas layanan umum pemerintahan negara dan membayar tagihan
pihak ketiga; penerimaan negara; pengeluaran negara; penerimaan
daerah; pengeluaran daerah; kekayaan negara/kekayaan daerah yang
dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga,
piutang, barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang,
termasuk  kekayaan yang dipisahkan pada  perusahaan
negara/perusahaan daerah; kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh
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pemerintah dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan
dan/atau kepentingan umum; kekayaan pihak lain yang diperoleh
dengan menggunakan fasilitas yang diberikan pemerintah; dan j.
kekayaan pihak lain sebagaimana dimaksud meliputi kekayaan yang
dikelola oleh orang atau badan lain berdasarkan kebijakan pemerintah,
yayasan-yayasan di lingkungan kementerian negara/lembaga, atau
perusahaan negara/daerah.

Pengertian Perbendaharaan Negara menurut UU No. 1 Tahun

kepemerintahan yang pencegahan agar jangan sampai terjadi
kebocoran dan penyimpangan; pé€ncarian sumber pembiayaan yang
paling murah; dan pemanfaatan dana“yang menganggur (idle cash)
untuk meningkatkan nilai tambah ‘'sumber daya keuangan. Upaya untuk
menerapkan prinsip-priasipspendelolaan keuangan yang dilaksanakan
di dunia usaha ke dalam\pengelolaan keuangan pemerintah tidak
dimaksudkan untuk®amenyamakan pengelolaan keuangan sektor
pemerintah _dengan \péngelolaan keuangan sektor swasta. Pada

2004 adal ah Apengel ol aan dan pert anhpigkatmyg, adgasd ‘aadalak e suatin glembaga e gplitik. a Dalam

termasuk investasi dan kekayaan yang dipisahkan, yang ditetapkan
dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Daerah;
pencegahan agar jangan sampai terjadi kebocoran dan
penyimpangan; pencarian sumber pembiayaan yang paling murah;
dan pemanfaatan dana yang menganggur (idle cash) untuk
meningkatkan nilai tambah sumber daya keuangan. Upaya untuk
menerapkan prinsip-prinsip pengelolaan keuangan yang dilaksanakan
di dunia usaha ke dalam pengelolaan keuangan pemeriptah tidak
dimaksudkan untuk menyamakan pengelolaan keuangan“gsektor
pemerintah dengan pengelolaan keuangan sektor“Swasta. Padéd
hakikatnya, negara adalah suatu lembaga politiks, Dalam
kedudukannya yang demikian, negara tunduk pada tatanan”hukum
publik. Melalui kegiatan berbagai lembaga “pemersintah, negara
berusaha memberikan jaminan kesejahtéraan kepada rakyat (welfare
state).

Namun, pengelolaan keu@ngan sektor publik yang selama ini
menggunakan pendekatan superioritas negara telah membuat
aparatur pemerintah yang4nengelola keuangan sektor publik tidak lagi
dianggap berada dalam kelempok) profesi manajemen oleh para
profesional. Oleh karena itu,9peflu dilakukan pelurusan kembali
pengelolaan keuangan pemerintah dengan menerapkan prinsip-prinsip

kedudukannyaj negara tunduk pada tatanan hukum publik.

Melalui Sk€egiatan berbagai lembaga pemerintah, negara
berusaha memberikan jaminan kesejahteraan kepada rakyat (welfare
state)yp,Namun, pengelolaan keuangan sektor publik yang selama ini
menggunakan pendekatan superioritas negara telah membuat
aparatur pemerintah yang mengelola keuangan sektor publik tidak lagi
dianggap berada dalam kelompok profesi manajemen oleh para
profesional. Oleh karena itu, perlu dilakukan pelurusan kembali
pengelolaan keuangan pemerintah dengan menerapkan prinsip-prinsip

kepemerintahan yang (APBN/ APBD) 0.

kebutuhan pengelolaan keuangan negara, dirasakan semakin
pentingnya fungsi perbendaharaan dalam rangka pengelolaan sumber
daya keuangan pemerintah yang terbatas secara efisien.

Presiden selaku kepala pemerintahan memegang kekuasaan
umum pengelolaan keuangan negara sebagai bagian dari kekuasaan
pemerintahan. Dalam pelaksanaannya, kekuasaan presiden tersebut
tidak dilaksanakan sendiri oleh presiden. Pengelolaan keuangan
negara secara teknis dilaksanakan melalui dua pengurusan, yaitu
pengurusan umum/administrasi yang mengandung unsur penguasaan
dan pengurusan khusus yang mengandung unsur kewajiban.
Pengurusan umum erat hubungannya dengan penyelenggaraan tugas
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pemerintah di segala bidang dan tindakannya dapat membawa akibat
pengeluaran dan atau menimbulkan penerimaan negara. Sedangkan
pengurusan khusus atau pengurusan komptabel mempunyai
kewajiban melaksanakan perintah-perintah yang datangnya dari
pengurusan umum.

Dikuasakan kepada menteri keuangan, selaku pengelola fiskal
dan wakil pemerintah dalam kepemilikan kekayaan negara yang
dipisahkan; kepada menteri/pimpinan lembaga negara dan lembaga
pemerintah  non  kementerian negara, selaku  pengguna
anggaran/pengguna barang kementerian negara/lembaga yang
dipimpinnya; dan kepada gubernur/bupati/walikota selaku kepala
pelaksanaan dan mewakili kekayaan daerahPelimpahan kekuasaan
tersebut tidak termasuk kewenangan di antara lain mengeluarkan
rupiah, moneter serta kelancaran sistem pembayaran dilakukan oleh
bank sentral.

Menteri keuangan sebagai pembantu presiden dalam bidang
hakikatnya Pemerintah Republik tanggung jawab, terlakKsananya
mekanisme check and balance, untuk pemerintahan dagrah ‘Sebagai
perwujudan asas desentralisasi, untuk mengelola ketiangan daerak
pemerintah daerah dalam kepemilikan yang dipisahkan. bidang
moneter, yang meliputi dan mengedarkan uang, yang pelaksapaannya
diatur dengan undang-undang. Untuk mengcapai“kestabilan nilai tugas
menetapkan dan melaksanakan kebijakany mengatur dan menjaga
keuangan pada adalah Chief Financial Officer (CFO) Indonesia,
sementara setiap menteri/pimpinah feémbaga pada hakikatnya adalah
Chief Operational Officer (CO@)_/Juntuk J’suatu bidang tertentu
pemerintahan. Prinsip inigperlufidilaksanakan secara konsisten agar
terdapat kejelasan dalam pembagian wewenang dan serta mendorong
upaya peningkatan profesionalispie dalam penyelenggaraan tugas
pemerintahan.

Menteri keuangan selaku pengelola fiskal bertanggung jawab
terhadap fungsi-fungsi: pengelolaans kebijakan fiskal dan kerangka
ekonomi makro, penganggaran,iadmifistrasi perpajakan, administrasi
kepabeanan, perbendaharaan, &, dan /' pengawasan keuangan.
Kewenangan presideneshadap\pengelolaan keuangan negara yang
dilimpahkan kepada pejakat negara, meliputi kewenangan yang
bersifat umum yang timbul dari-pengurusan umum, dan kewenangan
yang bersifat, khusus yahg timbul dari pengurusan khusus.
Kewenangan vyang Dbersifat umum meliputi kewenangan untuk:
Menetdpkan“Arah dan Kebijakan Umum (AKU); Menetapkan strategi
danl prigritas dalem pengelolaan APBN, antara lain menetapkan:
pedoman ‘pelaksanaan dan pertanggungjawaban APBN, pedoman
penyldsunan” rencana kerja kementerian negara/lembaga, gaji dan
tunjangan, pedoman pengelolaan penerimaan negara. Kewenangan
yang bersifat khusus meliputi kewenangan membuat
keputusan/kebijakan teknis berkaitan pengelolaan APBN, antara lain
menetapkan: keputusan sidang kabinet di bidang pengelolaan APBN,
keputusan rincian APBN, keputusan dana perimbangan, dan
penghapusan aset dan piutang negara.

a. PENGURUSAN UMUM ATAU
ADMINISTRASI

Sebagaimana telah  disebutkan sebelumnya, bahwa
pengurusan umum atau pengurusan administrasi mengandung unsur
penguasaan, yang erat hubungannya dengan penyelenggaraan tugas
pemerintahan di segala bidang dan tindakannya dapat membawa
akibat pengeluaran dan atau menimbulkan penerimaan negara. Dalam
pengurusan umum terdapat dua pejabat atau subjek pengurusan, yang
disebut otorisator dan ordonator.

PENGURUSAN
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e Otorisator

Otorisator adalah pejabat yang memperoleh pelimpahan
wewenang untuk mengambil tindakan-tindakan yang mengakibatkan
adanya penerimaan dan/atau pengeluaran negara. Tindakan-tindakan
otorisator yang bisa berakibat penerimaan dan/atau pengeluaran
tersebut disebut otorisasi. Otorisasi dapat dibedakan menjadi dua,
yaitu: otorisasi bersifat luas atau otorisasi umumdan otorisasi bersifat
sempit atau otorisasi khusus. Otorisasi bersifat luas/'umum adalah
otorisasi yang tidak membawa akibat langsung pada pengeluaran dan
atau penerimaan negara. Contoh otorisasi umum: undang-undang,
peraturan pemerintah, peraturan pemerintah pengganti undang-
undang, keputusan presiden, instruksi presiden, peraturan gaji pegawai
negeri, peraturan pemberian tunjangan, dan sebagainya. Otorisasi
umum baru akan berakibat pengeluaran dan/atau penerimaan apabila
sudah ada/dilengkapi otorisasi yang bersifat khusus. Otorisasi bersifat
sempit/khusus adalah otorisasi yang mempunyai akibat langsung
terhadap penerimaan dan/atau pengeluaran negara. Contoh(otorisasi
khusus adalah surat keputusan pengangkatan pegawai; g surat
keputusan penunjukan bendahara, surat keputusar@pensiun, “dar
sebagainya.

e Ordonator

Ordonator adalah pejabat yang berwenang untuk melakukan
pengujian dan pembebanan tadihan yang  diajukan kepada
kementerian negara/lembaga sehlibungantdengan tindakan otorisator,
serta memerintahkan pembayaran ‘dan”atau menagih penerimaan yang
timbul sebagai akibat pelaksanaan ‘amggaran. Secara garis besar,
ordonator bertugas untuk§¢menguji, meneliti dan mengawasi
penerimaan-penerimaan dan “Ypé€ngeluaran pengeluaran negara
termasuk tagihan-tagihan yang diajukan oleh pihak ketiga kepada

pemerintah, apakah benar-benar telah sesuai dengan otorisasi yang
dikeluarkan oleh otorisator dan pelum kedaluwarsa. Apabila tagihan-
tagihan tersebut telah memenuhi “persyaratan, maka ordonator
menerbitkan Surat Perintah, Membayar (SPM) dan/atau Surat
Penagihan. Sebelum berlakunya, UU No. 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara dan UU'Wo. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Negara, kewenandafmordonater ini sepenuhnya berada di tangan
menteri keuangan, hamun?”sejak diberlakukannya kedua undang-
undang jtu, kewenangan tersebut diberikan kepada kementerian
teknisg” sehingga |kementerian teknis sepenuhnya memegang
kewenangan pengdrusan administratif/lumum.

b. PENGURUSAN
KHUSUS/KEBENDAHARAAN/KOMPTABLE

Kewenangan pengurusan khusus atau pengurusan
kebendaharaan (komptable) dipegang oleh menteri keuangan, sesuai
pasal 7 UU No. 1 Tahun 2004 yang menetapkan bahwa menteri
keuangan adalah Bendahara Umum Negara.

e Pengertian Bendahara

Bendahara adalah setiap orang atau badan yang diberi tugas
untuk dan atas nama negara/daerah, menerima, menyimpan, dan
membayar/menyerahkan uang atau surat berharga atau barangbarang
negara/daerah. Dari definisi di atas, bendahara yang ditugaskan untuk
pengurusan keuangan negara dapat dijabat oleh orang-orang (pegawai
negeri atau swasta) dan badan hukum yang diangkat oleh menteri atau
ketua lembaga negara yang menguasai bagian anggaran negara untuk
mengelola uang, surat-surat berharga, dan barang barang milik
negara. Pengangkatan bendahara oleh menteri atau ketua lembaga
negara ditetapkan dengan surat keputusan. Beberapa ketentuan yang
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berkaitan dengan masalah bendahara yaitu sebagai berikut: a.
Bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran diangkat oleh
menteri/pimpinan lembaga/gubernur/bupati/walikota. b. Bendahara
penerimaan dan bendahara pengeluaran adalah pejabat fungsional
dan tidak boleh dirangkap oleh Kuasa Pengguna Anggaran atau Kuasa
Bendahara Umum Negara. c. Bendahara penerimaan/pengeluaran
dilarang melakukan baik secara langsung maupun tidak langsung,
kegiatan perdagangan, pekerjaan pemborongan dan penjualan jasa,
atau bertindak sebagai penjamin atas kegiatan/pekerjaan/penjualan
tersebut. d. Persyaratan pengangkatan dan pembinaan Kkarier
bendahara diatur oleh Bendahara Umum Negara selaku Pembina
Nasional Jabatan Fungsional Bendahara.

Berdasarkan objek pengurusannya, bendahara dapat
dibedakan menjadi bendahara uang dan bendahara barang.
Bendahara uang mempunyai tugas untuk melakukan pengurusan uafg
yang dinyatakan dalam kegiatan menerima, menyifpan,
mengeluarkan,  mengadministrasikan,  serta  mempeanggung
jawabkan uang yang berada dalam pengurusannya. Yang, dimaksud
uang di sini adalah uang milik negara dan uang milik pihak ketiga yang
dikuasai oleh negara, dan juga surat-surat berharga sepefti cek, bea
meterai, prangko, dan juga surat perintah membayar, Bendahara uang
dapat dikelompokkan lagi menjadi: a. /Bendahardy umum yaitu
bendahara yang mengurus perbendahdraan negara baik di bidang
penerimaan maupun pengeluaran”Snegafay, Bendahara khusus
penerimaan yaitu bendahara yangghanya mengurus penerimaan
negara. c. Bendahara khusus peng€luaran” yaitu bendahara yang
hanya mengurus pengeluaran negara:Masing-masing jenis bendahara
akan diuraikan lebih lanjut di‘batvahni:

) Bendahara Umum Negate (BUN).

Bendahara Umum Negara (BUN) adalah pejabat yang diberi
tugas untuk melaksanakan fungsi“bendahara umum negara. Menteri
keuangan selaku Bendahara [UmumNegara mengangkat Kuasa
Bendahara Umum Negara Gntuk ‘melaksanakan tugas kebendaharaan
dalam rangka pelaksapaan,anggaran dalam wilayah kerja yang telah
ditetapkan.

Dalam pelaksanaannya, yang ditunjuk sebagai Kuasa
Bendahara Umum Negdra adalah Direktorat Jenderal Perbendaharaan
Negara didingkatpusatidan kantor wilayah (kanwil) Direktorat Jenderal
(Ditieny” ™ Péerbendaharaan Negara serta Kantor Pelayanan
PerbendaharaaniNegara (KPPN) untuk tingkat wilayah/daerah.

Tugas kebendaharaan dimaksud meliputi kegiatan menerima,
menyimpan,” membayar atau menyerahkan, menatausahakan, dan
mempertanggungjawabkan uang dan surat berharga yang berada
dalam pengelolaannya. Kuasa Bendahara
Umum Negara berkewajiban memerintahkan penagihan piutang
negara kepada pihak ketiga sebagai penerimaan anggaran, serta
melakukan pembayaran tagihan pihak ketiga sebagai pengeluaran
anggaran setelah dilakukan pengujian dan pembebanan pada
anggaran yang telah disediakan sebelumnya.

e Bendahara Khusus Penerimaan

Menteri/pimpinan lembaga mengangkat bendahara
penerimaan dan/atau bendahara pengeluaran untuk melaksanakan
tugas kebendaharaan dalam rangka pelaksanaan anggaran
pendapatan dan belanja negara pada kantor/satuan kerja di
lingkungan kementerian negara/lembaga/satuan  kerja. Tugas
kebendaharaan dimaksud meliputi kegiatan menerima, menyimpan,
menyetor/membayar/ menyerahkan, menatausahakan, dan
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mempertanggungjawabkan penerimaan/ pengeluaran uang dan surat
berharga yang berada dalam pengurusannya.

Bendahara khusus penerimaan adalah orang yang ditunjuk
pejabat yang berwenang, yang khusus melakukan penerimaan atas
pendapatan negara dan selanjutnya menyetorkan ke kas negara,
sehingga bendahara ini sering
Aipenyetor
yang tetap harus disetorkan ke kas negara. Contoh bendahara jenis ini
adalah bendahara penerima bea dan cukai, bendahara penerima pada
departemen/lembaga negara yang mengelola Penerimaan Negara
Bukan Pajak (PNBP) antara lain dari hasil pertanian, kehutanan,
penjualan jasa, sita, denda dan
sebagainya. Secara periodik, bendahara ini membuat surat
pertanggungjawaban tentang uang yang diterima dan disetorkannya
meskipun tidak ada uang yang harus disetor (tidak ada penerimaan).

e Bendahara Khusus Pengeluaran
Bendahara ini tugasnya melakukan pembayarangatas tagihan
kepada negara baik secara langsung maupun melalui dang persediaar
dengan dana yang diperolehnya melalui Daftary Isian Pelaksanaan
Anggaran (DIPA) atau dokumen lain yang dipersamakan.

4. Kuasa Pengguna Anggaran.
a. Pengguna Anggaran

Menteri/pimpinan lembaga adalah pengguna
anggaran/pengguna barang bagi ‘kementerian negara/lembaga yang
dipimpinnya. Sebagai pengguna‘anggarsan, menteri/pimpinan lembaga
memiliki wewenang: menyustin dokudmen pelaksanaan anggaran;
menunjuk  Kuasa  Penggunas Anggaran/Pengguna  Barang;
menetapkan pejabat yang ‘bertugas melakukan pemungutan

penerimaan negara; menetapkan pejabat yang bertugas melakukan
pengelolaan utang dan piutang: melakukan tindakan yang
mengakibatkan pengeluaran anggarafitbelanja; menetapkan pejabat
yang bertugas melakukan \pengujian dan perintah pembayaran;
menggunakan barangegmilik _hegara; menetapkan pejabat yang

di s éértugas njelakgkan péngedolaan ebarang miltk enégarg; fimengatvasiu
berkal ad kar enya, padaawaktu u a npgelaksamaang anggafane Mmemyusun dan menyampaikan laporan

keuangan darigkementefian fiégara/lembaga yang dipimpinnya.

b. BendaharalUmum Negara (BUN)

Menteri ‘keuangan selaku Bendahara Umum Negara memiliki
wewenang®y, menetapkan kebijakan dan pedoman pelaksanaan
anggaran negara; mengesahkan dokumen pelaksanaan anggaran;
melakukan pengendalian pelaksanaan anggaran negara; menetapkan
Sistem penerimaan dan pengeluaran kas negara; menunjuk bank
dan/atau lembaga keuangan lainnya dalam rangka pelaksanaan
penerimaan dan pengeluaran anggaran negara; mengusahakan dan
mengatur dana yang diperlukan dalam pelaksanaan anggaran negara;
menyimpan uang negara;, menempatkan uang negara dan
mengelola/menatausahakan investasi. Dalam rangka pengelolaan kas,
investasi yang dimaksud adalah pembelian Surat Utang Negara (SUN);
melakukan pembayaran berdasarkan permintaan pejabat pengguna
anggaran atas beban rekening kas umum negara; melakukan
pinjaman dan memberikan jaminan atas nama pemerintah;
memberikan pinjaman atas nama pemerintah; melakukan pengelolaan
utang dan piutang negara; mengajukan rancangan peraturan
pemerintah tentang Standar Akuntansi Pemerintahan; melakukan
penagihan piutang negara; menetapkan sistem akuntansi dan
pelaporan keuangan negara; menyajikan informasi keuangan negara;
menetapkan kebijakan dan pedoman pengelolaan serta penghapusan
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barang milik negara; menentukan nilai tukar mata uang asing terhadap
rupiah dalam rangka pembayaran pajak; dan menunjuk pejabat Kuasa
Bendahara Umum Negara.

Menteri keuangan selaku Bendahara Umum Negara
mengangkat Kuasa Bendahara Umum Negara untuk melaksanakan
tugas kebendaharaan dalam rangka pelaksanaan anggaran dalam
wilayah kerja yang ditetapkan. Tugas kebendaharaan dimaksud
meliputi  kegiatan menerima, menyimpan, membayar atau
menyerahkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang
dan surat berharga yang berada dalam pengelolaannya. Kuasa
Bendahara Umum Negara melaksanakan penerimaan dan
pengeluaran kas negara sekaligus melakukan pengendalian
pelaksanaan anggaran negara. Kuasa Bendahara Umum Negara
berkewajiban: memerintahkan penagihan piutang negara kepada pihak
ketiga sebagai penerimaan anggaran dan melakukan pembayar@n
tagihan pihak ketiga sebagai pengeluaran.

C. Bendahara Penerimaan/Pengeluaran

Menteri/pimpinan lembaga mengangkat Bendahare
Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran untuks melaksakan tugas
kebendaharaan dalam rangka pelaksanaan anggaran pendapatan dan
anggaran belanja pada kantor/satuan kerja diflingkungan kementerian
negara/lembaga/satuan kerja perangkat daerah. Tugas
kebendaharaan dimaksud meliputi Kegiataw” menerfima, menyimpan,
menyetor/membayar/menyerahkan, menatausahakan, dan
mempertanggung jawabkan penerimaan/pengeluaran uang dan surat
berharga yang berada dalam peéngelolaannya. Bendahara Penerimaan
dan Bendahara Pengeluaramadalah pejabat fungsional dan tidak boleh
dirangkap oleh Kuasa PenggunasAnggaran atau Kuasa Bendahara
Umum Negara. Bendahara °~ Penerimaan/Pengeluaran dilarang

melakukan, baik secara langsung maupun tidak langsung, kegiatan
perdagangan, pekerjaan pembgrongan dan penjualan jasa, atau
bertindak sebagai penjamin(\ atas Gkegiatan/pekerjaan/penjualan
tersebut. Persyaratan pengangkatan dan pembinaan karier bendahara
diatur oleh Bendaharagdmum\Negara selaku Pembina Nasional
Jabatan Fungsional Bendahara.

5. KEUANGAN\NEGARA DAN BADAN USAHA MILIK
NEGARA

DARAM SISTEM HUKUM NASIONAL

A, {Pengertian ‘Weuangan Negara Menurut Pendapat Para Ahli
Hukum

Beberapa pengertian dari keuangan Negara menurut

pendapat para ahli:*

Menurut M. Ichwan, keuangan Negara adalah rencana
kegiatan secara kuantitatif (dengan angka-angka diantaranya
diwujudkan dalam jumlah mata uang), yang akan dijalankan untuk
masa mendatang lazimnya satu tahun mendatang.

Menurut  Geodhart, keuangan Negara merupakan
keseluruhan undang-undang yang ditetapkan secara periodik yang
memberikan  kekuasaan  pemerintah  untuk  melaksanakan
pengeluaran mengenai periode tertentu dan menunjukkan alat
pembiayaan yang diperlukan untuk menutup pengeluaran tersebut.

Unsur-unsur keuangan Negara menurut Geodhrt meliputi:

a. Periodik

! W. Riawan Tjandra, Hukum Keuangan Negara, Jakarta, PT
Grasindo, Tahun 2006, him. 1-2
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b. Pemerintah sebagai pelaksana anggaran
c. Pelaksanaan anggaran mencakup dua wewenang, Yaitu
wewenang pengeluaran dan wewenang untuk menggali
sumber-sumber pembiayaan untuk menutup pengeluaran-
pengeluaran yang bersangkutan
d. Bentuk anggaran Negara adalah berupa suatu undang-
undang
Menurut John F. Due, budget keuangan negara adalah
suatu rencana keuangan untuk suatu periode waktu tertentu.
Government budget (anggaran belanja pemerintah) adalah suatu
pernyataan mengenai pengeluaran atau belanja yang diusulkan dan
penerimaan untuk masa mendatang bersama dengan data
pengeluaran dan penerimaan yang sebenarnya untuk periode
mendatang dan periode yang telah lampau. John F.ADue
menyamakan pengertian keuangan negara dengan .anggaran
(budget negara). Mengenai hubungan antara keuan@amn negara
dengan anggaran negara, Muchsan? menyatakan bahwa,anggaran
negara merupakan inti dari keuangan negafa, sebab ‘amggaran
negara merupakan alat penggerak untuk sglaksanakan keuangan
negara.

Menurut Gildenhuys, anggarammemiliki enam fungsi, yaitu:3

% Ibid., him. 3.

® Penelitan dan “Bengkajian MKRI, Teori Mengenai
Anggaran Negara, Sekretariat Jénderal MK -RI, Jakarta, 2005,
him. 7.

a. Sebagai kebijakan yang menggambarkan tujuan dan
sasaran khusus yang” hendak dicapai melalui suatu
pengeluaran dalam_anggaran (@policy statement declaring
the goals and specific objectives an authority wishes to
achieve by means, of thésexpenditure concorned)

b. Sebagai sarana redistribusi kekayaan sebagai salah satu
fungsi publik\yanhgpaling utama dari anggaran (redistribution
oftwealthgis one of the most important function of a public
budget)

Sebagai/program kerja pemerintah (a work program)

d. Sebagai sumber informasi (as a source of information)

e. USebagai sarana koordinasi kegiatan pemerintahan (as a
coordinating instrument)

f. Sebagai alat pengawasan legislatif terhadap eksekutif (a
control instrument to be used by the legislative authority over
the executive authority and by the executive authority and
even for internal control within a single component of the
administrative authority)

Menurut Arifin P. Soeria Atmadja, pengertian anggaran
Negara adalah perkiraan atau perhitungan jumlah pengeluaran atau
belanja yang akan dikeluarkan oleh negara. Pengertian anggaran
Negara di Indonesia disebut dengan Anggaran Pendapatan Belanja

Negara yang disingkat dengan istilah APBN.* Keuangan Negara

4 Sejak Proklamasi tanggal 17 agustus 1945, istilah

0OAnggaran Pamd®Bgadtaan ad di pakai
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selanjutnya akan dituangkan ke dalam APBN tersebut. Inilah
hubungan antara keuangan Negara dengan anggaran Negara atau
APBN menurutnya.

Arifin P. Soeria Atmadja mendefinisikan keuangan Negara
dari segi pertanggungjawaban pemerintah, bahwa keuangan Negara
yang harus dipertanggungjawabkan oleh pemerintah adalah
keuangan Negara yang hanya berasal dari APBN. Sehingga yang
dimaksud dengan keuangan Negara adalah keuangan Negara yang
berasal dari APBN.

Dalam  desertasinya, Arifin P. Soeria  Atmadja
menggambarkan dualisme pengertian keuangan Negara, Yyakni
pengertian keuangan Negara dalam arti yang luas dan pengertian
Negara dalam arti yang sempit. Pengertian Keuangan Negara dalam
arti luas yang di maksud adalah keuangan yang berasalfdari
Anggara Pendapatan Belanja Negara (APBN), JAnggaran
Pendapatan Belanja Daerah (APBD), dan keuanganyang berasal
dari Unit Usaha Negara atau perusahaan-perusahaan ‘milik Negara.
Sedangkan pengertian keuangan Negara dalarm\arti sempit,adalah
keuangan yang berasal dari APBN saja.

Menurut Hasan Akman Pengeitian N\Keuangan Negara
adalah merupakan pengertian keuangangsNegara’ dalam arti luas,

dikaitkan dengan tanggung jawab pemeriksaah keuangan Negara

UUD 1945, yang dalam™perkembangan selanjutnya secara resmi
pula ditambah¥%an)/ kata ONegar ao,

disingkat APBN

oleh BPK karena menurutnya apa yang diatur dalam Pasal 23
ayat(5) Undang-Undang Dagar “1945 tidak saja mengenai
pelaksanaan APBN, tetapi juga meliputi pelaksanaan APBD,
keuangan unit-unit usaha\ Negaras dan pada hakekatnya
pelaksanaan kegiatan yang didalamnya secara langsung atau tidak
langsung terkait keuangan Negara.

Menurut A.\Hamid”S. Attamimi yang dimaksud dengan
keuangan@Negarapadalah keuangan Negara dalam arti yang luas
berdasarkan “kenstruksi penafsirannya terhadap ketentuan seluruh
ayat-ayatidalam/Pasal 23 UUD 1945 dihubungkan dengan pendapat
Mohammadyamin dalam bukunya yang berjudul Naskah Persiapan
Undang®dndang Dasar 1945.° Yusuf L. Indradewa mengkritik
pendapat A. Hamid S Attamimi tersebut diatas, dan kemudian
memberikan pengertiannya terhadap keuangan Negara dalam arti
yang sempit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat(5), yakni
APBN. Hal ini dikaitkan dengan tanggung jawab pemerintah tentang
pelaksanaan anggaran. Oleh sebab itu keuangan Negara tidak
mungkin  mencakup keuangan daerah maupun keuangan
perusahaan-perusahaan Negara (kecuali perusahaan jawatan). Hal
ini disebabkan karena daerah sudah memiliki otonomi yang dapat
mengurus sendiri keuangannya yang ditetapkan dalam undang-
undang. Dalam hal ini daerah memiliki keuangan sendiri, yakni

keuangan daerah yang terpisah dari keuangan Negara. Selanjutnya

s ehi ngyTafsir sebagakmanm nipaparkanaokaip Yusuf Ls ladaatiewa
i ni di pergunakan istilah O0Anggaran

dBlam lsbileu pMoh. aAmin, dPe@mbahBsan dmiangUnddegglasaa R,
Jakarta, 1960, him. 517.
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terhadap perusahaan Negara, dimana perusahaan Negara (kecuali
perjan) merupakan suatu badan hukum yang memiliki kekayaan
sendiri. Sehingga keuangan Badan Usaha Negara atau Perusahaan
Negara adalah bukan merupakan keuangan Negara.

Menurut pendapat paa ahli bidang hukum keuangan Negara
diatas dapat disimpulkan bahwa telah terjadi dualisme pendapat
menyangkut pengertian mengenai keuangan

Negara, yakni

keuangan dalam arti ang sempit. Arifin P. Soeria Atmadja

memberikan pendapatnya mengenai keuangan negra, bahwa
definisi keuangan Negara dalam Pasal 23 Undang-Undang Dasar
1945 dapat interpretasi, yaitu: (1) Pengertian keuangan Negara
diartikan secara sempit, yang meliputi keuangan Negara yang
bersumber pada APBN, didasarkan pada pertanggungjawabgn
keuangan Negara oleh pemerintah yang telah disetujui oleh4DPR
selaku pemegang hak begrooting, yaitu APBN, (2) Réngertian
keuangan Negara diartikan secara luas, jika didasarkampada‘ebyek
pemeriksaan dan pengawasan

PBN, APBD, BUMN/BUMD.

keuangan Negaray /yakni A

B. Pengertian Keuangan Negara ‘Menurut, Konstitusi Dan
Peraturan Perundang-Undanganibi liidamesia
1. Undang-Undang Dasar 4945

Perihal dalam bab VIl hal
Keuangan Pasal®23 UnadangrUndang Dasar 1945. Bunyi
Bab VI, hal

amandemen ketiga Undang-Undang Dasar 1945 berbunyi:

KeuangansiNegard, diatur

ketentuan keuangan Pasal 23 pasca

1) Anggaran pendapatan Belanja Negara sebagai

wujud dari gpengelolaan keuangan Negara
ditetapkan setiap tahtn, dengan Undang-Undang
dan dilaksanakan<secara terbuka dan bertanggung
jawab ubtuk™sebesar-besarnya untuk kemakmuran
rakyat.

2).. RanganganrUndang-Undang anggaran pendapatan
dan belanja Negara yang diusulkan oleh Presiden
untgk dibahas bersama Dewan Perwakilan Rakyat
dengan memperhatikan Dewan Perwakilan daerah.

3) Apabila Dewan Perwakilan Rakyat tidak menyetujui
rancangan anggaran pendapatan dan belanja

Negara yang diusulkan oleh Presiden, Pemerintah
menjalankan anggaran pendapatan dan belanja
Negara tahun yang lalu.

Selanjutnya Pasal 23 Bab VIII hak keuangan dalam Undang-
Undang Dasar 1945 terdapat penambahan Pasal-Pasal yakni Pasal
23 A, Pasal 23 B, Pasl 23 C, Pasal 23 D, dan tiga Pasal 23 E, Pasal
23 F, Pasal 23 G yang diatur dalam Bab VIII A tentang Badan
Pemeriksa Keuangan.

Bunyi penambahan Pasal 23 Bab VIl dan Bab VIIIA tersebut
adalah:

Pasal 23 A :

AfPajak dan pungutan | ain ya

keperluan Negara diatur dengan Undang-Undan g o0 .

Pasal 23 B :
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iMacam dan har ga

Undang-Undango.

Pasal 23 C :
0 Hahhl lain mengenai keuangan negara diatur dengan

Undang-Undang?o.

Pasal 23D :
oONegar a memi | i ki suatu Ban
kedudukan, kewenangan, tanggung jawab, dan

independensinya diatur dengan Undang-Undang o .

Ketentuan Pasal-Pasal dalam Bab VIII A tentang Badan
Pemeriksa Keuangan berbunyi sebagai berikut
Pasal 23 E :

1) Untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab
tentang keuangan Negara diadakan satu Badan
Pemeriksa Keuangan yang bebas dan manditi.

2) Hasil pemeriksa keuangan Negara _diserahkan
kepada Dewan Perwakilan Rakyat, ) Dewan
Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah sesuai dengan kewenangafinya.

3) Hasil pemeriksaan tersebut ditindak lanjuti oleh
lembaga pewakilan dan atausBadan, _sesuai Undang-
Undang.

Pasal 23 F:

1) Anggaran Badan PRemeriksayKeuangan dipilih oleh
Dewan Perwakilan "Rakyat dengan memperhatikan
pertimbangan” Dewany, Perwakilan Daerah dan
diresmikan-Oleh Presiden:

2) Pimpinan Badan, Pemeriksa Keuangan dipilih oleh
anggota.

gtapkam damgan g

k

dit

Pasal 23 G :

1) Badan PemeriksagKeuangan berkedudukan di Ibu
kota negara dani memiliki perwakilan di setiap
Provinsi.

2) Ketentuan lebihNanjut,Batdan Pemeriksa Keuangan
diatur dengamidndang-Undang.

2. Menurut Updamng-Unddng No. 17 Tahun 2003 tentang

keuyafgan Negara.

sent rﬁéang—%n%é‘ng No.S T?S ‘|"aﬂu% r2003 tentang keuangan

Negara, mulai “diupdangkan keberlakuannya pada tanggal 5 April
2003.°
sebelumnya’ sepanjang telah diatur, yaitu Indische Comtabiliteitswet
(ICW) $tbl.1925 No. 448 sebagaimana telah beberapa kali diubah,
terakhir
Perbendaharaan Negara, Indische Bedrijvenswet (IBW) Stb. 1927
No. 419 jo. Stbl. 1993 No. 381. Keberlakuan Undang-Undang No. 17

Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, adalah amanah ketentuan

Undang- Undang ini mencabut beberapa ketentuan

dengan Undang-Undang No. 9 tahun 1968 tentang

Pasal 23 C Bab VIII Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan

hal-hal lain mengenai keuangan negara diatur undang-undang.’
Pengertian keuangan negara sebagaimana di maksud

dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003

tentang Keuangan Negara adalah:

® Republik Indonesia, Undang-Undang tentang Keuangan
Negara, UU No. 17 TAhun 2003, LN Nomor $& Tahun 2003, TLN
Nomor 4286, dis ahkan dan diundangkan paa tanggal 5 April 2003

" Ibid. liahat pada bagian konsideran Menimbang.
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0O...semua hak dan kewaji ban negar abadamlaig beddasprkan kebijakan pemerintah, yayasan-

dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang
maupun barang yang dapat dijadikan milik negara
berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban

yayasan di lingkungan®kementerian negara/lembaga,

atau perusdhaan negaral/ daer ah.

tersebuto Pengertian dan ruang lingkup ‘keuangan negara dalam Undang-

Selanjutnya dalam pasal 2 Undang-Undang Keuangan

Negara menyebutkab bahwa:

Undang Nomor 17 tahdini2003,tentang Keuangan Negara dipertegas

pada bagian penjelasan umumnya yang mengatakan:

o Pen g di gunakan

R . d ya
0Keuangan negara sebagaimana di makKseuaﬂg de?\legara a(Fafaélh dafrl s]i5| obyek, subyek,

angka 1, meliputi:

a. Hak negara untuk memungut pajak, mengeluarkan dan
mengedarkan uang, dan melakukan pinjaman

b. Kewajiban negara untuk menyelenggarakan tugas layanan

umum pemerintahan negara dan membayar tagihan pihak

ketiga

Penerimaan negara

Pengeluaran negara

Penerimaan daerah

Pengeluaran daerah

Kekayaan negara/kekayaan daerah yang dikelolal sendini

atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang

barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai.dengan Uang,

termasuk kekayaan yang dipisahkan pada “perusahaan

negara/perusahaan daerah

h. Kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh Pemerintah”dalam

@™o aoo

proses/s@dan \tujuan. Dari sisi obyek yang dimaksud
dengan Keuangan Negara meliputi semua hak dan
kewajiban/ negara yang dapat dinilai dengan uang,
termasuk kebijakan dan kegiatan dalam bidang fiskal,
moneter dan pengelolaan kekayaan negara yang
dipisahkan, serta segala sesuatu baik berupa uang,
maupun barang yang dapat dijadikan milik negara
berhubung dengan pelaksanaan hak fan kewajiban
tersebut. Dari sisi subyek yang dimaksud dengan
Keuangan Negara meliputi seluruh obyek sebagaimana
tersebut diatas yang dimiliki negara, dan/atau dikuasai
oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Perusahaan
Negara?daerah, dan badan lain yang ada kaitannya
dengan Keuangan negara. ..o

Selanjutnya dalam penjelasan umum yang lain dalam Undang-

rangka penyelenggaraan tugas pémekintahan dan/atau Undang Keuangan Negara juga dikatakan:

kepentingan umum
i. Kekayaan pihak lain yang diperoleh, dengan menggunan
fasilitas yang “dyi b’epi Kkan pemerintaho

Penjelasan Pasal/2 Undang-Undang Keuangan negara
ditekankan pada huruf i yang,berbunyi:

Okekayaan ps” h ak l ain sebagai mana
huruf i meliputi kekayaan yang dikelola oleh orang atau

0...Dal am hubungannya ant
perusahaan negara, perusahaan daerah, perusahaan
swasta, dan badan pengelola dana masyarakat
ditetapkan bahwa pemerintah dapat memberikan
pinjaman/hibah/penyertaan modal kepada dan menerima
pinjaman/hibah dari perusahaan negara/daerahsetelah

ar

0

dal am

mendapat persetujuan DPR/ DPRDO

di maksud dal am
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3. Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara

Pengaturan ketentuan mengenai perbendaharaan negara
telah diuraikan dalam penjelasan umum Undang-Undang Nomor 17
tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang menjadi landasan
hukum pengelolaan keuangan negara.8 Penjelasan umum
menyangkut perbendaharaan negara dalam Undang-Undang
Keuangan Negara diuraikan sebagai berikut:

OKetentuan mengenali
dalam rangka pelaksanaan APBN/APBD ditetapkan
tersendiri dalam Undang-Undang yang mengatur
perbendaharaan negara mengingat lebih banyak
menyangkut hubungan administratif antar
negaral/l embaga di l' i ngkungan

Pasal 29 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 juga mengatursoal

ketentuan perbendaharaan negara bahwa:

OKetentuan mengenai
dalam rangka pelaksanaan APBN dan APBD ditetapkan
dalam undang-undang yang mengatur perbendaharaan
negara. o
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 téntang, Perbendaharaan
Negara mulai disahkan dan diundangkan keberlakuannya pada
tanggal 14 Januari 2004. Dasar pemikisan diberlakikannya Undang-

Undang Perbendaharaan negdra ‘Sebagaimana dijelaskan pada

8 Republik Indonesia, Undang -Undang Tentang
Perbendaharaan Negara, UJ{Nomer 1 Tahun 2004, LN Nomor 47
Tahun 2003, TLN Nomor 4355)/disahkan dan diundangkan pada
tanggal 14 Januari 2004.

pengel ol aan

mannweegarad | a an

bagian penjelasan umum Undang-Undang tersebut adalah dalam
rangka pengelolaan dan pertafhggungjawaban keuangan negara
yang ditetapkan dalam APBN dan APBDj, sehingga diperlukan suatu
kaidah-kaidah hukum administrasitkeuangan negara.

Definisi perbendaharaanthegara sebagaimana diatur dalam
ketentuan Pasal Iy angkaN\1l Undang-Undang Perbendaharaan
Negara adalah:

o). Jmemgel ol aan dan
negard, termasuk _investasi dan kekayaan yang
kc?i%f)aih aahnkann(? ayl/ra%g ditetapkan

Selanjutnyaydalam ketentuan Pasal 2 dikatakan:

oPerbendaharaan negar a

A Pasal 1'ar'11gf<aal rr]nieliguti:

a. Pelaksanaan pendapatan dan belanja negara
b. Pelaksanaan pendapatan dan belanja daerah
c. Pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran

keuan negara

d. Pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran
daerah

e. Pengelolaan kas

f. Pengelolaan piutang dan utang
negara/daerah

g. Pengelolaan investasi dan barang milik
negara/daerah

h. Penyelenggaraan akuntansi dan sistem
informasi manajemen keuangan
negara/daerah

i. Penyusunan laporan pertanggungjawaban
pelaksanaan APBN/APBD

j- Penyelesaian kerugian negara/daerah

k. Pengelolaan Badan Layanan Umum

I. Perumusan standar, kebijakan, serta sistem
dan prosedur yang Dberkaitan dengan

23

pertanggungj a

sebagai man:



pengelolaan keuangan negara dalam rangka

pel aksanaan

4. Menurut Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 Tentang

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Undang-Undang

Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-

Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan
Tindak Pidana Korupsi.

Meskipun kedua undang-undang tersebut mengatur soal
pidana korupsi, perihal keuangan negara juga diatur didalamnya. Hal
ini dikarenakan tindak pidana korupsi dikategorikan sebagai
perbuatan yang secara melawan hukum dapat merugikan keuangan
negara atau perekonomian negara.g

Pengertian keuangan negara sebagaimana dimaksud dalam
penjelasan bagian umum Undang-Undang Tentang Pemberantgasan
Tindak Pidana Korupsi adalah:

0...Seluruh keuangan

fagua,e/ang
dipisahkan atau yang tidak dipisahkan, termasuk didalamnya segala
bagian kekayaan negara dan segala hak dan kéwajiban yangtimbul

karena:

°Dalam kons$@pder an meni mbang
tindakan pidana korupsi san@at merugikan keuangan Negara atau
perekonomian Negara dan menghambat pembangunan nasional,
sehingga harus diberantas dalam rfangka mewujudkan masyarak at
adil dan makmur berdasarkan Pahcasila dan Undang-Undang Dasar
1945. 6

APBN/ APBDO.

dal am b manfaat,k kermakmuran dan kesejahteraan

a. berada dalam penguasaan, pengurusan, dan
pertangungjawabangpejabat negara, baik di tingkat pusat
maupun daerah,

b. Berada

pertanggungjawabaniBadan Usaha Milik Negara/Badan

dalam™\_ penguasaan, pengurusan dan

UsahaWiMilik Daerah, Yayasan, Badan Hukum dan
perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga
berdasarkanp perjanjian dengan negara. Sedangkan
yang dimaksud dengan perekonomian negara adalah
kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha
persama berdasarkan asas kekeluargaan ataupun
usaha masyarakat yang mandiri yang didasarkan pada
kebijakan pemerintah, baik di tingkat pusat maupun di
daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan yang berlaku yang bertujuan memberikan
kepada
seluruh kehidupan masyarakat.

Pengertian Badan Usaha Milik Negara
Peran negara sebagai pelaku ekonomi salah satunya

diwujudkan melalui pembentukan Badan Usaha Milik Negara

y t(I?UrMN).aForrHe}t ﬁegertllbgtﬁnanﬁgar% %a!aanﬂ \iavkgﬂtas ekonomi suatu

negara bersumber pada politik ekonomi suatu negara.lo

I brahim R.
BUMN: Sebuah

6Landasan Fil os
Tinjauanbé6, Jurnal -
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Keterlibatan negara dalam bidang ekonomi menurut
Friedmann™ diletakkan pada 3(tiga) bentuk perusahaan negara,
yaitu:

1. Department Government Enterprise, adalah Perusahaan
negara yang merupakan bagian integral dari suatu
departemen pemerintahan yang kegiatannya bergerak di
bidang public utilities.

2. Statutory Public Corporations, adalah perusahaan
negara Yyang sebenarnya hampir sama dengan
department government enterprise, hanya dalam hal
manejemn lebih otonom dan bidang usahanya masih
tetap public utilities.

3. Commercial Companies, adalah perusahaan negafa
yang merupakan campuran dengan modal swasta\dan

diberlakukan hukum privat.

Tahun 2007, him. 8. Tren perkembangan dan ‘perubahan”poliik
perekonomian menyangkut peranan dan Keduidukan\negara dalam
kegiatan ekonomi, minimal terdapat 3 pemikirarinyang hendak atau
yang pernah dijalankan dalam4prakiek, yaitu: (1)Politik
perekonomian etatisme, dimana negara S€bagaijpelaku hampir pada
semua sektor perekono mian; (2)Rglitik' perekenomian dengan sistem
ekonomi pasar, sistem _AfMgmenghendaki masyarakat sebagai
pemeran utama, perani‘gnegaray, terbatas sebagai pendorong;
(3)Politik perekonomian yangyhendak menciptakan keseimbangan
antara peran negara dan masyaraka.
1 bid., him. 9

Department government enterpriselz, modal ini dikenal
dengan perusahaan jawatan (pefjan-atau departemen agency), yang
memiliki ciri makna usaha ‘adalah “public service. Usaha ini
merupakan bagian dari swuatUdgdepartemen dan mempunyai
hubungan hukum publiktyakni®aubungan usaha antara pemerintah
yang melayani dan_ masyarakat yang dilayani. Department
Government__Enterprise “di” pimpin oleh seorang kepala yang
merupakah,bawahan dari departemen, mempunyai dan memperoleh
fasilitadS negata; pengawasan dilakukan secara hirarki maupun
secara fupgsional.

Statifory public Corporation®®, model ini di kenal publik
denganypublic corporation atau perusahaan umum (perum); yang
memfliki ciri makna usahanya adalah untuk melayani kepentingan
umum, usaha dijalankan dengan prinsip efisiensi, efektivitas, dan
economic cost accounting principles and management effectiveness,
serta public services; berstatus badan hukum; bergerak di bidang
jasa vital (public utilities); berstatus badan hukum dan diatur dalam
undang-undang; mempunyai nama dan kekayaan sendiri, bebas
bergerak seperti perusahaan swasta; dapat di tuntut dan menuntut,
hubungan hukumnya diatur menurut hukum privat; modal seluruhnya
dimiliki negara dari kekayaan negara yang dipisahkan, dapat
mempunyai dan memperoleh dana dan kredit dalam dan luar negeri
(obligasi); secara finansial harus dapat berdiri sendiri, kecuali ada

politik pemerintah mengenai tarif dan harga dan diatur melalui

2 | pid
B |bid
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subsidi pemerintah, dipimpin oleh seorang direksi dan pegawainya
adalah pegawai perusahaan negara. Yang diatur dalam ketentuan
tersendiri diluar ketentuan yang berlaku bagi pegawai negeri,
organisasi, tugas, wewenang, tanggung jawab dan tata cara
tanggung jawab, pengawasan diatur secara khusus sesuai dengan
undang-undang.

Commercial Companies®, model ini juga disebut
perusahaan perseroan (state companies), memiliki ciri: makna
usahanya untuk menumpuk keuntungan, pelayanan dan pembinaan
organisasi yang baik, efektif, efisien, dan ekonomis secara bussiness
zakelijk, cost accounting principles, management effectiveness, dan
pelayanan umum yang baik, memuaskan dan memperolah laba.
Status hukum adalah badan hukum perdata yang berbentuk
perseroan terbatas, hubungan usahanya diatur menurut h@kum
perdata, modal seluruhnya atau sebagian merupakan milik negara
dari kekayaan negara yang dipisahkan, tidak mepiliki, fasilitas
negara, di pimpin oleh seorang direksi dan status pegawai adalah
pegawai perusahaan biasa. Peranan pemerintah adalahYsebagai
pemegang saham.

Di indonesia, bentuk-bentuk dGsaha hegara berdasarkan
undang-undang nomor 9 tahun 1969%tentangiPenetapan Peraturan
Pemerintah pengganti Undang-dndang namor 1 Tahun 1969 tentng

% |bid

Bentuk-Bentuk Usaha Negara menjadi Undang-Undang™® dibedakan
kedalam tiga bentuk, yakni:

a. Perusahaanjawatan (Peran)

b. Perusahaan umumi(Resim)

c. Perusahaan Perseroan (Persero)

Berdasarkamy, Undang-Undang tersebut yang dimaksud
dengan Perjan atau/Perisahaan Jawatan adalah Perusahaan
Negara yang didisikan‘dan diatur menurut ketentuan-ketentuan yang
diaturgdalam“Imdonische Bedrijvenwet (IBW, Staatblad 1927 : 419
sebagaimana telah beberapa kali diubah dan ditambah). Selanjutnya
berdasarkan’ketentuan Pasal 1 ayat(1) peraturan Pemerintah Nomor
6 Tahup” 2000 tentang Perusahaan Jawatan'® yang di maksud
dengan Perjan adalah:

i .. ... Badawlik Negardh aebagaimana diatur
dalam Undang-Undang Nomor 9 tahun 1969 dimana
seluruh  modalnya dimiliki oleh pemerintah dan
merupakan kekayaan negara yang dipisahkan serta
tidak terbagi atas saham-s a h a mo .

5 Republik Indonesia, Undang -undang tentang Penetapsan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang nomor 1 Tahun 1969 tentang
Bentuk -Bentuk Usaha Negara menjadi Undang -Undang, UU Nomor
9 Tahun 1969, LN Nomor 40 Tahun 1969, TLN Nomo r 2904,
sisahkan dan diundangkan pada tanggal 1 agustus 1969.

6 Republik Indonesia, Peraturan pemerintah Tentang
Perusahaan jawatan (Perjan), PP Nomor 6 Tahun 2000, LN Nomor
12 Tahun 2000, TLN Nomor 3928 tahun 2000, ditetapkan dan
diundangkan pada tanggal 21 Februari tahun 2000.
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Maksud dan tujuan Perjan adalah menyelenggarakan kegiatan
usaha yang bertujuan untuk kemanfaatan masyarakat umum, berupa
penyediaan jasa pelayanan yang bermutu tinggi dan tidak semata-
mata mencari keuntungan.

Selanjutnya yang dimaksud dengan Perusahaan Umum
(Perum) diatur dalam ketentuan Peraturan Pemerintah Republik
Indonesia Nomor 13 Tahun 1998 tentang Perusahaan Umum®’ pasal
1 ayat 1 yang berbunyi:

APerusahaan umum yang
adalah Badan Usaha Milik Negara sebagaimana diatur
dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1969 dimana
seluruh modalnya dimiliki negara berupa kekayaan

Undang adalah persero. Sesuai dengan Peraturan pemerintah
Nomor 12 tahun 1998 dalam P&sal™1 diatur bahwa Persero adalah
Badan Usaha Milik Negara (BUMN) "yang dibentuk berdasarkan
Undang-Undang Nomor 9 Tahun@t969/yang berbentuk Perseroan
Terbatas atau PT yang Selurth®atau paling sedikit 5% saham yang
dikeluarkannya dimiliki oleh, Negara melalui penyertaan modal
secara langsung.

Péngaturan Badan usaha Milik Negara saat ini sudah dibuat

s ek anj ut pengaturachyas sedana tkhusBse keudadam suatu Undang-Undang,

yakni Undang-Undang nomor 19 tahun 2003 tentang Badan Usaha

18

Miliky Negara”™™ Dengan diberlakukannya undang-undang tersebut

negara yang dipisahkan dan tiddak .t

Maksud dan tujuan Perum sebagaimana dimaksud dalam ketentugn
Pasal 2 ayat 1 Peraturan Pemerintah tersebut adalah
menyelenggarakan usaha yang bertujuan untuk kemanfaatén umum
berupa penyediaan barang dan atau jasa yang bermuttiftinggi, dan
sekaligus memupuk keuntungan berdasarkan prinsipWpengelolaan
perusahaan.

Kemudian bentuk usaha negara lain®sebagaimana dimaksud
dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun®W969\tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang” Nomor 1 Tahun
1969 tentang Bentuk-Bentuk gUsaflla Negara Menjadi Undang-

" Republik Indonesia;/mReratlran Pemerintah tentang
Perusahaan Umum (Perum),"RP Namor 13 Tahun 1998, LN Nomor 16
Tahun 1998, TLN Nomor 3732,jditetapkan dan diundangkan pada
tanggal 17 Januari 1998.

maka Ee{er?tu%rg ilndis%ﬁeaBsedriﬁ/eanvr\]/e? I&?aé’:\tblad Tahun 1927
Nomor 149) sebagaimana telah dirubah dan ditambah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1955, Undang-Undang
Nomor 19 Prp tahun 1960 tentang Perusahaan negara, dan Undang-
Undang nomor 9 tahun 1969 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 1969 tentang
Bentuk-Bentuk Usaha Negara menjadi Undang-Undang menjadi
tidak berlaku.

Memperhatikan sifat dasar usaha BUMN, yakni memupuk
keuntungan dan melaksanakan kemanfaatan umum, maka dalam

Undang-Undang tersebut BUMN disederhanakan ke dalam dua

18 Republik Indonesia, Undang-Undang Tentang Badan
Usaha Milik Negara, UU nomor 19 tahun 2003, LN Nomor 40 tahun
1969, TLN Nomor 2904, disahkan dan diundangkan pada tanggal 1
Agustus 1969.
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bentuk saja yaitu Perusahaan Perseroan (Persero) yang bertujuan
untuk memupuk keuntungan dan sepenuhnya tunduk pada
ketentuan Undang-Undang nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan
Terbatas, dan Perusahaan umum (Perum) yang di bentuk oleh
pemerintah untuk melaksanakan usaha sebagai implementasi
kewajiban pemerintah guna menyediakan barang dan jasa tertentu
untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.'® Dalam ketentuan Pasal 9
Undang-Undang Badan Usaha Milik Negara dipertegas bahwa
BUMN terdiri dari Persero dan Perum. Selanjutnya terhadap Badan
Usaha Milik Negara yang berbentuk Perusahaan Jawatan dalam
waktu 2(dua) tahun terhitung sejak undang-undang Badan Usaha
Milik Negara berlaku, harus telah diubah bentuknya menjadi Perum
atau Persero sebagaimana diatur dalam Pasal 93 BAB X Ketentugn
Peralihan Undang-Undang tersebut.

Alasan lahirnya Undang-Undang Nomor 19 tahtuin 2008
tentang Badan Usaha Milik Negara dikarenakan berbagaigperaturan
perundang-undangan yang ada sebelumnya masih belam/memberi
landasan hukum yang kuat di dalam pengembangan badam,usaha
negara sejalan dengan perkembangan duniagkerporasi. Selanjutnya
di dalam penjelasan umum undang-undang Badan Usaha Milik
Negara tersebut dikatakan Ilahirnya uhdang-tndang tersebut
peran BUMN dan

mempertahankan keberadaapnya“@dalam perkembangan ekonomi

diharapkan  dapat = mengoptimalkan

dunia yang semakin terbuka daAfkompetitif. Terhadap BUMN perlu

9 Lihat pada penjelasan umum

ditumbuhkan budaya korporasi dan profesionalisme ysng antara lain
melalui pembenahan pengurusah dan pengawasannya didasarkan
prinsip-prinsip tata kelola perusahaan“yang baik (good corporate
governance).”

Pengertian Badag Usaha, Milik Negara dalam ketentuan
Undang-Undang Badan Usaha, Milik Negara diatur dalam Pasal 1
ayat 1 yang berbunyik

20\Prinsip-prinsip good corporate governance sebagaimana
dimaksud dalam penjelasan Pasal 5 ayat(3) Undang -Undang nomor
19 tahup,2003 Tentang badan Usaha Milik Negara meliputi:

a “Transparansi, yaitu keterbukaan dalam melaksanakan
proses pengambilan keputusan dan keterbukaan dalam
mengungkapkan informasi material dan relevan mengena i
perusahaan

b. Kemandirian, yaitu keadaan dimana perusahaan dikelola
secara professional tanpa benturan kepentingan dan
pengaruh/tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai
dengan peraturan perundang -undangan dan prinsip-prinsip
korporasi yang sehat.

c. Akuntabilitas, yaitu kejelasan fungsi, pelaksanaan dan
pertanggungjawaban orga sehingga pengelolaan perusahaan
terlaksana secara efektif.

d. Pertanggungjawaban, yaitu kesesuaian di dalam pengelolaan
perusahaan terhadap peraturan perundang -undangan dan
prinsip - prin sip korporasi yang sehat

e. Kewajaran, vyaitu kesesuaian di dalam pengelolaan
perusahaan terhadap peraturan perundang -undangan dan
prinsip -prinsip korporasi yang sehat.
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i BadanhaWaslit Negara yang selanjutnya disebur
BUMN adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian
besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan
secara langsung yang berasal dari kekayaan negara
yang dipisahkan. o

Jadi BUMN merupakan badan usaha negara dimana modal
usahanya baik seluruh maupun sebagian modalnya dimiliki oleh
negara yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan melalui
penyertaan secara langsung.

Pengertian kekayaan negara yang dipisahkan sebagaimana
dimaksud dalam ketentuan Undang-Undang BUMN dalam pasal 1
angka 10 yaitu:

iKekayaan negara yang
negara yang berasal dari Anggaran pendapatan dam
Belanja Negara (APBN) untuk dijadikan penyertaan
modal negara pada persero dan/atau perum /Serta
perseroan terbatas lain ny a o .

Selanjutnya di dalam penjelasan pasal 4 ayat (1) Undafng-Undang

tersebut berbunyi:
AYang di maksud dengan
kekayaan negara dari Anggaran Peridapatan belanja N
egara untuk dijadikan penyertaan_modal negara pada
BUMN untuk selanjutny& pembinaan dan
pengelolaannya tidak lagi “didasarkan pada sistem
Anggaran pendapatan dah Belanja Wegara, namun
pembinaannya dan pengelolagdnnyaydidasarkan pada
prinsip-pr i nsi pdper lsahaan yang

Kekayaan negara yang gdipisahkanymerupakan kekayaan negara

yang bersumber dari Anngaran Rendapatan dan Belanja Negara

di pi sy k an

di pi sahkan

(APBN)** untuk dijadikan penyertaan modal kepada BUMN.
Kekayaan negara yang dipisahkan, ke dalam BUMN melalui
penyertaan modal tersebut tidak lagi ‘dikelola berdasarkan sistem
APBN yang mekanismenya \diatlg, berdasarkan undang-undang,
melainkan berdasarkan prinsip=prinsip perusahaan yang sehat.
Adapun maksud darm\tujuan dari Badan Usaha milik Negara
berdasarkan_ketentuan Pasal 2 ayat(l) undang-Undang badan
Usaha Milik, Negara adalah:
ay.Memberikan sumbangan bagi perkembangan
perekonomian nasional pada umumnya dan
penerimaan negara pada khususnya
a dba |Meergejakkeuktangaa a n
c. Menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa
penyediaan barang dan atau jasa yang bermutu
tinggi dan memadai bagi pemenuhan hajat hidup
orang yang banyak
a dda lMéaWadip%erirﬁ]Itiss geﬁiegann-kegiatan usaha vyang
belum dapat dilaksanakan oleh sektor swasta dan

koperasi

sehat 0.

2l pasal 1 butir 7 Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003
tentang Keuangan N e g aanaPendtlapatab dany i
Belanja Negara, selanjutnya disebut APBN adalah rencana
keuangan tahunan pemerintahan Negara yang disetujui oleh Dewan

Perwakil an Rakyaté
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e. Turut aktif memberikan bimbingan dan bantuan
kepada pengusaha golongan ekonomi Ilemah,
koperasi dan masyarakat.
Dalam Undang-Undang Nomnor 19 Tahun 2003 tentang
Badan Usaha Milik Negara, bentuk Badan Usaha Milik Negara
hanya dibagi ke dalam dua bentuk yaitu Persero dan Perum . Dalam
Pasal 1 ayat (2) dikatakan:

AfPerusahaan Perseroan, yang
Perseroan adalah BUMN yang berbentuk perseroan
terbatas yang modalnya terbagi dalam saham vyang
seluruh atau paling sadikit 51% 9lima puluh satu persen)
sahamnya dimiliki oleh negara Republik Indonesia yang
tujuan utamanya mengejar

Dalam pasal tersebut dikatakan bahwa Persero sebagai
salah satu Badan Usaha Milik Negara, berbentuk Perseroan
Terbatas. Selain definisi BUMN, bentuk BUMN Persero ada yang
disebut dengan Perseroan Terbuka. Persero Terbuka berdasarkan
ketentuan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang BadanpUsaha Milik
Negara adalah:

i...Persero yang y ava g mo d a l
sahamnya memenuhi kriteria tertenfuatausRersero yang
melakukan penawaran umum’sesualN\dengan peraturan
perundang-undangapé di biydang

Selanjutnya dalam keuntunganfPasal)l ayat(4)dijelaskan mengenai

definisi bentuk BUMN Perusahaan@mum (Perum), yakni:

A. .. BUMNQvyampg sel ur uh
dan tidak terbagi“atas saham, yang bertujuan untuk
kemanfaatan umum berdpa penyediaan barang dan/atau

keung u

dan j uml ah

pasar

modal nya

jasa yang bermutu dan sekaligus mengejar keuntungan

berdasarkan_prinsip pengel ol aan

Pengurusan Badan Usaha MilikiNegara baik yang berbentuk
Persero maupun Perum dilakukan,/oleh Direksi. Sedangkan
pengawasan terhadap Petsero“dilakukan oleh Komisaris, sedangkan

pengawasan terhallap. Perumdilakukan oleh Dewan Pengawas.?

sTeolri 8ad@anuHukuiy a di sebut

Subyek hukum adalah pendukung hak dan kewajiban.?
Penduking hak’”dan kewajiban itu disebut orang/manusia/orang
aAaEighr/]ngt%ralijke person. Van Apeldoorn mengatakan, bahwa
pendapat’ manusia/naturalijke person sebagai suatu subjek hukum,
bersandar pada pandangan ajaran hukum kodrat, bahwa pada
dasarnya manusia adalah subjek hukum.**

Disamping manusia selaku subyek hukum, terdapat suatu
subyek hukum lain yang dinamakan dengang badan hukum. Istilah
telah dikenal luas dalam masyarakat

badan hukum secara

khususnya kalanagn masyarakat hukum. Akan tetapi istilah badan
pemegang

22 Republik Indonesia, Undang-Undang Tentang Badan

sakaaMilik Negara, Undang -Undang Nomor 19 Tahun 2003, LN
Nomor 40 tahun 1969, TLN Nomor 2904, disahkan dan
diundangkan pada tanggal 1 Agustus 1969, Lihat ketentuan Pasal 5
Jo Pasal 6.

di @i Abdutkadir duharhmadp éHgkam Perdata Indonesia,
Bandung PT Citra Aditya Bakti, 2000, him. 27.

24 Van Apeldoorn, Pengantar llmu Hukum, Jakarta, PT

Pradnya Paramita, 2001, him. 192.
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hukum dipahami tidak secara seragam, atau berbeda-beda. Dalam
kepustakaan hukum Belanda, istilah badan hukum dikenal dengan
sebutan 0 r e c ht p,edars datam Okepustakaan common law,
seringkali disebut dengan istilah-istilah Legal Entity, Juristic Person,
atau Artificial Person. Sedangkan Legal Entity dalam kamus hukum
ekonomi, karya AF Elly Erawaty dan Jus Badudu diartikan sebagai
badan atau organisasi yang oleh hukum diperlakukan sebagai
subyek hukum, yaitu pemegang hak dan kewajiban.

Menurut Henry Campbell Black,”® yang dikenal dengan

Bl ackds Law Dictionary, bahwa o0l eg «l

who has sufficient existence in legal contemplation that it can
function legally, be sued or sue and make decisions through agents
as in the case of corporations.

Badan hukum merupakan penyandang hak dan kewaljiban
sendiri. Dengan demikian badan hukum memiliki status yang
dipersamakan udengan orang-perorangan sebagai subyek hukum.
Dalam pengertian sebagai penyandang hak dan kewajiban, maka
badan hukum dapat digugat ataupun menggugat di pengadilap:

Untuk mencari dasar hukum dariAdadan, hokum kita perlu
memperhatikan pada beberapa teori-teOrigmengenai badan hukum

tersebut, yaitu:

®» Henry Cambpell Bal ¢k, Bl ackds

Edition, St. Paul Minn, West Publishing Co, 1990.

a. Teroi Fictie von savigny®, badan hukum itu semata-mata

buatan negara saja. jJSebetulnya menurut alam hanya
manusia sajalah sebagai subyek hukum. Badan hukum itu
hanya suatu fictie saja, Yaitu,s€suatu yang sesungguhnya
tidak ada, tetapi‘erang®menciptakan dalam bayangan suatu
pelaku hukbm, (badan,_hukum) yang sebagai subyek hukum
diperhitingkan,amartengan manusia.,

Téeri hakta. kekayaan bertujuan dari Brinz®’, hanya manusia

saja yang dapat menjadi subyek hukum. Tetapi juga dapat

dlibantalt” aglanya dak-ddk aths sliatu kekhyaae, sddangkann c e

tiad@a”manusia pun yang menjadi pendukung hak-hak itu.
Apa yang kita namankan hak-hak dari suatu badan hukum,
sebenarnya adalah hak-hak vyang tidak ada yang
mempunyai dan sebagai penggantinya adalah suatu harta
kekayaan yang terikat oleh suatu tujuan atau kekayaan
suatu tujuan.

Teori Organ dari Otto Von Gierke®, badan hukum itu adalah
suatu realitas sesungguhnya sama seperti sifat kepribadian
alam manusia ada di dalam pergaulan hukum. Tetapi badan

hukum itu mempunyai kehendak atau kemauan sendiri yang

% Friederich Carl Von Savigny,
romi schen rechtso , 1 8kidn Hukanmht dam Al i
Kedudukan Badan Hukum Perseroan, Perkumpulan, Koperasi,
Yayasan, Wakaf, Alumni, Bandung, 1986, him. 9.

LaWhhidhmtd. onary, Sixth

%8 Ibid.
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dibentuk melalui alat-alat perlengkapannya (pengurus,

anggota-anggotanya), dan apa yang mereka putuskan

adalah kehendak atau kemauan dari badan hukum. Teori ini
menggambarkan badan-badan hukum sebagai suatu yang
tidak berbeda dengan manusia.

d. Teori Propiete Cellecyive dari Planiol®®, hak dan kewajiban
badan hukum itu pada hakekatnya adalah hak dan
kewajiban anggota brsama-sama. Disamping hak milik
pribadi, hak milik serta kekayaan itu merupakan harta
kekayaan bersama. Disamping hak milik pribadi, hak milik
serta kekayaan itu merupakan harta kekayaan bersama.
Anggota-anggota tidak hanya dapat memiliki masing-masing
untuk bagian yang tidak dapat dibagi, tetapi juga sebagai
pemilik bersama-sama untuk keseluruhan, sehingga méreka
secara pribadi tidak bersama-sama semuanyad menjadi
pemilik.

Menurut Soediman Kartohadiprojo, badan hukumtu bukan
makhluk hidup sebagaimana halnya manuSia. Badanyhukum
kehilangan daya berpikir, kehendaknya,f@angtidak mempunyai
ocentr aal baewaits taitidal dapat mkelakukan perbuatan-
perbuatan hukum sendiri. la harus” bertindakydengan perantaraan
orang-orang biasa (naturalijkegoersanen)yakan tetapi orang yang

2 |pid., him. 11.

bertindak itu tidak bertindak untuk dirinya, atau untuk dirinya saja,
melainkan untuk dan atas pertapgguhgan gugat badan hukum.*

Berdasarkan teori-teorijdiatas,qtimbul doktrin menyangkut
badan hukum yang dianut sampai‘saat.ihi, bahwa unsur-unsur yang
harus dipenuhi sebagai kriteria untuk menentukan adanya
kedudukan sebagdifsuatu batlan hukum yaitu:*!

1. Adanya harta'kekayaan yang terpisah

245, Mempunyaitujuan tertentu

3. Mempunyai kepentingan sendiri

4

Adanya Organisasi yang teratur.

Adanyayharta Kekayaan Yang Terpisah

Harta ini didapat dari pemasukan para anggota atau dari
sUatu perbuatan pemisahan dari seseorang yang diberi suatu tujuan
tertentu. Harta kekayaan ini sengaja diadakan dan memang
diperlukan sebagai alat untuk mengejar suatu tujuan tertentu dalam
hubungan hukumnya.

Dengan demikian harta kekayaan itu menjadi obyek tuntutan
tersendiri dari pihak-pihak ketiga yang mengadakan hubungan
hukum dengan badan itu. Karena itu badan hukum mempunyai
pertanggungjawaban sendiri. Walaupun harta kekayaan itu berasal
dari pemasukan para anggotanya, harta kekayaan itu terpisah sama
sekali dengan harta kekayaan masing-masing anggotanya.

Perbuatan-perbuatan hukum pribadi para anggota suatu badan

%0 Soedirman Kartohadiprodjo, Op.,Cit.
3L Ali Ridho, Op., Cit., him. 50 -54
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hukum tersebut dengan pihak ketiga tidak mempunyai akibat-akibat

hukum terhadap kekayaan yang terpisah.

Mempunyai Tujuan Tertentu

Tujuan dari badan hukum dapat merupakan tujuan yang
bersifat idiil ataupun tujuan yang bersifat komersil. Tujuan itu adalah
tujuan tersendiri dari badan hukum dan karena itu tujuan tersebut
bukanlah merupakan kepentingan pribadi dari satu atau beberapa

anggota badan hukum saja.

Mempunyai Kepentingan Sendiri

Dalam usaha-usaha untuk mencapai tujuan tertentu diatas,
maka badan hukum memiliki kepentingan sendiri. Badan hékum
mempunyai kepentingan sendiri yaitu dapat menumtut dan
mempertahankan kepentingannya terhadap pihak kétiga “dalam

pergaulan hukumnya.

Adanya Organisasi Yang Teratur

Badan hukum itu adalah suatd “konstruksi hukum. Dalam
pergaulan hukum, badan hukum<ditefima sebagai persoon
disamping manusia. Badan hdkum, merpakan suatu kesatuan
sendiri yang hanya dapat bertindakiflengan’organnya, dibentuk oleh
manusia, merupakan ‘badan/"ang)’mempunyai anggota atau

merupakan badan yang tidak maempunyai anggota.

Sampai dimana organ yang terdiri dari masnusia itu dapat
melakukan perbuatan hukumgatas ,nama badan hukum, dan
bagaimana manusia-manusia \yang berada dalam orga tersebut
dipilih, diganti, maka diatur olef anggaran dasar, peraturan, maupun
keputusan rapat anggota, DeAgan demikian maka badan hukum
mempunyai organisasi yang teratur.

Pada_ umumnya peénciptaan satu organisasi atau institusi
menjadi badan hukum\didasarkan pada 2(dua) sistem, yaitu sistem
tertutdp bdanghukum dan sistem terbuka badan hukum.*” Sistem
tertttup ‘diartikan”bahwa suatu badan hukum lahir karena ditetapkan
olelysuatu peraturan perundang-undangan. Hal ini sejalan dengan
pendapat’Soedjono Disrjosisworo33 yang menyatakan badan hukum
adalah suatu entity yang keberadaannya terjadi karena hukum atau
undang-undang. Sedangkan sistem terbuka diartikan bahwa suatu
badan hukum lahir tidak ditetapkan oleh hukum, akan tetapi dilihat
dari kriteria-kriteria tertentu yang merupakan syarat adanya suatu
badan hukum.*

Dalam ilmu hukum, ada dua jenis badan hukum dipandang

dari segi kewenangan yang dimilikinya, yaitu:

%2 Chatama Rasjid, Badan Hukum Yayasan, Bandung, Citra
Aditya Bakti, 2002, dan Hayati Suroredjo, Media Notariat,
Jakarta, Ikatan Notariat Indonesia, 1990

3 A. Hamid S. Attamimi, Peranan Keputusan Presiden RI
Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Negara , Jakarta,
Pascasarjana Ul , him. 203.

34 Chidir Ali, Badan Hukum, Bandung, Alumni 1991
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a. Badan Hukum Publik (personne morale) yang mempunyai
kewenangan mengeluarkan kebijakan publik, baik yang
mengikat umum atau algemeen bindeend dan yang tidak
mengikat umum. Contoh: Negara, daerah Swatantra Tingkat
| dan II, Kotamadya, Kotapraja, Desa.*®

b. Badan hukum privat (personne juridique) yang tidak
mempunyai kewenangan mengeluarkan kebijakan publik
yang bersifat mengikat masyarakat umum.

Dari segi subyeknya, badan hukum dapat disebut sebagai
badan hukum publik apabila kepentingan yang menyebabkan badan
itu dibentuk didasarkan atas kepentingan umum atau kepentingan
publik, bukan kepentingan yang menyebabkan ia dibentuk
didasarkan atas kepentingan pribadi orang per orang, maka bad

hukum tersebut disebut badan hukum privat atau perdata.

demikian, meskipun dari subyeknya badan hukum itu bersi

ia tetap dapat menjalankan aktifitasdalam lalu lintas h

Sebaliknya, badan hukum perdata juga dapat menyan hak-hak
dan kewajiban-kewajiban yang bersifat publik\dalam lintas
hukum publik.*’

Undang, Jakarta, Yarsif Watampohe, 2005, him. 78.

37 |bid.
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BAB I

SUMBER-SUMBER KEUANGAN NEGARA

1. SUMBER DANA DALAM NEGERI.
A. PAJAK SEBAGAI TULANG PUNGGUNG APBN.

Berbagai Peraturan Perundang-Undangan menunjukkan
berbagai segi positif, namun juga terdapat sejumlah kekhawatiran

akibat sampingan dari ketentuan tersebut. Kekhawatiran dimaksud,

dapat dicapai, maka proses interaksi antara gejala dalam
masyarakat dan kepastian /yang, diciptakan hukum perlu
dipertimbangkan.

Proses interaksi dalam“masyéarakat tidak cukup dengan
mempertahankan pola saja, melainkan diperlukan pula penegakan
nilai-nilai, yang sifataya lebih, memaksa. Dalam kaitan ini, perlu
diperhatikan __pendapat 's@siologi hukum yang mengemukakan
berbagai.sub sistem sasial yang mempengaruhi hukum.

Strategi, pembangunan hukum biasanya diartikan sebagai

sebagaimana diutarakan oleh Remy Pr ud 6 h o mmberugal 9 9 Sysaha yang dilakukan oleh kelompok tertentu, berkaitan dengan

tidak tercapainya efisiensi produksi, terjadinya kolusi, korupsi dan
nepotisme ( Benyamin Hoessein, SH : 1999). Selain itu, hukum di
negara berkembang menurut Nonet dan Selznick, bahwa pada waktu
suatu negara mengalami kemerdekaan, maka hal yang harus dibénahi
adalah penyusunan tatanan kehidupan sosial, ekonomi dan politik
secara baik. Selama aspek tersebut masih perlu ditata,smMaka fukum
pun akan sering berubah, sesuai keinginan penguasa /(Nonet &
Selznick, 1978: 25).

Hukum yang bertujuan menciptakangkeadilan, bagi anggota
masyarakat tidak terlepas dari pengatuh, berQagai aspek yang
mengelilinginya. Masyarakat yang“merupakan obyek yang dituju
hukum untuk menikmati keadilad merupakan salah satu unsur yang
sangat penting yang perlusdipertimibangkan dalam menciptakan
hukum. Salah satu aspek yamAg, meémpengaruhi perkembangan
hukum adalah gejala-gejala‘sesial’yang terjadi dalam masyarakat.

Agar hukum dapat ditegakkan’” secara efektif, dan tujuan hukum

bagaimana jAukum dibentuk, dikonseptualisasikan, diterapkan dan
dilembaagakan dalam suatu proses politik. Strategi pembangunan
hukum responsif mengandung ciri adanya pengaruh yang besar dari
lembaga peradilan, dan partisipasi luas kelompok sosial atau individu

di dalam masyarakat dalam penentuan arah perkembangan hokum.®.

% Menurut Satjipto Rahardjo, sub sistem  budaya, sub
sistem Sosial, Sub sistem Politik dan sub sistem Ekonomi
merupakan suatu struktur yang berbeda pengaruhnya terhadap
perkembangan hukum. Letak struktur tersebut bersifat tidak
dapat diubah, bersifat tetap. Sub sistem Budaya terletak palin g
atas, karena budaya merupakan suatu sistem yang paling kaya
akan ide, gagasan, dan nilai, atau kaya akan informasi. Semakin
ke bawah, maka nilai dan gagasan semakin lemah, namun
sebaliknya semakin ke bawah energinya semakin besar. Sub
sistem y ang dikemukakan di atas, memiliki fungsi masing -masing,
sebagai berikut:
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Hal ini mempunyai arti bahwa peranan pemerintah dan
legislatif relatif berkurang. Adanya tekanan dari partisipasi luas
masyarakat dan kedudukannya yang relatif bebas memungkinkan
lembaga peradilan/proses peradilan menjadi kreatif, khususnya dalam
menghadapi masalah pelik yang timbul. Pada abad ke-12, di Inggris,
pembangunan hukum responsif dimana pada akhirnya hukum adat
mempunyai posisi yang kuat. (Narrington Moore. "The Social Origins of
Divtatorschip and Democracy. Lord and Peasant in the Making of
Modern Word\ld.Boston; Beacon, 1966; hal. 1-30).

Timbulnya keraguan terhadap keberadaan hukum, karena

keadilan yang merupakan salah satu prinsip utama dari hukum, tidak

a. Sub sistem Budaya berfungsi untuk mempertahankan pola,
Fungsi ini menghubungkan sub sistem sosial dengan ,sub
sistem budayanya. Melalui fungsi dari aktifitas tersebut,
maka hubunganhubungan dalam masyarakat 4 menjadi
bermakna.

b. Sub sistem Sosial, adalah menjalankan fungsi, integrasi
Proses interaksi dalam masyarakat tidak cukupydengan
mempertahankan  pola saja, melainkan\diperlukan pula
penegakan nilai, yang sifatnya | ebih memaksa.\Dalam hal ini
terlihat bahwa Hukum berperan™Qpenting dalam fungsi
integrasi.

c. Sub sistem politk sangatsmmempengaruhi perkembangan
hukum apabila hukum yang ada mempberikan peluang yang
besar bagi terciptanya/k€kuasaan;

d. Sub siste m ekonomiy sangat, dominan dalam perkembangan
hukum, sebagaimana dilihat dalam perkembangan perdagangan
interna sional saat ini (prinsip GATT mempengaruhi berbagai
pembentukan peraturan perundang -undangan).

terpenuhi. Prinsip keadilan tidak pernah berubah, keadilan yang
dirumuskan para filsuf secara berbeda-beda, namun tujuannya adalah
agar tercapai keseimbangap dalam penerapannya, yaitu
keseimbangan antara nilai-nilai, se€atasideal dan kenyataan dimana
hukum dioperasikan. (Satjipto“Rahardjo. "llmu Hukum". Citra Aditya
Bakti; 1966; hal.170:173). Afistoteles memberikan pendapat tentang
keadilan bahwa keadildn ‘a@a dimana-mana, dan tidak lahir karena
pemikiranddan bessifattin-different”, tetapi apabila keadilan ditetapkan,
makagakan besakibat adanya tanggung jawab, seperti sanksi dalam
syatu pelanggaranh norma. (Friedman; 1953;29).

Pros€s penegakan hukum pada suatu masa dapat berbeda
karena“perkembangan masyarakatnya. Dalam masa reformasi politik
mengalami perubahan yang berakibat hukum pun perlu dirubah,
karena hukum dibentuk sesuai dengan kemauan politik hukum suatu
negara. Apabila tatanan politik suatu negara mantap akan berakibat
hukum bersifat otonom. (Myrdal: "Penelitian Terhadap Hukum Negara
1971; 219-220). Hukum di negara berkembang

menurut Nonet dan Selznick, bahwa pada waktu suatu negara

Berkembang"

mengalami kemerdekaan, maka hal yang harus dibenahi adalah
penyusunan tatanan kehidupan sosial, ekonomi dan politik secara baik.
Selama aspek tersebut masih perlu ditata, maka hukum pun akan
sering mengalami perubahan, sesuai keinginan penguasa (Nonet
&Selznick,"Law and Society in Trantition, New York, HarperColophon
Books,1978; hal.25).

Di negara-negara maju seperti USA, Jepang, Inggris,

Perancis, Belgia, Jerman dan Belanda, dan berbagai negara maju
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lainnya, pendapatan utama negara diperoleh dari sektor pajak.
Pembangunan nasional negara itu sebagian besar dibiayai oleh
pendapatan pajak dari rakyatnya. Diperkirakan, negara Indonesia pun
nantinya akan demikian, setelah sudah menjadi negara yang mapan.
Artinya negara kita sudah menjadi negara yang maju industri dan
ekonominya, dan rakyatnya pun sudah hidup sejahtera dan sudah
menyadari betapa pentingnya membayar pajak, sebab pajak tersebut

nantinya pun untuk keperluan seluruh masyarakat Indonesia.

Dengan diberlakukannya Peraturan Perundang-undang
Perpajakan di Indonesia, diharapkan seluruh masyarakat sadar bahwa
membayar pajak itu sangat penting, karena pendapatan pajak itu
adalah untuk meneyelenggarakan pembangunan nasional, termastik
melaksanakan pelayanan terhadap mereka vyang mefMmang
membutuhkannya. Masyarakat membutuhkan pelayanan yang baik,
termasuk di dalamnya keinginan untuk memperoleh gfasilitasiyyang
dibutuhkan bagi hidupnya. Kenyataan menunjukkan, Bahwa setiap
penyusunan Anggaran Pembangunan dan Beldnja Negara®(APBN),
masih menekankan penerimaan negara darimsekior, pajak. Pajak
sebagai tulang punggung Anggaran Pendapatantdan Belanja Negara
(APBN).

Sebagaimana diketahui, revisi @empat UU perpajakan,
merupakan keinginan pemesintah Untuk menyesuaikan UU di bidang
perpajakan dengan tuntutan, perk€mbangan global dan nasional yang
berubah begitu cepat. Dalam“Ssebelas tahun berlakunya sistem pajak

yang didasarkan pada prinsip self-assessment (menaksir pajak

sendiri), masih ada sebagian masyarakat yang tidak jujur dalam
menghitung pajaknya dengan me&mahfaatkan celah-celah kelemahan.

Mungkin secara mental belum siap menentukan pajaknya sendiri.

Selain itu, masih banyak®dana yang diparkir di luar negeri yang
lolos dari pajak sertagadanya“kecenderungan memanfaatkan yayasan
untuk menghindari pajak. Pada sisi lain, untuk mencegah praktek yang
merugikarnegaragitu, \pemerintah cenderung kembali melaksanakan
sistepll. pemotengan’ pajak secara final yang ditugaskan kepada
perusahaan seperti pemotongan pajak deposito 15 persen oleh bank.

Halitu dinilaptentunya tidak sejalan dengan sistem self-assessment.

Penagihan Pajak dengan Surat Paksa berdasarkan
Undang-Undang Nomor 19 tahun 1997, merupakan suatu cara
pemerintah untuk meminta pertanggungan jawab rakyat akibat
tunggakan pembayaran pajak. Tunggakan pajak dapat menghambat
pemerintah melaksanakan pembangunan yang bertujuan
kesejahteraan rakyat melalui peningkatan ekonomi. Cara yang
ditempuh pemerintah dalam rangka penagihan pajak tunggakan
melalui Surat Paksa ini merupakan suatu kekuatan hukum yang
memaksa, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 10 UU
N0.19/1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa, L.N- Rl

Tahun 1997 No.42.

Tujuan penagihan pajak dengan kekuatan hukum memaksa

adalah untuk memberikan penekanan yang lebih terhadap
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keseimbangan antara kepentingan masyarakat Wajib Pajak dan
kepentingan negara. Surat Paksa ini menentukan bahwa surat paksa
penagihan pajak mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan
keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap
(Pasal 7 (1). Dalam Pasal 2 ayat (1), disebutkan bahwa Penagihan
pajak dengan surat paksa ini biasanya diikuti dengan penyitaan

atas harta milik wajib pajak.

Penagihan pajak dengan Surat Paksa berkaitan dengan
hak dan kewajiban Wajib Pajak yang dalam Undang-Undang ini
didefinisikan dengan istilah Penanggung Pajak dan Pejabat Pajak,
dan Pejabat yang diberi wewenang untuk menagih pajak dengan
Surat Paksa.** Melihat kewenangan dan mekanisme pemungutah
pajak dengan surat paksa sebagaimana diuraikan diatas,

menimbulkan dis-sinkronisasi dengan berbagai peraturan tetkait.

B. HARMONISASI KETENTUAN PERPAJAKAN.

UU Pajak tahun 1983 lebih menékankan pada self
assessment dan menetapkan sasaran pepVuluhan, ‘pelayanan dan
pemeriksaan. Selain itu, kedudukan wajib¥pajak\yang semula hanya
sebagai objek pajak, ditingkatkan menjadisubyek pajak yang harus

dibina agar melaksanakan kewajibannya."Namun dengan tax reform

% Lima Undang-Undan@’Perpajakan Baru Tahun 1997. PT
Novindo Pustaka Mandiri. Jakarta: 1997, hal. 131, dan hal. 156.

tahun 1994, hak dan kedudukan wajib pajak justru diperlemah.
Selain itu, terdapat kebijaksandan“yang memungkinkan dibentuk
Badan Peradilan Penyelesaian, Sengketa Pajak yang tidak bisa
digugat ke Peradilan Tata Usaha Negara’ (PTUN).

Dengan UBRNO0.19/1997, kedudukan hak dan wajib pajak
semakin diperlemah./Misalnya, terdapat asumsi bahwa surat
ketetapanChasillpemetiksaan secara apriori dianggap telah sesuai
dengah UU PRerpajakan, sehingga akibatnya wajib pajak dipaksa
untok melunasi” hutang pajaknya. UU No0.19/1997 cenderung
mengabaikam hak asasi manusia terutama asas praduga tidak
bersalahr Ketidak adilan tersebut semakin bertambah dengan
kemungkinan terjadinya kekeliruan pemeriksa pajak dalam

menerapkan ketentuan tersebut.

Dalam rangka pemungutan pajak, diperlukan tindakan
pemerintah yang  bersifat memaksa dalam menanggulangi
penunggakan pajak, karena pajak merupakan salah satu unsur
penunjang pembangunan, sebagaimana diatur dalam UU No. 19
Tahun 1997. Dalam pelaksanaan kewenangan Pejabat Penagihan
Pajak Dengan Surat Paksa yang mempunyai titel eksekutorial,
dapat melakukan sita tersebut, menimbulkan pertanyaan,
bagaimanakah harmonisasi ketentuan tersebut dengan ketentuan
lain yang terkait, seperti : UUD 1945; Ketentuan Hukum Acara
Perdata (HIR); UU.Kejaksaan, BUPLN/PUPN; KUHP; KUHAP;
UU.Pokok-pokok  Kekuasaan Kehakiman (UU  No0.4/2004);
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Penerapan Asas Praduga Tidak Bersalah, Hak asasi Manusia
(HAM), dlI.

C. PENAGIHAN PAJAK DENGAN SURAT PAKSA.

Salah satu tujuan negara hukum, adalah untuk mewujudkan
kesejahteraan masyarakat, yang dicapai melalui ketertiban untuk
mencapai keadilan.”® Kesejahteraan rakyat dapat tercapai, apabila
ekonomi secara keseluruhan meningkat. Apabila kewajiban untuk
membayar pajak tidak dilaksanakan, maka pemerintah melalui
instansi pajak, akan melaksanakan Penagihan Pajak Dengan Surat
Paksa (UU No0.19/1997), yang merupakan upaya pemerintah untuk
meningkatkan kesejahteraan rakyat dan mendorong rakyat agar
bertanggung jawab dan ikut berperan dalam pembangungn

ekonomi.

Menurut pendapat Hans Kelsen, bahwa sanksif@alamisuatu
UU menggambarkan adanya keharusan anggota masyarakat untuk
tunduk pada kewajiban yang diberikan, yaitu”pembayaran, pajak,
sebagai salah satu partisipasi guna meRunjang \pembangunan.
tentang Penagihan Pajak dengan SuratyPaksa merupakan salah
satu alat pemerintah untuk mensejahterakaniysakyat. Agar tercapai

tujuan UU tersebut, diberikan Safiksi &

O Mocht &% Ku S0 maat madj a,
Nasional 6, Al 'gmnl , Bandung,

1 Hans Kelsen, dalapi Lily Rasyidi Paradigma Hukum
Positif Remaja Rosdakarya Bandung: 1993, hal.83.

1987,

Tujuan UU No0.19/1997 adalah untuk menjaring dana
masyarakat guna terlaksananya\pembangunan yang bertujuan guna
kesejahetraan masyarakat apabila, ketiga unsur yaitu Struktur,
substansi, dan budaya hukum®dapat berjalan dengan baik sesuai
fungsi masing-masing.42 Kultur para Pejabat dan Wajib Pajak
yang kurang, loyal térhadap kewajiban sebagai pejabat dalam
pelaksandan tugasnya,yang berakibat masa bodoh dan kurang
pengetahuan~tentang masalah perpajakan akan merupakan unsur
yang mehaghambat pemasukan negara. Dengan demikian diperlukan
adanya penyuluhan hukum untuk menambah keasadaran tentang
kewajibari anggota masyarakat dalam Dberpartisipasi dalam
pempangunan yang bertujuan untuk kemakmurannya juga. Tindakan
secara kualitatif dalam UU No0.19/1997 merupakan tindakan yang

membatasi kemerdekaan wajib pajak.

Bila disimak secara mendalam berbagai ketentuan dalam

Undang-Undang No.19 tahun 1997 tentang penagihan pajak dengan

42 Gustav Radbruch, sebagai pendukung teori tujuan hukum
dan keadilan, bersama-sama dengan Aristoteles, Bentham,
Apeldorn mengatakan bahwa tujuan hukum yang utama adalah
keadilan yang meliputi keadilan distributif yang didasarkan pada

0 P e npoeatasicatawnja 8, keddilark komulatif yang didasarkan pada jasa,
h kehdilan 7vindikatif, bahwa kejahatan harus setimpal dengan

hukumannya, dan keadilan legalitas yaitu keadilan yang ingin
diciptakan oleh undang-undang.
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surat paksa ini, dapat dikemukakan beberapa ketentuan yang
bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan lainnya,
antara lain sebagai berikut :

a. LEMBAGA PENGURUS PIUTANG NEGARA.

Pajak yang tidak dibayar oleh Wajib Pajak yang merupakan
piutang negara, sebenarnya lembaga yang berwenang mengurus
piutang negara adalah PUPN dan BUPLN sebagaimana ditegaskan
dalam UU No.49 Prp tahun 1960 jo Keppres No0.11/1976 jo Keppres
No0.11/1991 jo ICW (UU Perbankan Negara). Namun penyelesaian
melalui jalur tersebut menurut kenyataan membutuhkan jangka waktu
yang cukup panjang dan tidak efektif. Guna mengatasi masalah
tersebut, pemerintah kembali mengeluarkan UU No0.5/1991 d&n
Keppres N0.55/1991 tentang Kejaksaan dan Susunan Organisasidan
Tata Kerja Kejaksaan. Dalam Pasal 27 UU No.5/1991 dikatakah,
bahwa Kejaksaan dengan kuasa khusus dapat bertind@kydi“dalam
maupun di luar pengadilan untuk kepentingan negarajDan peran
kejaksaan ini disebutkan sebagai peran tambahan. Bila dikaji lebih
mendalam, bahwa peranan Kejaksaan seb@gaigPengacara Negara
sekaligus sebagai penuntut umum, dapat, dildksanakan andaikata
dalam penagihan pajak yang ditangani ternyata /ditemukan unsur
tindak pidana.

b. BERTENTANGAN) DENGANJ”ASAS PRADUGA TIDAK
BERSALAH.

Petugas pajak sebagai pihak yang berwenang mengurus
piutang negara, dalam penagihas pajak dengan surat paksa, diyakini
dapat cepat membawa hasil kendati cenderung mengesampingkan
segi-segi hukum. Kepentingan\penagihan pajak dengan surat paksa
yang mengutamakan pemasukamdevisa bagi negara, semestinya
berpijak pada aturangyuridis."JJUD 1945 menegaskan, bahwa negara
Rl adalah negara yang” befdasarkan atas hukum (rechtsstaat), tidak
berdasarkan atasgkekuasaan belaka (machtsstaat). Dalam Negara
Kesat@lan Republik Indonesia, hokum yang berdasarkan Pancasila dan
UuUD 1945 harus” dijunjung tinggi, karena hukum nasional kita harus
melandasi dan mengarahkan segala perilaku masyarakat maupun

Pemerintah di dalam pembangunan negara, bangsa dan masyarakat.43

Proses hukum memerlukan pembuktian yang fair, benar,
selengkap-lengkapnya, dan bahkan dimata masyarakat salah pun
masih dianggap tidak bersalah sampai dibuktikan oleh keputusan
pengadilan (Azas Praduga Tidak Bersalah yang dijamin oleh
UU.N0.14/1970 yang lazim dikenal dengan Azas Presumption Of
Innocent). Tidak tertutup juga kemungkinan, bahwa demi kepentingan
yang secara objektif dinilai lebih besar, kemungkinan saja ditempuh

asas Oportunitas (Menutup Perkara demi kepentingan Umum) yang

43 Dalam pada itu masih ditegaskan pula oleh pasal 27 ayat 1
UUD 1945, bahwa Hukum yang berdasarkan Pancasila dan UUD
1945 itu harus menjamin kedudukan yang sama di dalam hukum dan
pemerintahan bagi segala warga negara, serta wajib menjunjung
hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.
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sedikit banyak mendesak berlakunya secara penuh asas kebenaran

dan keadilan.

UU Perpajakan, menjunjung tinggi hak warga negara dan
menempatkan kewajiban perpajakan sebagai kewajiban kenegaraan
dan merupakan sarana peran serta rakyat dalam pembiayaan negara
dan pembangunan nasional. Dengan berpegang teguh pada prinsip
kepastian hukum, keadilan dan kesederhanaan, maka arah dan tujuan
penyempurnaan UU Perpajakan ini mengacu pada kebijaksanaan
pokok pemerintah. Dalam kenyataan masih dijumpai adanya
tunggakan pajak sebagai akibat tidak dilunasinya utang pajak
sebagaimana mestinya. Terhadap tunggakan pajak dimaksud perlu
dilaksanakan tindakan penagihan pajak yang mempunyai kekuatgn
hukum yang memaksa. Baik UU N0.17/1997 maupun UU No.19/1997
sama sekali mengabaikan hak asasi manusia, berupa pengalaian atas

asas Praduga tidak bersalah.

cC. PENGERTIAN TITEL EKSEKUTORIAL

UU Penagihan Pajak dengan Suraty,. Paksa mengatur
ketentuan tentang tata cara tindakan pénagihanpajak yang berupa
penagihan seketika dan sekaliguS;gpelaksanaan Surat Paksa,
penyitaan, pencegahan, dan atdu pemnyanderaan, serta pelelangan.
Dalam Undang-undang ini, Surat Paksa diberi kekuatan eksekutorial
dan kedudukan hukum yang samaydengan putusan pengadilan yang
telah mempunyai kekuatan hakum' tetap dan tidak dapat diajukan

banding sehingga Surat Paksa langsung dapat dilaksanakan dan

ditindaklanjuti sampai pelelangan barang. Dalam kaitan tersebut,
Mahkamah Agung berpendapat, Jlahwa ketentuan Pasal 224 HIR tidak
dapat diterapkan langsung, \karena“ypengertian kekuatan titel
eksekutorial harus terlebih “dahulu,,diputuskan oleh pengadilan.
Ketentuan yang mempunyai titéleeksekutorial adalah kebijakan yang
dianggap sepihak, 'Sebagaimapa dituangkan dalam fatwa Mahkamah
Agung Nomor, 213/229/85/M/Um-TU/Pat, tanggal 16 April 1985.
Dengan .demikiahgketeptuan penagihan pajak dengan surat paksa
yangertitel eksekutorial bertentangan dengan pasal 224 HIR maupun

Fatwa Makhamah Agung.

d. PENYITAAN

Dalam BAB IV tentang PENYITAAN, pada Pasal 12 UU No.
19/1997, ditetapkan  Apabila utang pajak tidak dilunasi oleh
Penanggung Pajak dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 11, Pejabat menerbitkan Surat Perintah melaksanakan
Penyitaan. Dalam Pasal 17, antara lain ditegaskan, bahwa :
Penyitaan terhadap deposito berjangka, tabungan, saldo rekening
koran, giro, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu
dilaksanakan dengan pemblokiran terlebih dahulu. Dalam Pasal 25
UU No0.19/1997, antara lain ditetapkan, bahwa : apabila utang pajak

dan atau biaya penagihan pajak tidak dilunasi setelah dilaksanakan
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penyitaan, Pejabat berwenang melaksanakan penjualan secara

lelang terhadap barang yang disita melalui Kantor Lelang. *

Bertitik tolak dari ketentuan sebagaimana diuraikan diatas,
dapat dikemukakan bahwa tata cara pelaksanaan penyitaan, adalah
harus berdasarkan keputusan pengadilan sebagaimana diatur dalam
Pasal 226 dan 227 HIR, antara lain menegaskan, bahwa penyitaan
hanya dapat dilakukan melalui surat permintaan kepada Ketua
Pengadilan Negeri yang selanjutnya akan dikeluarkan keputusan
mengenai penyitaan tersebut (Revindicatoir dan Conservatoir
Beslag). Dengan demikian petugas pajak yang melakukan

penagihan pajak dengan surat paksa sebagaimana diatur dalam UU

4 Dalam kaitan tersebut, dalam Pasal 13 UU No. 19 tahun
1997, antara lain ditetapkan, bahwa Penyitaand, dapat
dilaksanakan terhadap milik Penanggung Pajak yangwmberada di
tempat tinggal, tempat usaha, tempat kedudukan, atauydi tempat
lain, termasuk yang penguasaannya berada digstanganpihak lain
atau yang dibebani dengan hak tanggungan “sebagai ‘J@minan
pelunasan utang tertentu berupa : barang bergerak termasuk
mobil, perhiasan, uang tunai, dan depdsito berangka, tabungan,
saldo rekening koran, giro, atau bentdk lain /nya yang dipersamakan
dengan itu, obligasi, saham, ataussurat*berharga’lainnya, piutang,
dan penyertaaan modal pada”perusahaanplain; dan atau barang
tidak bergerak termasuk tamah, bangunan, dan kapal dengan isi
kotor tertentu. Penyitaanjsebagaimama dimaksu d dilaksanakan
sampai dengan nilai barang yang disita diperkirakan cukup
melunasi utang pajak dan biaya‘penagihan pajak.

N0.19/1997, tidak dibenarkan melakukan penyitaan tanpa seijin

Ketua Pengadilan Negeri.*

e. PENYANDERAAN

Guna kepastian pemungutan pajak, dalam Pasal 33 UU No.
19 Tahun 1997 ditegaskanN\bahwa : Penyanderaan hanya dapat
dilakukan Penangdung “Pdjak yang mempunyai utang pajak
sekurang4kurangaya ‘sebesar Rp.100.000.000,00 (seratus juta
rupiall) dan diragukan itikad baiknya dalam melunasi utang pajak. 4

lembaga” Gijzeling (Penyanderaan), berdasarkan ketentuan
perundang-undangan, lembaga sandera ternyata tidak dihapus dengan
UU dalam arti peraturan sederajat, melainkan hanya dengan surat
edarah Mahkamah Agung yang tingkatnya lebih rendah. Pasal 209

% Mr R. Tresna, Komentar HIR, Pradnya Paramita Pustaka
Tekhnologi dan Informasi, Cet.Ke -14, Jakarta, 1993, Halaman 186 -
195.

6 penyandeaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya
dapat dilaksanakan berdasarkan Surat Perintah Penyanderaan yang
diterbitkan oleh Pejabat setelah mendapat izin tertulis dari
Menteri atau Gubernur Kepala Daerah Tingkat |. Masa
penyanderaan paling lama 6 (enam) bulan dan dapat diperpanjang
untuk selama-lamanya 6 (enam) bulan. Besarnya jumlah utang pajak
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan dalam Pasal 29 dapat
diubah dengan Peraturan Pemerintah. Dalam kaitan ini, Pasal 35 UU
No. 19 Tahun 1997, menetapkan bahwa : Penyanderaan terhadap
Penanggung Pajak tidak mngakibatkan hapusnya utang pajak dan
terhentinya pelaksanaan penagihan pajak.
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HIR menentukan,jika tidak ada atau tidak cukup barang bukti untuk
memastikan pelaksanaan keputusan hakim, maka Ketua Pengadilan
Negeri atas permintaan pihak yang menang dengan lisan atau tulisan,
memberikan surat perintah kepada yang berkuasa menjalankan surat
sita supaya orang yang berhutang digijzeling. *’

Bila putusan hakim tidak dipenuhi, disamping menyita dan
melelang barang milik terutang (Pasal 197 HIR), terutang dapat
disandera dalam Lembaga Pemasyarakatan. Pengaturan Lembaga
Gijzeling tidak terbatas pada HIR tetapi masih diakui oleh Panitia
Urusan Piutang Negara (PUPN) berdasarkan UU.No.49/Prp /1960.
Dengan demikian penyanderaan yang dilakukan oleh fiscus (Petugas
pajak) sebagaimana diatur dalam UU No0.19/1997 adalah bertentangan

dengan ketentuan hukum acara perdata (HIR).*®

47 Mengenai penyanderaan, keberadaan lembagadgijzeling
yang pernah diberlakukan oleh pemerintah kolonial HindiasBelanda di
Indone sia dengan Pasal 209 s\d 224 HIR jo Pasal242 s/ \d 258
RBG tahun 1948. Lembaga ini berfungsi sebagai upaya paksa
mengeksekusi putusan pengadilan yang telah mempunyai K€kuatan
hukum tetap terhadap orang yang tidak ada/ataumtidak’eukup harta
kekayaan guna memenuhi segala kewajiban dengan cara merampas
kemerdekaannya melalui penetapan K€tua Pengadilarn. Namun dengan
SEMA No0.2/1964 jo SEMA New4 71975, Yembaga sandera
(Gijzeling) tidak diaktifkan lagrdalam’ Hukupr Acara Perdata di
Indonesia karena bertentaA@an dgengan Sila I PANCASILA,
kemanusiaan yang adil dan,beradab. Kémudian berdasarkan PERMA
N0.1/2000, lembaga sandera‘ini kembali dihidupkan.

8 Ditinjau dari segi yuridis formil dan pedoman tekhnik
pembentukan peraturan perundang -undangan, menurut salah

seorang pakar perundang-undangan : MR.Inge Van Der Vlies dalam
bukunya: Hand Boek Wetgeving (1987 ) menyebutkan beberapa asas
yang baik dalam pembentukan, petaturanperundang -undangan, yaitu
© Het beginsel van Adeduigeljk. doelstelling  (kejelasan tujuan
pembentukan); Het beginsel varn het jiuste orgaan (penentuan
kewenangan lembagalergan yang berhak membentuk dan menerima
delegasi pembentukan)y” Hebhood zakeljjk heids beginsel (keperluan
mendesakd;, Her_ beginsel van devoerbaarheid  (kemungkinan
pelaksafaangperaturan yang dibentuk); Het beginsel van de
consensus (konsemsus atau kesepakatan antara pemerintah dan
rakyat ) “Het beginsel van de duidelijk terminologie en duideljjk
systematieky(peristilahan dan sistematika yang jelas ) Het beginsel
van deykenbaarjeid (asas dapat diketahui dan dikenali oleh setiap
orangy,” Het rechtgeljjk heids beginse/ (perlakuan yang sama
tesadap hukum); Het beginsel van de individuale rechts bedeling
(perlakuan khusus terhadap keadaan tertentu). Disamping itu juga
dikenal beberapa asas dalam penerapan suatu perundang-undangan,
antara lain . Lex posterior derograt legi priori, (peraturan yang
baru mengalahkan peraturan yang lama ); Lex specialist derograt legi
generali (peraturan yang khusus mengalahkan peraturan yang
umum); Lex superior derog rat legi inferior  (peraturan yang tinggi
mengalahkan peraturan yang lebih rendah). Selain itu, menurut teori
perundang-undangan, jika tidak jelas makna suatu perundang -
undangan, maka dapat ditafsirkan secara: Grammatika/ (menurut
tata bahasa); Sistematika / (hubungan keseluruhan antara pasal
yang satu dengan lainnya); Historikal (melihat perkembangan
terjadinya perundang -undangan, perundingan /wetshistorisch),
perkembangan lembaga hukum vyang diatur (rechishistoriche),
Teleologis (tujuan pembuatan peratura n); ekstensif (perluasan
pengertian hukum); restriktif (mempersempit artifistilah hukum)
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Tindakan penyanderaan adalah bertentangan dengan asas
UUD 1945 yang mengakui dan menghormati terhadap HAM.
Kedaulatan dari rakyat dalam negara hanya dapat terwujud jikalau
semua anggota masyarakat mempunyai hak dan kebebasan yang
tidak dapat dibatasi atau dirampas tanpa persetujuan dari yang

berkepentingan. *°

9 Di dunia Barat, arti penting dari penjaminan hak asasi
manusia dan kebebasan dasar manusia dalam negara sudah mulai
disadari pada abad ke -17 sebagaimana dikemukakan oleh pemikir
kenegaraan John Locke (1632 -1704) dengan teorinya "Declaration
of Independence". Amerika Serikat mempelopori perumusan
konstitusional yang kemudian diikuti oleh Prancis dengan
Declaration des Droits de 'homme du Citoyen (1789)". Dalam
sejarah penyusunan konstitusi (UUD) di dunia Barat dimaksudkan
untuk menentukan batas wewenang penguasa, menjamin hak rakyat)
dan mengatur jalannya pemerintahan. Berdasarkan perkembangan
zaman konstitusi di zaman modern tidak lagi hanya memuat /aturan
hukum, melainkan juga merumuskan atau mepyimpulkam, prinsip -
prinsip hukum, haluan negara, dan patokan kebijaksanaam, yang
kesemuanya mengikat penguasa. Menurut Sitiiverdennings dalam
bukunya : Cabinet Government, ménerangkan prinsip -prinsip
konstitusi, yaitu : "Practices turn into€enventions and precedents
create rules because they are comsistentfwith and are implied in
the principles of the Constitutions,, Of thesepthere are four of
major importence. The BritiSApConstitution is democr  atic; it is
parliamentary; it is morarchicalkgand’it is a Cabinet system".
Disamping itu, menurut Lord“Bryce sebagaimana dikutip oleh C.F.
Strong dalam bukunya "Modern Rolitical Consitutions", merumuskan
konstitusi sebagai berikut : "a frame of political s ociety, organised

f. PERLINDUNGAN HUKUM WAJIB PAJAK

Salah satu tujuan.dari tax reform tahun 1983 dengan
mengintrodusir sistem self-assessmept” antara lain adalah untuk
menghilangkan dominasiaparatus, pajak dalam menetapkan pajak.
Akan tetapi dengamg, tax Treform tahun 1994, maka prosedur
perampungan,digantikah oleh pemeriksaan dengan perbedaan asasi

bahwa pefampungan tidak selalu terjadi kontak dengan wajib pajak.

Menjadi kekhawatiran wajib pajak, adalah bahwa terjadinya
kekeliruan dari aparatur pemeriksa pajak. Kedua undang-undang
tersebuty” tidak mengandung ketentuan yang memberikan
perlindungan terhadap wajib pajak yang menjadi korban dari
kekeliruan pemeriksaan pajak dalam menerapkan UU Perpajakan.
Wajib pajak yang kemudian bandingnya dimenangkan oleh Badan
Penyelesaian Sengketa Pajak, namun harta bendanya telah terlebih

dahulu dilelang.

Ketentuan pasal 40 UU No.19 tahun 1997, menyatakan
bahwa wajib pajak tidak dapat meminta atau tidak berhak menuntut
pengembalian barang yang telah dilelang, akan tetapi Direktur
Jenderal pajak hanya akan mengembalikan kelebihan pembayaran

pajak dalam bentuk uang dari hasil pelelangan harta benda wajib

through and by law, that is to say, one in which law has established
permanent institutions with recognised functions and definite
rights".
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pajak. Ketentuan ini jelas menggambarkan adanya ketidakadilan
yang harus dialami oleh wajib pajak. Wajib pajak yang telah
melaksanakan kewajiban perpajakannya dengan jujur dan benar,
bukan tidak mungkin nasibnya menjadi korban dari ulah pemeriksa

pajak.

Mengkaji dis-harmonisasi kebijakan peraturan perundang-
undangan dibidang perpajakan ini, tugas pemerintah bersama DPR
bukanlah berfikir mengenai teori, melainkan harus berdasarkan
ketentuan perundang-undangan yang berlaku, yang merupakan
suatu stelsel dari aturan yang berkaitan satu sama lain secara
organis, secara piramida (tata urutan peraturan perundang-
undangan) dari norma-norma yang terbentuk secara hirarkhiS.
Penafsiran  berlakunya  suatu  perundang-undangan AMarus
dipertimbangkan berdasarkan nilai-nilai dari suatu aturaa, hukurm,
apakah isi sesuatu peraturan perundang-undangan, neffa materiel
sesuai dengan hukum vyang ideal, hukum yang@hidup dan
berkembang dalam kenyataan di masyarakat (The living law) yang
berada diatas hukum positif atau dengan snilaimyang“disalurkan dari

kebudayaan.

halnya dengan aliran pemikiran realisme (pragmatism legal
realism), bahwa suatu undang-undang ditafsirkan dengan

memperhatikan kebiasaan yang hidupfdan berkembang ditengah

masyarakat (law in action), dengangnengemukakan pemikiran i T h e

l aw is what N\ t*“"™doeso.

Dari kondiSigtersebut,_diatas, dapat dikemukakan, bahwa
aliran positivisme mepgutamakan kepastian hukum. Hukum hanya
dipergunakan sebagaialat bagi penguasa untuk melaksanakan
kekuaSaannyay Sedangkan aliran pemikiran realisme, idealisme dan
pragmatisme, adalah mengutamakan keadilan, yaitu empirisme yang
haras diuji dengan ratio. Kekuasaan, ditinjau dari sifatnya adalah
merupakéan gabungan dari empirisme dengan positivisme, sehingga
hukum itu, datangnya adalah dari kekuasaan yang sifatnya tidak
abadi (sementara). Kekuasaan itu, berbicara mengenai benar dan
salah, sedangkan hukum adalah berbicara mengenai baik dan
buruk.

Menurut Irawan Soeyitno, bahwa membentuk peraturan
perundang-undangan, diperlukan bakat seni tersendiri. Demikian

juga pendapat Reed Dickerson seorang Guru Besar Perundang-

undangan dari Universitas California, mengatakanb a hwa fiLegi sl at
Dalam aliran positivisme, penafsirkan suatu undang-undang drafting is bot tal gangssamagugacdikemakanarar t 0 .
menjadi terkekang dalammgsuatll positivisme hukum analitis oleh P.M. Bakhsi Guru Besar Perundang-Undangan dari India,
(Analytisch Reschtpositivisme)p dimtana hukum diasingkan dari bahwa i Knowl edge of cdeanemorysand judgeméni, g e n
masyarakat. Hukum itu dilihatysebagai suatu hal yang pasti yang whil e drafti ng (Si Hariningsih,| S.H., M.h.d Prasast o .

ditetapkan dalam sumber hukum (law in the books). Berlainan
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dan Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan Khususnya
Peraturan Daerah, 2003)

Dewasa ini, dalam penyusunan suatu peraturan perundang-
undangan, belum ditemukan suatu standar/pola baku, sehingga
masing-masing lembaga, institusi baik pemerintah, DPR maupun
organisasi masyarakat mempunyai pandangan, penafsiran, serta
pola yang berbeda-beda dalam penyusunan peraturan perundang-
undangan. Dengan terbentuknya standardisasi kegiatan penyusunan
peraturan perundang-undangan ini, antara lain diharapkan akan
dapat : Menatapkan suatu pola/standar yang dapat dijadikan sebagai
acuan dalam penyusunan suatu peraturan perundang-undangan;
Memberikan pemahaman kepada pemerintah, Dewan Perwakilgn
Rakyat, dan masyarakat mengenai urgensi prinsip-prinsip dasar
yang harus dipenuhi dalam penyusunan suatu naskah ékademis
peraturan perundang-undangan; Mempermudah perumisanyasas
dan tujuan serta pasal yang akan diatur dalam suatujRancangan
Undang-undang kemudian.

Berdasarkan uraian tersebut di atasmgdapat, dikemukakan
beberapa kesimpulan, Bahwa Ketentuan“Renagihan Pajak Dengan
Surat Paksa, adalah bertentangan “dengangketentuan peraturan
perundang-undangan di bidangtérkaity antara ldin :

1. Reformasi perpajakam, yang menberlakukan sistem self-
assessment yarigybestgjuan juntuk meminimalkan kontak
langsung antara wajib Jpajak dengan aparatur pajak,

tampaknya telah kembali kepada sistem yang berlaku sebelum

tahun 1984, karena asas-asas dari sistem tersebut telah
dipereteli, diganti menjadi”prosedur pemeriksaan.

Dengan diterbitkannya WU No.1#/(1997 dan UU No0.19/1997,
maka wajib pajak ditempatkanspada posisi yang tidak bisa
mendapatkan peHindungan. hukum. Ketidakadilan ini dapat
terjadi karéma_wajib\pajak menjadi korban dari tindakan
pemetiksa pajak yamg dengan sengaja atau tidak telah keliru
menerapkan ketentuan tersebut.

Pengertian titel eksekutorial sebagaimana diatur dalam
penagihan pajak dengan surat paksa, adalah bertentangan
dengan fatwa Mahkamah Agung No.213/229/85/II/Um-TU/Pat,
teinggal 16 April 1985 maupun pasal Pasal 224 HIR.

Bahwa tata cara pelaksanaan penyitaan sebagaimana diatur
dalam penagihan pajak dengan surat paksa, adalah
bertentangan dengan tata cara sebagaimana diatur dalam
HIR yang harus berdasarkan keputusan pengadilan (Pasal
226 dan Pasal 227 HIR, (Revindicatoir dan Conservatoir
Beslag), karena harus seijin Ketua Pengadilan Negeri.
Bahwa tindakan penyanderaan yang dilakukan oleh fiscus
(Petugas pajak) sebagaimana diatur dalam UU No0.19/1997
adalah bertentangan dengan Pasal 209 s\d Pasal 224 HIR jo
Pasal 242 s\d 258 RBG tahun 1948 ketentuan Hukum Acara
Perdata (HIR), PERMA No0.1/2000; Pengakuan dan
penghormatan terhadap hak asasi manusia (HAM) dan

kebebasan dasar manusia.
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Ketentuan UU No.19 Tahun 1997 tentang penagihan pajak
dengan surat paksa hendaknya disinkronisasikan dengan
UUD 1945;
Hukum  Acara Perdata (HIR); KUHAP; KUHP;
UU.Kejaksaan, BUPLN; PERMA No0.1/2000. Aparat Pejabat

Pajak hendaknya lebih giat melakukan penyuluhan kepada

ketentuan hukum dibidang terkait, seperti :

masyarakat tentang kewajiban untuk membayar pajak, demi
kepentingan pembangunan nasional dalam rangka
perwujudan masyarakat adil dan makmur.

Pesatnya peningkatan ilmu pengetahuan dan teknologi,
khususnya dalam perekonomian, maka para aparat penegak
hukum perlu lebih meningkatkan SDM sehingga diharapkan
dapat menegakkan hukum dan dapat mengungkap perbuatdn
yang sepintas lalu bukan merupakan kejaahatan. Disamping
itu peraturan perundang-undangan sebagai dasak hukum
untuk menangkal kejahatan perlu disempurnakan#

Untuk menyesuaikan pemungutan pajak denganysistem self-
assessment, perlu dilakukan demokratisaSipemungutan-pajak,
dalam arti bahwa aparatur pajakegkhususnya dalam
pemeriksaan, memiliki kedudukah'yang Sejajar dan sederajat.
Tegasnya, wajib pajak tidak hanya’ dianggap sebagai objek
pajak, melainkan sebagai sebyek pajak yang terhormat. Perlu
diadakan sanksi teghadap pard aparatur pajak dan
pemeriksa pajakly, yangg surat ketetapan pajak hasil
pemeriksaannya berulangkali dibatalkan oleh Majelis

Pertimbangan Pajak.

2. SUMBER DANA LUAR NEGERI

Bagi negara-negara-yang belumitidak mampu menghimpun
tabungan domestic secukuprnyaQuntuk’ mendorong pertumbuhan
ekonominya biasanya” méneasi, sumber pembiayaan dari negara-
negara lain. Bahkan negara, maju seperti Amerika Serikat (AS) pun
pernah sangat tergantung pada sumber dana dari luar negeri
(bantuan luafnegeri){terutama pada periode 1835-1860. Demikian
pula halnya, mantan megara Uni Sovyet, khususnya dalam tiga
dekade sebelum Perang Dunia |. Dalam hal ini dicoba untuk
menjelaskan peranan tabungan luar negeri dalam pembangunan
dammengungkap beberapa kontroversinya.

Bantuan asing (luar negeri) yang dimaksudkan disini adalah
meliputi bantuan yang bersumber dari pemerintah maupun swasta.
Hampir semua bantuan melalui pemerintah mempunyai syarat-
syarat yang longgar (konsensional) atau lunak; yakni diberikan
sebagai hibah semata-mata (grants) atau sebagai pinjaman dengan
tingkat bunga rendah dan dengan jangka waktu pembayaran yang
lebih lama daripada yang ditawarkan pada pasar modal swasta
internasional. Selain itu, pemerintah juga memberikan penjaman-
pinjaman komersial, termasuk kredit ekspor, investasi modal
(equity), dan pinjaman-pinjaman "keras" dari Bank Dunia dan bank-
bank pembangunan regional.

Aliran-aliran konsesional tersebut secara teknis disebut
bantuan pembangunan resmi atau official development assistance
(ODA), tetapi lazimnya dikenal sebagai bantuan luar negeri.
Bantuan ini dapat dibagi lagi atas bantuan bilateral, diberikan
langsung oleh sebuah Negara kepada negara lainnya, dan bantuan
multilateral, dimana dana-dana mengalir ke sebuah perwakilan
internasional seperti PBB, Bank Dunia, dan bank-bank
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pembangunan regional, yang selanjutnya meminjamkan atau
menyalurkan dana-dana tersebut ke NSB penerima. Akhirnya,
bantuan luar negeri tersebut dapat berbentuk bantuan teknis,
pemberian tenaga-tenaga terampil/ahli; atau bantuan modal,
pemberian dana atau komoditi-komoditi untuk berbagai tujuan.
Sumber dana dari swasta asing terdiri dari empat elemen.
Investasi asing langsung yang dilakukan bukan oleh penduduk dari
suatu negara -biasanya oleh TNC- pada perusahaan-perusahaan
yang berlokasi di negara-negara tuan rumah; investasi langsung ini
menunjukkan bahwa investor asing tersebut ikut mengendalikan
secara penuh atau sebagian dari system manajemen perusahaan.
Ada juga investasi portofolio yaitu pembelian obligasi atau saham-
saham oleh investor asing, tetapi tidak ikut mengendalikan
manajemen. Investasi seperti ini merupakan bentuk investasi asing
yang sangat penting pada abad 19 dan awal abad 20. Namgn
keadaan tersebut tidak berlangsung lama, karena pinjaman
komersial bank kepada pemerintah dan perusahaan-perusahaan di
NSB menggantikan peranan penting investasi portofolio_tersebut.
Bantuan asing yang ada sekarang ini merupékan kelanjutan
dari era sesudah Perang Dunia Il. Bantuan tersebut berawal dari
adanya Rencana Marshall (Marshall Plan), di manha pada waktu itu
AS menyalurkan dananya sebesar $ 17 mjlyar, S€lamayempat tahun -
kira-kira sebesar 1,5 persen dari GNRy AS% untuk membantu
pembangunan kembali Eropa sesudah Pgrang Dunia Il. Ada dua
penyebab keberhasilan tersebut#yakni karena adanya aliran modal
keuangan dari AS dan adanya feneana-rencana yang terkoordinir
dengan baik untuk menggunakan dana tersebut secara produktif
dalam membangun kembalijstok ‘modal fisik yang rusak di Eropa.
Manisfestasi awal dari aliran fundamentalisme modal ini diperkuat
lagi oleh pendapat Harrod-Domar yang menganggap modal serta

produktivitasnya sebagai factor yang kritikal bagi pertumbuhan
ekonomi.

Dua dekade setelah Rerang Bunia Il, dunia ditandai oleh
banyaknya negara yang nierdeka,dari jajahan Eropa, khususnya di
Asia dan Afrika. Terdoreng,olef\pengalamannya dalam membangun
kembali Eropa, AS berusaka untuk menolong bangsa-bangsa yang
baru merdeka tersebut_dengan memberikan bantuan yang sama,
yakni modal dalam hehtuk’bantuan luar negeri, terutama terhadap
negara-negara yang telah siap dengan rencana pembangunannya.
Setelali PD ¢motifimotif di belakang program bantuan AS tersebut
sangat’kempleksyyakni mulai dari untuk kepentingan sendiri maupun
Untuk kepeatingan umum.

Keamanan AS selalu menjadi latar belakang pemikiran dari
Kongres AS, baik dalam Marshall Plan maupun program Point IV, di
mapa Presiden Truman mulai mengalihkan perhatian dan
simberdaya AS ke NSB. Kemakmuran AS maupun sekutu-
sekutunya membutuhkan perdagangan dan investasi yang semakin
meluas, dan ini harus didukung oleh bantuan. Mengapa demikian?
Karena ada semacam keyakinan bahwa pembangunan akan
menjamin  keamanan maupun keinginan ekonomi melalui
pengurangan ketidakstabilan dan pemberian bantuan kepada
bangsa-bangsa yang baru merdeka tersebut. Kebijakan bantuan AS
tersebut juga bertujuan untuk mendorong negara-negara baru
tersebut agar memperbaiki atau menerapkan lembaga-lembaga
politik demokratis dan perekonomian yang didukung perusahaan
swasta seperti di AS. Selain itu disadari pula bahwa inti keprihatinan
kemanusiaan adalah bagaimana
meningkatkan kesejahteraan kaum miskin di dunia.

a. LEMBAGA-LEMBAGA BANTUAN INTERNASIONAL
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1. The Asian Development Bank (ADB)

The Asian Development Bank (ADB) berdiri tahun 1966, dan
bertugas meningkatkan pertumbuhan ekonomi, serta bekerja sama
dengan semua pihak yang berkepentingan di Asia. ADB merupakan
lembaga pengembangan keuangan internasional yang
melaksanakan penyaluran dana, menyokong investasi, dan
memberikan kerja sama teknis (technical assistance) kepada NSB
menjadi anggotanya. ADB merupakan lembaga negara, yang
anggotanya adalah pemerintah-pemerintah dari berbagai negara.
ADB juga merupakan organisasi regional, karena kegiatan-
kegiatannya dititikberatkan di wilayah Asia.

Kebanyakan negara anggotanya berada di Asia, sebagian
besar struktur permodalannya bersumber dari negara-negara Asia,
begitu pula pemilihan pimpinan (president) serta delapan dari dua
belas dewan direksinya. Selain itu, ADB juga beranggotakan negara-
negara non-Asia, yang sangat banyak membantu permodalan/ADB;
serta dalam struktur organisasi diwakili melalui beberapadanggota
dewan direksi dan para stafnya. Kenyataan _inilah%, yang
menyebabkan ADB tidak hanya merupakan sebuah @rganisasi Asiaf
melainkan sebuah institusi dengan wawasan seluruh dunia

Latar Belakang Berdirinya ADB

Pada pertengahan 1960-an, ne€gara-negara di Asia sangat
membutuhkan bantuan ekonomi untkymepibiayai pertumbuhan dan
pembangunannya. Dari berbagaipenjurudunia dating bantuan untuk
negara-negara Asia, baik berupa“dukunganrpolitis maupun bantuan
ekonomi. Semula bantuan ini diharapkan dan datang dari negara-
negara Barat, namun ‘dengany) adanya perkembangan rasa
nasionalisme -terutama setelah/ selesainya Perang Dunia |II-
mendorong rasa kerja sama di‘antara negara-negara Asia, dengan

berusaha memperoleh bantuan politis maupun ekonomi dari
kalangan negara-negara Asia g€ndiri, Kesemuanya ini tercermin
dalam pembentukan berbagail\orgafisasi Asia, seperti Economie
Commission/or Asia and the Far East (ECAFE) yang terdiri dari
negara-negara Asia yanggtelah“wenjadi anggota PBB pada saat itu,
SEATO dan lain-lain. Dalamn suasana seperti inilah, ADB lahir dan
berkembang. Asian,Development Bank didirikan untuk berfungsi dan
mencapai tujuan-tujuan’ sebagai

berikut :

Fungsitdan Tujush ADB

a Menyokong investasi modal pemerintah maupun swasta di
wilayah Asia untuk tujuan-tujuan pembangunan.
b. Memanfaatkan sumber-sumber dana yang tersedia untuk

membiayai pembangunan, dengan memprioritaskan wilayah
dan sub-wilayah Asia, berupa berbagai proyek dan program
regional yang berperan secara efektif terhadap pertumbuhan
ekonomi yang selaras di wilayah tersebut secara
keseluruhan. Dan yang sangat diutamakan adalah
kebutuhan dari negara-negara kecil atau negara-negara
yang sulit berkembang di wilayah Asia.

C. Memenuhi permintaan negara-negara anggota untuk
membantu mereka dalam mengkoordinasikan
kebijaksanaan-kebijaksanaan dan rencana pembangunan
mereka dengan tujuan untuk lebih memanfaatkan
sumberdaya-sumberdaya yang dimiliki, menyehatkan
perekonomian, dan meningkatkan ekspansi perdagangan
luar negeri, terutama di antara negara-negara Asia sendiri.

d. Memberikan bantuan teknis (technical assistance) untuk
menyiapkan, membiayai dan melaksanakan berbagai
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program dan proyek-proyek pembangunan, termasuk
merumuskan usulan bagi proyek-proyek tertentu.

e. Bekerja sama dengan PBB, dan badan-badan organisasi di
bawah PBB terutama ECAFE, dan juga dengan berbagai
lembaga negara dan lembaga internasional lainnya, seperti
berbagai organisasi nasional baik pemerintah maupun
swasta, yang berkepentingan dengan investasi dari
pengembangan dana di suatu wilayah, serta memberikan
berbagai kesempatan untuk melakukan investasi bagi
lembaga-lembaga tersebut.

f. Melaksanakan berbagai kegiatan dan memberikan berbagai
jasa-jasa lainnya sesuai dengan tujuan ADB.

Keanggotaan
Keanggotaan ADB terbuka untuk :

a. Anggota-anggota ECAFE, dan

b. Negara-negara di wilayah Asia dan NSB di luar wilayah Asia
yang telah menjadi anggota PBB atau anggotagdari“badan-
badan PBB.

Pendaftaran anggota mensyaratkan pungutan suara paling
sedikit dua pertiga anggota Dewan Komisaris yang mewakili tidak
kurang dari tiga perempat total suara  yang®diberikan anggota.
ECAFE (the Economic Commission  for@Asia “and the Far East)
merupakan suatu badan khusus PBB, yang“berpusat di Bangkok,
Thailand. Didirikan pada tahup” 1947, “atas inisiatif dari negara-
negara Asia anggota PBB, yang/bertujian untuk memperoleh
pengakuan atas status Asia fyang“baru dalam segala kejadian-
kejadian di dunia. Pusat akitifi tasnya’tidak hanya antikolonialisme,
tapi juga menyokong bantuan-banttan finansial untuk Asia.

Kegiatan-kegiatan ADB
a. Memberikan Fasilitas Pipjaman

Kegiatan penyaluran dana ADB terbagi dalam 2 kategori
utama yaitu :

1. Pemberian, _fasilitaS pinjaman yang biasa
dilaksanakan, dan
2. Pembertian fasilitas khusus.

Sumber danadari KEgiatan pemberian pinjaman yang umum
dilaksanakan, berasal\dari sumber dana pinjaman yang diperoleh
dari pihak luak atau modal sendiri, yang ditujukan untuk menutupi
kebutuhan negard-negara anggota dalam melaksanakan proyek-
preyek tertentu, sesuai dengan jenis mata uang yang diperlukan,

b. Macam-macam Pembiayaan yang Diberikan

Dalam memberikan pinjaman, baik sebagai pemberi
pinjaman satu-satunya maupun bersama-sama dengan pemilik dana
lainnya, dilaksanakan oleh ADB dengan cara-cara berikut ini :

1. Dengan memberikan pinjaman sebagian dalam
mata uang lokal dan sebagian lagi dalam mata uang
asing agar kebutuhan biaya-biaya proyek dalam
mata uang yang bersangkutan bisa dipenuhi, atau

2. Dengan memberikan fasilitas untuk membiayai
pengeluaran- pengeluaran lokal suatu proyek, yang
dapat dilakukan dengan menyediakan mata uang
lokal tanpa harus menjual cadangan emas atau
devisa negara yang bersangkutan.

Dalam suatu masalah khusus yang menurut opini ADB suatu

proyek dapat menyebabkan tekanan pada kondisi Neraca
Pembayaran suatu negara tempat proyek tersebut dilaksanakan;
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ADB dapat memberikan pinjaman dalam bentuk mata uang lainnya.
Dalam kasus demikian ini, jumlah pembiayaan yang dijamin oleh
ADB untuk tujuan ini tidak boleh melebihi porsi yang wajar dari total
pengeluaran lokal yang boleh dilakukan oleh negara peminjam.

2. Bank Dunia (World Bank)

Pada awal Perang Dunia Il (PD Il) ahli-ahli keuangan dari
gabungan beberapa negara, menganggap bahwa setelah PD Il akan
membawa pengaruh akan adanya kebutuhan atas peraturan-
peraturan mengenai kerja sama internasional untuk memecahkan
masalah dalam hal moneter dan permasalahan-permasalahan
keuangan lainnya. Dengan adanya beberapa pertemuan yang
diselenggarakan oleh gabungan beberapa negara, pada bulan Juli
1944, 44 buah negara mendirikan United Nations Monetary and
Financial Conference di Bretton Woods, New Hampshire, USA. Pada
konferensi ini dicanangkan Anggaran Dasar yaitu deRgan
terbentuknya dua Lembaga Keuangan Internasional:

1. IMF {International Monetary Fund)

2. IBRD (International Bank for ReceRstruction “and
Development) kemudian lebih dikenal dengan World
Bank.

Meskipun peraturan-peraturan yang di€iptakan oleh kedua
lembaga di atas berbeda, tetapi tujuan prinsipnyaadalah sama, yaitu
untuk menyediakan peralatan monéter dan “keuangan yang dapat
memungkinkan negara-negaragbekerjafysama menuju ke arah
kemakmuran dunia, melalui dukupgan terhadap stabilitas nasional
dan memimpin perdamaién di)seluruh, negara. Pada tahun 1945
Anggaran Dasar PBB diedarkan kepada 44 negara untuk disahkan.
Akhirnya Anggaran Dasar tersebat diberlakukan pada tanggal 27
Desember 1945, setelah ditandatangani oleh 28 negara di

Washington D.C. Seluruh negara yang aktif di Bretton Woods,
menjadi anggota dari kedua lembaga itu, kecuali mantan negara Uni
Soviet. Bank Dunia mulai beroperaSig25 Juni 1946. Bank Dunia
didirikan sebagai Lembaga ‘fgvestasi Inteérnasional jenis baru untuk
memberikan atau menjamin ‘kredit-kredit yang ditujukan untuk
proyek-proyek rekonstruksi,dan pertumbuhan yang produktif. Dana
untuk itu berasal darigmodaly\Bank Dunia sendiri, yang terdiri dari
kontribusi pemerintah/hegafa-negara asing dan melalui mobilisasi
modal swasta.

Modall, saham Bank Dunia disusun sedemikian rupa
sehingga, setiap” resiko dalam melaksanakan kegiatannya
dibebankamykepada negara-negara asingnya dengan berdasarkan
kekuatan ekonomi mereka masing-masing. Bank Dunia juga
merupakan organisasi antar pemerintah (intergovermental) yang
mepdasarkan pada Pasar-pasar Modal di dunia untuk sumber
keuangannya. Fasilitas kredit yang diberikan oleh Bank dunia
pertama kali dilaksanakan pada tahun 1947 dan berjumlah US $ 500
juta untuk Program Rekonstruksi di empat negara Eropa. Semula
sumber-sumber yang dimiliki oleh Basnk Dunia ditujukan untuk
membantu proses rekonstruksi bagi negara-negara yang menderita
karena perang. Dengan kemajuan Marshall Plan dari Amerika
Serikat pada tahun 1948 Bank Dunia mengalihkan usaha-usahanya
terutama ditujukan untuk kegiatan pembangunan.

Fungsi Utama Bank Dunia

Tugas prinsip dari Bank Dunia saat ini adalah memberikan
pinjaman untuk proyek proyek produktif demi pertumbuhan ekonomi
di NSB yang menjadi anggotanya. Sebanyak kira-kira US $ 2,4
milyar telah diberikan oleh Bank Dunia untuk proyek-proyek
pembangunan di Eropa, Australia dan New Zealand, selama 23
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tahun terakhir ini (dari data tahun 1970, sebanyak US $ 1,9 milyar
untuk 28 Negara Afrika, US S 4,3 milyar untuk 16 Negara Asia dan
US $ 3,8 milyar untuk 22 Negara-negara Bagian Amerika Serikat
bagian barat). Pinjaman ini digunakan untuk industri pembangkit
tenaga listrik, pembangunan jalan, rel kereta api, pelabuhan-
pelabuhan, pembangunan saluran pipa gas alam, telekomunikasi,
pertanian, industri, pengadaan air, pendidikan, dan dalam hal-hal
tertentu ditujukan untuk program pembangunan yang lebih umum
termasuk impor.
Bank Dunia memiliki dua keanggotaan yaitu :

1. IFC (International Finance Corporation) yang
memulai kegiatannya pada tahun 1956.
2. IDA (International Development Association) yang

memulai kegiatannya pada tahun 1960.

Kedua lembaga ini dan Bank Dunia membentuk kelompok
Bank Dunia (World Bank Group). Keanggotaan Bank .Bunia
merupakan persyaratan keanggotaan IFC (yang kegiatannya
ditujukan untuk sektor swasta di NSB) dan keanggotaam,lDAy(yang
ditujukan untuk sector yang sama dengan kebijaksan@an dan seSuai
dengan Bank Dunia). Namun bantuan yang diberikan hanya
ditujukan untuk negara-negara miskin, dengan Syarat-syarat yang
lebih mudah daripada pinjaman-pinjaman_ yang“biasadiberikan oleh
Bank Dunia. Juga mensponsori Interndtional Centre for Settlement
Investment Development (ICSID)

Keanggotaan Bank Dunia

Dewan Komisaris{ memiliki kKekuasaan mengakui anggota-
anggota baru Bank Duniagdan “Untuk menentukan syarat-syarat
keanggotaan berdasarkan persyaratan-persyaratan berikut ini.
Setiap negara yang setuju memberikan kontribusinya kepada modal

Bank Dunia, dapat menjadi anggota. Sebelum semua ini terlaksana,
negara tersebut harus menjadi anggota IMF (International Monetary
Fund), yang meliputi perjanjianiuntukK“mengamati peraturan praktek
Keuangan Internasional yanhg, beflaku, disertai penjelasan mengenai
pokok-pokok informasigperekonemian demi kelayakan seatu negara
dalam menerima bantuamy, Bila semua itu telah dilakukan, maka
negara tersebut dapat dipegtiimbangkan menjadi anggota Bank
Dunia. Padatahun 1969 Bank Dunia memiliki 112 negara anggota.

Yang4enjaldokan!Operasi Perusahaan Bank Dunia

SeluruhWk€kuasaan Bank Dunia berada di bawah Dewan
Komisaris“yang terdiri dari para komisaris yang mewakili negara
anggeta (masing-masing negara anggota menunjuk satu orang
komisafisnya). Dewan Komisaris bertemu setahun sekali dan dapat
megirimkan suaranya melalui surat atau kawat. Kecuali kekuasaan
tertentu yang ditentukan secara spesifik dalam Anggaran Dasar
seperti keputusan keanggotaan, alokasi pendapatan bersih dan
perubahan-perubahan dalam modal saham; Dewan Komisaris
menyerahkan kekuasaanya kepada Dewan Direksi (Board of
Director) yang melaksanakan tugas-tugas mereka secara penuh
pada markas besar Bank Dunia di Washington D.C. Umumnya para
Direksi mengadakan pertemuan seminggu sekali, 5 dari anggota
Direksi ditunjuk oleh 5 pemegang saham terbesar, dan lainnya (15
orang Direksi dipilih oleh negara anggota lainnya).

Setiap pemilihan suara yang diberikan oleh Direksi
merupakan jumlah dari suara yang diberikan negara anggota yang
diwakilinya. Pemilihan suara dari setiap Direksi ini kemudian diberi
bobot (weighted). Para Direksi memilih Direktur Utama dari Bank
Dunia berdasarkan keputusan dari para direktur atas beberapa
pertanyaan mengenai kebijaksanaan Bank Dunia dinilai mampu
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untuk melaksanakan usaha dan mengurus organisasi Bank Dunia
menunjuk dan memberhentikan para Pegawai, Office dan Staff.
Hanya Direktur Utama yang dapat mengusulkan fasilitas kredit yang
diberikan. Kebijaksanaan secara luas diputuskan oleh Direktur
Pelaksana berdasarkan batsan-batasan dari Anggaran Dasar.
Kebijaksanaan bank merupakan proses yang mengalami perubahan
secara perlahan-lahan. Anggaran Dasar secara umum memberikan
kelonggaran

kepada bank untuk menjalankan operasinya, sehingga dapat
menyesuaikan kebijaksanaan tersebut terhadap kenyataan di dunia
yang selalu berubah. Biasanya analisis terinci mengenai setiap
perubahan kebijaksanaan, dikemukakan oleh Direktur Utama Bank
Dunia kepada para Direktur Pelaksana untuk dipertimbangkan dan
diputuskan.

Hubungan Antara Bank Dunia dan PBB serta Badan-badanRBB

Perjanjian resmi antara PBB dan Bank Dunia ditandatangani
pada tanggal 15 November 1947. Isinya mengenai kebgbasan,Bank
Dunia untuk melaksanakan kegiatannya karenay salah ‘Satu
anggotanya ada yang bukan anggota PBB, yaitu Republik, Federasi
Jerman. Bank Dunia memelihara hubungan yang sangat baik
dengan PBB. Bank Dunia memiliki kantor di"maskas besar PBB
dengan para staf yang bertugas sebagai‘perantara PBB dan Bank
Dunia misalnya memperhatikan atad“menyGtsun seluruh pertemuan
antara PBB dan Bank Dunia sehtibuhgamydengan kepentingan PBB
terhadap Bank Dunia.

Direktur Utamag dariy Bank , Dunia adalah anggota
Administration Committee “@p/ Coardination yang ketuanya adalah
Sekretaris Jenderal PBB dan‘para anggotanya adalah ketua dari
Badan-badan PBB. Direktur Utama mengirimkan Laporan Tahunan

kepada United Nation Economics and Social Council. Bank Dunia
dengan IMF, United Nations, UNDP, FAO, UNESCO Bank Dunia
berlaku sebagai agen pelaksana uftuk studi kelayakan sebelum
penanaman modal dilaksahakanjeleh UNDP. Direktur Utama Bank
Dunia adalah anggotaddasi.lnterpational Agency Consultative Board
of the UNDP. Para staff darl UNESCO bekerja sama secara
ekstensif dengan (Bapnk Dupia dalam mengidentifikasikan dan
menyiapkan_gproyekproyek”di bidang Pertanian dan Pendidikan.
Bank Dupia membayar FAO dan UNESCO untuk jasa-jasa ini yang
dilaksanakanydi bawah program kerja sama yang disetujui secara
formal.“Bank Dumia sama dengan WHO dan ILO. Para staf WHO
dan ILO ditugaskan ke berbagai negara untuk berbagai misi yang
ada.

Hubtngan Antara Bank Dunia dengan IMF

IMF merupakan badan perwakilan (Sister agency) dari Bank
Dunia, didirikan bersama-sama dengan Bank Dunia. [IMF
menitikberatkan pada masalah moneter dan Bank Dunia
menitikberatkan pada pembangunan perekonomian. Namun tujuan
utama dari IMF adalah meningkatkan Kkerja sama moneter
internasional, mengembangkan ekspansi dan pertumbuhan yang
seimbang dalam perdagangan internasional, meningkatkan stabilitas
kurs, menurunkan restriksi kurs dan memperbaiki
ketidakseimbangan neraca pembayaran, membantu usaha untuk
meningkatkan pertumbuhan ekonomi negara-negara anggotanya
melalui pemberian pinjaman untuk proyek-proyek pembangunan
yang produktif. Kedua lembaga ini mengadakan rapat tahunan
bersama denagn Kantor Pusat yang berdekatan, untuk
memudahkan informasi diantara keduanya. Enam dari duapuluh
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Direktur Pelaksana bank Dunia merupakan Direktur Pelaksana dari
IMF.

Kriteria Dasar Membuat Keputusan dalam Memberikan
Pinjaman

Kecuali dalam hal-hal khusus, pinjaman yang diberikan oleh Bank
Dunia harus ditujukan untuk proyek-proyek tertentu di negara
anggota, atau di wilayah yang diawasi oleh Negara anggota. Proyek
yang dibiayai harus layak, baik teknis maupun ekonomis dan
merupakan salah satu prioritas utama bagi pembangunan ekonomi
sebuah negara. Proyek tersebut harusdikelola secara baik, dari
sebelum pelaksanaan sampai setelah proyek itu selesai. Harus ada
jaminan yang dapat dipercaya bahwa pinjaman akan dilunasi dan
pinjaman tersebut tidak

akan merupakan beban bagi perekonomian negara peminjam. Bafk
Dunia juga harus yakin bahwa negara peminjam yang prospekiif
tidak dapat memperoleh pembiayaan dengan syarat-syafat yang
wajar dari sumber-sumber yang lain.

Negara yang Dapat Meminjam

Bank Dunia dapat meberikan pinjaman kepada Pemerintah
negara-negara anggota atau kepadd < Ofgapisasi-organisasi
Pemerintah/Swasta yang dijamin oleh ‘Pemerintah Negara tempat
proyek yang dibiayai itu berada. PefSyaraidngjaminan ini tercantum
dalam Anggaran Dasar Bank DéniajPinjaman/yang diberikan oleh
Bank Dunia umumnya meliputi Sebagian atau keseluruhan jumlah
biaya-biaya dari proyek yang diusulkan dalam valuta asing, namun
dalam hal-hal tertentu dapatfjugaddlam mata uang lokal negara
yang bersangkutan.

3. DAMPAK BANTUAN LUAR NEGERI TERHADAP
PEMBANGUNAN

Dengan menggunakan perdekatan Harrod-Domar akan
lebih mudah bagi kita untuk menjelaskan peranan bantuan dan
tabungan luar negeri lainaya _dalam pembangunan. Menurut model
ini peranan tabungan [Uar negeri adalah untuk
menumbuhkembangkan_ tabungan domestik sehingga dapat
meningkatkanginvestasi daf”pada akhirnya akan mempercepat laju
pertumbuhan ekenomi. Jika pertambahan bantuan dan tabungan
luar neégeri, Misalnya sebesar 6 persen dari GDP dan semuanya
dip€rgunakan untdk investasi dan dengan COR sama dengan 3,0,
Mmaka tingkat, pertumbuhan akan naik sebesar 2 persen. Pada
pendekatan”two gap model, di mana bantuan dan tabungan luar
negeri merupakan penyumbang terbesar untuk investasi atau untuk
mentperbesar impor (melalui penyediaan devisa yang lebih banyak),
persoalannya sama. Oleh karena devisa merupakan faktor yang
langka, maka peranan bantuan dalam pertumbuhan proporsional
dengan sumbangannya untuk penambahan impor.

Adanya kenyataan bahwa tingkat pertumbuhan pada
negara-negara penerima bantuan yang besar tersebut tidak begitu
tinggi menunjukkan bahwa pendekatan Harrod-Domar kurang tepat.
Negara-negara sedang berkembang kemungkinan mengalami
kekurangan pada beberapa input komplemen yang penting seperti
kecakapan tenaga kerja, kapasitas administrasif, infrastruktur,
institusi ekonomi dan stabilitas politik. Padahal tanpa adanya kondisi
seperti itu tingkat tabungan yang tinggi tidak akan mempunyai
kemampuan mendorong pertumbuhan. Bahkan walaupun rintangan
pertumbuhan tersebut dapat teratasi, beberapa ekonom
berpendapat bahwa tabungan Iluar negeri, khususnya berupa
bantuan tetap tidak akan dapat menyumbang banyak bagi kenaikan
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tabungan atau impor. Lebih dari itu, bagi ekonom yang meragukan
peranan tabungan luar negeri ini mengatakan bahwa tabungan luar
negeri tersebut justru dapat menggantikan -tidak menambah-
tabungan domestik sehingga justru dapat menaikkan konsumsi dan
menurunkan investasi dan ekspor dan menaikkan impor. Keraguan
tersebut ada benarnya juga karena teori ekonomi menyatakan
bahwa bantuan akan menaikkan konsumsi dan investasi.

Keadaan NSB sebelum mendapatkan bantuan, di mana
sudah mampu menghasilkan barang-barang konsumsi dan barang-
barang modal sepanjang kurva production possibilities frontier (PPF)
yaitu PP. Pengaruh perdagangan internasional tidak dimasukkan
dalam analisis ini. Kepuasan masyarakat dinyatakan ditunjukkan
oleh kurva indiferens. Tanpa adanya bantuan, tingkat kesejahteraan
Negara tersebut mencapai maksimum, menyinggung PPF, dengan
tingkat konsums, dan investasi. Apabila negara donor memberikan
bantuan yang digunakan seluruhnya untuk investasi, maka t€rjadi
kenaikan investasi.

Dampak Bantuan terhadap Investasi dan Konsumsi

Apakah bantuan akan lebih banyak, digunakan untuk
peningkatan investasi atau peningkatan konsumsiakan tergantung
pada bentuk kurva PPF, selera/kepuasan/masyarakat dan variabel
lain seperti perdagangan. Apa yang akangterjadi jika suatu negara
mengubah penggunaan bantuan untUkyinvestasi menjadi konsumsi?
Beberapa bentuk tabungan luas” negeriiyseperti bantuan program
atau pinjaman komersial bamk/ (commercial bank loans)
dimaksudkan untuk danafbagi)tujuan: tujuan yang bersifat umum
sehingga penerimanya bebas memilih penggunaannya sesuai
pilihannya.

Khusus bantuan pangan tentu saja ditujukan untuk
meningkatkan atau mempertahankan tingkat konsumsi yang ada
dalam masyarakat bukan untuk tujuanjinvestasi. Namun demikian,
walaupun seandainya semtatabungan lyar negeri diberikan sebagai
bantuan proyek danditujukan, untuk investasi proyek tertentu,
pengalihan penggunaan dapa tersebut masih mungkin dilakukan.

Bantuan proyek bisaymenjadi contoh dalam kasus ini.
Bantuan prayek ini\dapatdigunakan untuk kegiatan investasi di
mana pemerintahpatal investor swasta tetap akan melakukannya
walaypuntidak adalbantuan tersebut. Dalam kasus ini pemanfaatan
symberdaya ters€but bebas digunakan untuk berbagai tujuan,
temmasuk ‘untuk konsumsi. Bila bantuan tersebut digunakan untuk
membiayai © proyek-proyek yang tidak mungkin dilaksanakan,
pemerintah dapat mengalokasikan dana tersebut untuk proyek-
proyek yang lebih diinginkan untuk meningkatkan konsumsi
masyarakat dengan alasan politik maupun ekonomis.

Mungkin penting juga untuk mengetahui bahwa pengaruh
dari tabungan luar negeri ini terhadap harga relatif dapat juga
mempengaruhi pensubstitusian tersebut. Pada umumnya, semakin
banyak modal maka tingkat kembalian modal semakin rendah
(returns on investment) dan semakin besar kecenderungan
konsumsi pada negara-negera penerima bantuan, walaupun hal ini
belum diteliti secara mendalam. Banyaknya devisa cenderung
menurunkan tingkat harga dan menyebabkan semakin besarnya
permintaan impor, sebagaimana diharapkan oleh pihak pemberi
bantuan, namun hal ini juga menyebabkan penurunan insentif untuk
menghasilkan produk ekspor, yang sebenarnya tidak diharapkan.
Dan bantuan pangan mempunyai pengaruh yang sama, menurunkan
harga pangan karena bantuan tersebut memenuhi sebagian
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permintaan di dalam negeri yang berarti akan menurunkan insentif
petani dalam negeri dalam menghasilkan bahan makanan.

Pengaruh yang terjadi ini dapat diatasi dengan kebijakan
countervailing dari pemerintah. Namun demikian, pemerintah tidak
dapat mengambil kebijakan-kebijakan seperti itu dengan berbagai
alasan. Dengan memperhatikan kemungkinan-kemungkinan
pengalihan pemanfaatan bantuan, bantuan tidak akan berbeda jauh
dengan berbagai bentuk tabungan luar negeri lainnya, baik bantuan
resmi maupun bantuan swasta, tetapi dalam dua hal, bantuan
mempunyai dampak yang berbeda terhadap pembangunan.
Misalnya jangka waktu pinjaman yang lebih Ilunak sehingga
meringankan beban pembayaran di masa datang dan dan
meningkatkan aliran bersih (net inflows) dari sumber luar negeri di
masa datang.

Hal ini sering dikenal dengan istilah nilai hibah (grant
equivalent) dari bantuan. Nilai hibah dari pinjaman ini adalah
perbedaan antara jumlah pinjaman dengan nilai sekarahg yang
didiskontokan (discounted present value) dari pembayatan Kembali
pinjaman hutang pokok dan bunga- yang ditunjikkan) sebagai
persentase dari the loans's face value. Tingkat diskonte, tersebut
merupakan suku bunga yang terjadi pasar komersjal. Oleh’karena
itu, elemen hibah dari pinjaman komersjdl“adalahghol sedangkan
elemen hibah dari hibah adalah 100 persen. Pinjaman lunak, seperti
pemberian oleh IDA (Internationaly, Development Association),
mempunyai elemen hibah lebih darif90 persen.”Elemen hibah untuk
program bantuan bilateral dari“negara donor DAC, 90 persen,
kecuali dari Jepang.

Perbedaan kedua ‘amtara Bantuan resmi dan aliran swasta
adalah bahwa pemberi bantuamdan sumber-sumber modal resmi
lainnya sering memanfaatkan” bantuan mereka tersebut untuk

mendukung tujuan kebijaksanaan mereka. Pemberi bantuan
menginginkan kerja sama seeara politik dan militer. Mereka
mengkaitkan dana bantuan tersebut@dengan pembelian barang-
barang dan jasa dari negaraymereka, sebagai upaya untuk
meningkatkan pasarapmeksporhdan mengurangi dampak bantuan
tersebut terhadap neraca pembayaran mereka. Mereka menyalurkan
bantuan-bantuan inifNpada beberapa negara dan lembaga yang
pandangan pelitik dap”ekgAominya dekat dengan negara pemberi
bantuan tersebut.

Negara-negara pemberi bantuan, baik bilateral maupun
mulfilateral, jog& menggunakan bantuan tersebut  untuk
mempengarubhi pemerintah  NSB untuk mengubah kebijakan
pembangunan mereka sesuai dengan keinginan negara pemberi
bantyan tersebut. Misalnya, pemberi bantuan memberikan bantuan
untuk mendukung kebijakan devaluasi dan program-program
liberalisasi. Perubahan sistem perpajakan, perbaikan kebijaksanaan
upah, penyesuaian harga bahan makanan dan harga pertanian
lainnya. Mereka mengubah alokasi bantuan sesuai dengan
pergeseran pemikiran dalam pembangunan, misalnya menuju
pembangunan pedesaan dan meninggalkan pembangunan industri
tahun 1970-an.

Pemberi bantuan juga memberikan bantuan teknik, yang
sebagian besar benar-benar bantuan teknik dalam arti sempit,
namun banyak pula penasehat dari luar negeri ini membantu
menentukan arah kebijakan pemerintah dalam beberapa segi seperti
pengalihan anggaran dan alokasi sumber daya lainnya. Biasanya
pemerintah negara penerima bantuan menerima perubahan-
perubahan yang diinginkan tersebut walaupun mungkin tidak
sepenuhnya sehingga negara-negara pemberi bantuan tetap terus
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memberikan bantunnya walaupun keinginan mereka tidak
sepenuhnya tercapai.

4, MANFAAT INVESTASI ASING

Peraturan perundang-undangan negara tuan rumah
berkenaan dengan investasi asing menunjukkan bahwa NSB cukup
aktif untuk mencari investor asing dan mengharapkan berbagai
manfaat yang nyata daripadanya. Biasanya tujuan yang paling
umum dikemukakan adalah untuk menciptakan lapangan Kkerja,
proses alih teknologi dan ketrampilan yang bermanfaat, dan sumber
tabungan atau devisa.

Perluasan Kesempatan Kerja

Bukti empiris menunjukkan bahwa perluasan kesempatan
kerja yang dihasilkan oleh adanya investasi asing kurang
meyakinkan karena satu dan lain hal. Beberapa pengamat defgan
yakinnya mengatakan bahwa penggeseran terhadap pemdsahaan:
perusahaan lokal oleh perusahaan-perusahaan multinasionalyjustru
mengurangi lapangan kerja setempat. Bukti-bukti yang “adéd
menunjukkan bahwa harapan-harapan negara tujuan (ttan rumah)
akan adanya penciptaan lapangan kerja oleh ‘qvestasi-investasi
TNC ini jarang terpenuhi. Hanya di beberapaiNSBasaja yang proses
penyerapan tenaga kerja pada proyek-proyek\ TNC mencapai 1
persen. Pengecualian-pengecualian‘yang menyolok termasuk Brasil
dan Meksiko, di manaafiliasi-afiliasiyang, dikendalikan luar negeri
menjadi setengah dari sektor indastri, dan)Spanyol sebelum 1970,
ketika bangsa itu secara Sumumy, dinyatakan sebagai NSB.
Pengecualian-pengecualianilain meliputi negara-negara yang relatif
kecil seperti Singapura (manufaktur dan pariwisata), Jamaika
(pariwisata dan bauksit), dan mungkin Kuba sebelum Castro.

Satu alasan mengapa pertumbuhan lapangan kerja tersebut
sangat terbatas adalah karena WSB-sering kali membatasi kegiatan
perusahaan-perusahaan asing [tersebutydi sektor-sektor yang padat
modal saja, seperti niineraly, minyak, dan kimia. Sebuah
pertambangan minyaksenilai $'%500 milyar mungkin mempekerjakan
kurang dari 400 orang, dan sebuah pabrik pencairan gas alam
bernilai $ 1 milyaRmumnyaybekerja dengan pekerja yang lebih
sedikit.

Bagian dati investasi-iavestasi TNC di NSB yang diarahkan kepada
ekstraksi(pengolahan) sumber alam dan pengolahan telah dinaikkan
mefijaditd?2 persen’ untuk periode 1965-1972.

Pada industri-industri ini biaya-biaya investasi per lapangan
kerjagyang diciptakan sangat tinggi. Pada tahun 1976 dibutuhkan
investasi sebesar $ 220.000 untuk menciptakan satu lapangan kerja
padd pertambangan nikel di Indonesia, dan $ 467.000 per pekerja
pada pulp dan kertas di tahun 1980. Tetapi pada sektor tekstil, yang
relatif padat karya, satu lapangan kerja dapat diciptakan dengan
investasi hanya sebesar $ 10.000. Kritik-kritik terhadap TNC ini
antara lain bahwa perusahaan-perusahaan ini bukan saja cenderung
mengadakan investasi di sektor-sektor yang padat modal, tetapi juga
cenderung untuk menggunakan teknologi-teknologi yang lebih padat
modal daripada perusahaan-
perusahaan negara tuan rumah pada industri yang sama. Namun
demikian ada bukti yang bertentangan dengan alasan tersebut. Satu
studi mutakhir menemukan bahwa cabang-cabang perusahaan AS
tampak menggunakan teknologi yang sama dengan perusahaan-
perusahaan lokal, tetapi bekerja dengan cara yang lebih padat-
modal sebab sebagai investor asing mereka mengeluarkan upah
tenaga kerja yang lebih tinggi dari pada perusahaan-perusahaan
local.(Lipsey et.al, 1978).
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Studi ini menemukan bahwa TNC AS dan Swedia berupaya
untuk menggunakan metoda-metoda yang lebih padat karya dari
pada yang dipakai oleh perusahaan-perusahaan sejenis di negara-
negara industri. Pack (1976) mendapatkan bahwa kondisi tersebut
betul berdasarkan hasil studinya pada 42 perusahaan asing dan
lokal di sector industri pengolahan di Kenya. Sementara itu White
(1978) menegaskan bahwa walaupun para TNC bukanlah
"pahlawan-pahlawan" untuk teknologi tepat guna, mereka bukanlah
"penjahat-penjahat" seperti yang dilukiskan oleh banyak kritikus.

Sementara itu TNC yang berasal dari NSB sendiri
cenderung untuk menjadi pencipta lapangan kerja yang efektif,
walaupun volume investasi mereka relatif kecil. Banyak bukti yang
menunjukkan bahwa TNC dari NSB ini melakukan usaha-usaha
yang lebih padat karya dari pada mitranya dari negara maju.
Investasi-investasi mereka lebih banyak dipusatkan pada usaha-
usaha industri yang relatif padat karya seperti tekstil, barang-barang
konsumsi sederhana, misalnya payung, lantera-lantera( minyak
tanah, perabot-perabot, dan beberapa
jenis mesin yang sederhana.

Alih Teknologi

Manfaat pokok kedua yang diharapkan®dasiginvestasi asing
adalah proses alih teknologi, ketrampilan, dam_know how. Oleh
karena banyak riset lapangan dan Kegiatas-kegiatan pembangunan
dilakukan oleh perusahaan-perySahaan<di Amerika Utara, Eropa,
dan Jepang, maka perusahaansperusahaan tersebut sangat
potensial sebagai sumber’yang kayajakan informasi yang bernilai
tentang teknologi, proses<proses,’ metoda pemasaran dan
pendekatan- pendekatan menajefial yang baru. TNC yang kecil,
khususnya yang berasal dari” NSB, menawarkan jenis manfaat

teknologis dalam bentuk lain: kesuksesan dalam mengadaptasi
teknologi kuno dan baru dari nggara-negara maju dengan kondisi-
kondisi NSB, dan inovasi- [novasiGhemat-biaya pada industri
pengolahan berskala kecil/ Jika Yaformasi'ini dapat dicangkokkan ke
negara-negara tuan umah, Maka kenaikan pertumbuhan dan
produktivitas yang dihasilkan akan cukup berarti dalam jangka
panjang.

Kemampuan\sebuah NSB dalam mengkapitalisir berbagai
peluang térsebuigterutama sekali tergantung pada tiga faktor: (1)
kapasitas' negara tuan rumah dalam menyerap informasi baru dan
hal{ iniYditentukan’ oleh ketrampilan sumberdaya manusia yang
dimilikinyai®(2) kemauan TNC untuk mengakomodasi keinginan-
keinginan negara tuan rumah akan alih teknologi; dan (3) kebijakan-
kebijakan negara tuan rumah terhadap alih teknologi serta
pengumpulan dan penyebaran informasi.

Manfaat Perolehan Devisa

Tujuan ketiga dari NSB yang mencari investasi asing adalah
untuk memperoleh tabungan dan mendapatkan cadangan devisa.
Dampak investasi-investasi TNC ini terhadap neraca pembayaran
NSB telah menjadi kontroversi. Sebuah studi, diterbitkan pada tahun
1973 dan meliputi lebih dari 100 TNC, menyimpulkan bahwa pada
akhir 1960-an pengaruh positif neto atas neraca pembayaran TNC
tak dapat diabaikan; kenyataannya setengah dari kasus perusahaan
tersebut dijumpai bahwa perusahaan- perusahaan tersebut lebih
banyak mengekspor devisa -melalui impor dan repatriasi laba
ketimbang yang mereka peroleh. Jika keadaannya demikian,
tampaknya repatriasi laba merupakan salah penyebab kehilangan
devisa.
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Kontroversi tentang dampak inevestasi asing terhadap
neraca pembayaran ini merupakan titik perhatian kita dalam
menginterpretasikan manfaat cadangan devisa yang dapat diperoleh
dari setiap proyek TNC: penekanan harus pada jumlah perolehan
devisa bersih bukan jumlah kotornya, karena perolehan ekspor kotor
tidak mencerminkan nilai perolehan (retained value) negara tuan
rumabh.

5. KEBIJAKAN NSB TERHADAP INVESTASI ASING

Pemerintah NSB biasanya menggunakan berbagai
kebijakan bersifat restriktif dan insentif bagi perusahaan-perusahaan
asing. Kebijakan yang bersifat restriktif adalah: (1) prasyarat kinerja,
(2) hukum "kejenuhan" (saturation), dan (3) pengendalian repatriasi
laba. Sedang kebijakan yang rangsangan adalah insentif pajak.

Restriksi

Prasyarat kinerja biasanya ditetapkan untuk setiap(industs,
Misalnya, bagi TNC yang memasuki industri perakitan otemobil
diharuskan meningkatkan kandungan lokal dari“mobil secara
progresif. Sedangkan mereka yang memasuki ekstraksi mineral
diminta untuk melakukan investasi-investasi\, untuk yihdustri
pengolahannya di masa depan. Prasydrat “*kinegja ini biasnya
ditetapkan untuk mencapai tujuan<tujuan NSB yang telah
dibicarakan dimuka yaitu lapangan“kerja, Alifyteknologi, dan untuk
kegiatan-kegiatan yang berorientdsi‘€kspor, perolehan devisa.

Kebijakan lain yang juga/banyak dipakai (terutama di
Amerika Latin dan Asia {enggara), yang ditujukan untuk
mempercepat proses alihgteknologi’ yang lebih banyak, adalah
desakan NSB terhadap para investor asing agar mencari mitra kerja
lokal dengan membentuk Usaha patungan (joint ventures).

Prasyarat-prasyarat ini biasanya terkandung pada apa yang telah
dikenal sebagai hukum kejefiuhan (saturation laws), yang
mengharuskan TNC agar menjual jumlah tertentu dari modalnya
(bisanya 51 persen) untuk Setiapproyek Kepada pengusaha lokal.

Tujuannya adalah, agar mitra lokal dapat memantau
teknologi yang  mastk, mengambilnya, dan  kemudian
menerapkannya dalam, perekenomiannya. Namun, banyak kerja
sama dengangpola jaint vepture merupakan pengaturan-pengaturan
pro forma), yanggemelibatkan elite-elite lokal yang dekat dengan
penguasa politik yang kurang berminat dengan masalah-masalah
bisnis. “Ban kenyataannya, sering kali TNC yang menjadi bapak
angkat menunjukkan keengganannya untuk melakukan difusi
teknalegi yang diinginkan oleh mitra lokalnya.

Batasan-batasan lain yang biasanya diterapkan oleh NSB
adaléh batas maksimum repatriasi laba kepada perusahaan induk
dan keharusan untuk menginvestasikan kembali sebagian
labanegara tuan rumah. Batas maksimum repatriasi laba ditujukan
untuk mengurangi aliran keluar dari sumber daya di NSB pada masa
yang akan datang. Batasan-batasan seperti ini ditetapkan secara
luas oleh NSB, khususnya di Amerika Latin dan di India. Di Kolumbia
jumlah maksium repatriasi laba oleh perusahaan kepada
perusahaan induknya di luar negeri sebesar sampai 14 persen dari
investasi perusahaan Kolumbia; Brasil membatasi sampai 10 persen
dari modal yang tercatat. Di negara-negara lain, seperti Argentina
dan Ghana, walaupun tidak secara eksplisit menyatakan persentase
batas maksimum repatriasi laba, repatriasi tersebut dibatasi melalui
sistem devisa yang mereka anut.

Insentif Pajak
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Bagi investor-investor asing mampu memenuhi prasyarat-
prasyarat kinerja, kebanyakan NSB memberikan dorongan-dorongan
positif, misalnya tax holidays dan insentif pajak lainnya, hak
monopoli di pasar lokal, dan jaminan bahwa investor-investor itu
boleh melakukan repatriasi laba ke negara asalnya. Hak-hak
monopoli pada pasar lokal bagi investor asing benar-benar
meningkatkan semangat mereka untuk melakukan investasi.
Beberapa negara telah memberikan hak monopili tersebut. Zambia
dan Indonesia, misalnya, memberikan hak monopoli kepada dua
perusahaan manufaktur ban raksasa dunia. Insentif-insentif pajak
sejauh ini merupakan dorongan yang paling banyak diberikan
kepada TNC. Ragam insentif itu banyak sekali, tetapi yang paling
umum adalah tax holidays atas pendapatan. Tingkat pajak atas
pendapatan perusahaan di NSB biasanya berkisar antara 40-50
persen. Untuk menarik investasi asing, pemerintah NSB serifig
memberikan pembebasan pajak pendapatan bagi TNC yangfbart
masuk selama beberapa tahun awal operasinya, umupinya 3%6
tahun.

3. PINJAMAN KOMERSIAL

Belakangan ini sumber dana dari luar negeri yang’sangat
cepat perkembangannya adalah pinjaman-‘Swastamyahg berasal dari
3 sumber yaitu bond lending, pinjaman komersial, dan kredit ekspor.
Bond lending ini merupakan saldhysatd “bentuk dari investasi
portofolio. Bentuk lainnya adalah“pembelian Saham perusahaan-
perusahaan NSB oleh pihak asing. Bentukjkedua dan relatif paling
baru adalah pinjaman komiersial dari\Bank-bank di luar negeri, baik
dari pasar Eurocurrency maupun pihjaman biasa dari Bank-bank di
luar negeri dengan menggunakan dana mereka sendiri. Jumlah

pinjaman seperti itu pada akhir 1984 2,5 milyar dolar AS dan 2 milyar
dolar AS berasal dari pinjaman Edroeurrency.

Kredit Eurocurrency ini biasanya dilakukan suatu sindikat
Bank, bukan oleh sebuah Bank ‘Secara individual. Pinjaman jenis ini
biasanya untuk jangkamwaktu ‘yang jauh lebih pendek ketimbang
bond issues dan dengan ‘tingkat bunga yang sama jika Bank-bank
tersebut meminjamkan, pada‘\yBank lainnya. Biasanya tingkat suku
bunga yang_ditetapkan adalah berdasarkan the London interbank
borrowing@rate [ (LIBOR) yang berfluktuasi dari waktu ke waktu.
Tingkat LIBOR nominal berkisar antara 6,5 persen pada tahun 1977
dan{ 169persen pada tahun 1980. Besarnya premium yang dibayar
oleh peminjam tergantung pada perkiraan risiko pasar. Oleh karena
pinjaman ke NSB biasanya dianggap mengandung risiko yang lebih
tinggi, maka premium tersebut biasanya juga lebih tinggi ketimbang
bagi/peminjam dari negara-negara maju.
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BAB IV
PENYUSUNAN, PELAKSANAAN, DAN
PERTANGGUNGJAWABAN APBN

1. PENGERTIAN-PENGERTIAN.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, atau disingkat
APBN, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara
Indonesia yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat. APBN
berisi daftar sistematis dan terperinci yang memuat rencana
penerimaan dan pengeluaran negara selama satu tahun anggaran (1
Januari - 31 Desember). APBN, Perubahan APBN, dan
Pertanggungjawaban APBN setiap tahun ditetapkan dengan
Undang-Undang. Penyusunan APBN, pemerintah mengajukan
Rancangan APBN dalam bentuk RUU tentang APBN kepada DPR:
Setelah melalui pembahasan, DPR menetapkan Undang-Undang
tentang APBN selambat-lambatnya 2 bulan®™ sebelum tahun
anggaran dilaksanakan.

Cara menyusun RAPBN; RAPBN disusun aleh menteri
keuanagan pada tiap tahun anggran. RAPBN disusun berdasarkan
kebutuhan negara. Setiap penyusunan anggatan peglu diperhatikan
dan dipelajari unsure-unsur beberpa jauhfusaha;usahatersebut dpat
dilaksanakan dalam tahun anggaran,£Yang perlu diperhatikan dalam
penyusunan RAPBN adalah :

) Penerimaan keuanga@fyNegara;
) Kemampuan dkamn /Stmber-sumber atau factor-faktor
produksi yang tersediaydi dalam negeri;

. Keadaan sumber-sumber yang berhubungan dengan tenaga
dan bahan-bahan yang b€érasal dari luar;

. Harus diperhatikan terhadap ‘pelaksanaan anggaran pada
tahun yang dan jugantahun anggaran yang sedang berjalan
karena kemup@kinan,_ada anggaran-anggaran yang tidak
mungkin dilaksanakan;

Apabila rencama anggaran telah selesai dibuat maka usulan
rencana afggaramstersebut disampaikan kepda DPR unutk dipelajari
diolahgdan miingkin perubhan-perubahan dalam prosesnya. Dalam
kebljakan keuandgan Negara, pengeluaran pemerintah menyangkut
Seluruh pengeluaran untuk membiayai program-proram/ kegiatan 1
kegiatan dimana pengeluaaran-pengeluaran itu ditujukan untuk
mengapai kesejahteraan masyarakat. Kegiatan-kegiatan dari segi
pengeluaran ini dilakukan dengan menggunakan sejumlah resources
dan product, baik dalam melaksanakan tugas-tugasnya untuk
kemakmuran masyarakat dengan menggunakan uang. Pengeluaran
dengan menggunakan uang inilah yang dimaksud pengeluaran
negara. Kebijakan-kebijakan negara meliputi:

Kebijakan moneter. Kebijakan moneter adalah tindakan
kebijakan yang berhubungan dengan jumlah uang yang beredar di
masyarakat.

Kebijakan Fiskal. Kebijakan fiskal adalah tindakan
kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah, yang berkaitan dengan
pendapatan dan pengeluaran uang. Kebijakan ini erat hubungannya
dengan kebijakan moneter karena yang satu saling mempengaruhi
yang lain. Kebijakan fiskal ini tercermin dalam anggaran, yang di
Indonesia dinamakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
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(APBN) untuk lingkupan nasional. Sedangkan untuk lingkupan
daerah dinamakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
(APBD).

Dari namanya itu dapat diketahui bahwa anggaran
mempunyai 2 sisi, Yyakni sisi pendapatan (reveues) dan
pengeluaran/belanja (expenditures). Sisi pendapatan berisi macam,
jumlah, dan dari mana diperolehnya dana; sedangkan sisi belanja
berisi macam, jumlah dana ke sektor mana dana harus dikeluarkan.

a. APBD Defisit dan Defisit APBN

Semenjak Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
(APBN) tahun 2000, pemerintah pusat secara resmi tidak lagi
menganut konsep anggaran berimbang yang selama 30 tahun
dipergunakan oleh Pemerintahan Orde Baru. Mulai APBN 2000
tersebut sangat menarik untuk dicermati bahwa Pemerintalh pusat
dapat mengajukan pembiayaan defisit, yang sdmber-stmber,
pembiayaannya dinyatakan secara transparan dalam setiap
pengajuan anggaran (RAPBN). Sistem angdatan semaeam ini
sebenarnya lebih dikenal di dunia intemasionak, dibandingkan

berlaku bagi pengelolaan keuangan di daerah. Pengelola keuangan
di daerah masih ragu-ragw; “apakah pembiayaan defisit
dimungkinkan. Bila dimungkinkan bagaimana hal tersebut dilakukan,
dan apa konsekuensinya.

Pasal 17 ayat 3 dalam UU Keuangan Negara memberikan
suatu petunjuk yanggijelas ‘hahwa pengelolaan keuangan defisit
dimungkinkan,di tingkat peferintahan daerah sejauh ada kejelasan
darimanadSumbersumber pembiayaan defisit tersebut, dan dengan
jumlap” defisitf tertentu. Suatu defisit dalam APBD dimungkinkan
maksimal 3% dar/Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Daerah
bersangkutan, dengan total pinjaman daerah dibatasi maksimal 60%
dari'RDRB-nya.

Memang batasan-batasan yang dinyatakan dalam
penjelasan pasal 17 ayat 3 ini rasanya bukan suatu batasan yang
didasarkan atas teori tertentu, karena defisit sebesar 3% terhadap
suatu output tentu saja sangat tergantung darimana sumber-sumber
pembiayaan defisit tersebut akan diperoleh, dan sudah seberapa
kronisnya kondisi stok hutang daerah bersangkutan. Bagi suatu
daerah yang telah memiliki tumpukan hutang, maka rasanya 3%
itupun sangat terlalu tinggi, apalagi bila kemudian sumber

dengan sistem ©UT ang glaOrdaBarh. Srategnb a n %é%%iayaan defisit tersebut akan diperoleh lagi dari utang. Begitu

APBN Indonesia menjadi mudah umtuk N\,dipahami dan
diperbandingkan dengan berbagaisaegaradain diddunia.

Keunggulan APBN#ini adalah transparansinya, dimana
setiap pembiayaan ARBN /stelahy” memiliki  sumber-sumber
pembiayaan yang jelas. Selama’ ini, apa yang berlaku pada
pengelolaan keuangan di pusat belum jelas apakah juga akan

pula bagi daerah yang relatif tidak memiliki tumpukan utang, dan
memiliki kemampuan pengembalian utang yang cukup besar, maka
batasan 3% tersebut tetap menjadi suatu masalah, karena akan
mengurangi kemampuan ekspansi pembangunan daerabh.

Mengingat bahwa dalam pengaturan negara persoalan
defisit ini menjadi sangat krusial pada tingkat nasional, maka
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menyadari bahwa akumulasi defisit APBD ini dapat memberikan
implikasi secara nasional, khususnya bila defisit tersebut dibiayai
melalui pinjaman daerah, maka diberlakukanlah Peraturan
Pemerintah (PP) Nomor 23 tahun 2002 tentang Pengendalian
Juml ah Kumul ati f Defisit APBN
me n g or e kWi Kedangan Negara, sehingga yang dimaksud
dengan defisit APBD sebesar 3% dari PDRB tetap memperhitungkan
akumulasi defisit APBD pada tingkat nasional yang tidak boleh
melebihi 3% dari Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia.

Mengingat ketentuan-ketentuan tentang Defisit APBD yang
harus memperhatikan, baik UU keuangan negara maupun PP yang
mengaturnya, maka tidak berlebihan bahwa Pemerintah Daerah
harus diberikan suatu pemahaman tentang makna dari defisit APBD
ini secara lebih baik lagi, baik pada tingkat daerah maupun nasional.

b. Pinjaman Daerah

Mungkin yang perlu menjadi perhatian adalali,bukan hanya
besarnya defisit APBD tersebut, tetapi darimana pembiayaan defisit
tersebut diperoleh. Sebagaimana halnya pemerintah pusatjbanyak
sumber-sumber yang dapat diandalkan Da€rahguniuk pembiayaan
defisit APBD-nya: (1) melakukan utang“daerah(pinjaman daerah),
(2) penjualan aset Daerah, (3) mengrbitkamyobligasi daerah, dan
lainnya. UU Keuangan Negara mémang-tidak mengatur secara rinci
tentang berbagai kemungkinan “sumber pembiayaan defisit APBD
tersebut, tetapi paling tidak”"UUjKeuangan Negara telah memberikan
amanat perlunya hal-hal semacamiini diatur oleh UU yang mengatur
tentang keuangan daerah (misalnya UU No0.25/1999). Saat ini, hal
semacam ini baru diatur pada tingkat Peraturan Pemerintah.

Walaupun demikian, cukup menarik bahwa UU Keuangan
Negara Pasal 22 telah membegrikan peluang bagi Daerah untuk
menerima pinjaman, baik dari\ Pemerintah Pusat (ayat 2 dan 3)
maupun dari Pemerintah Daeralylainnya (ayat 4). Lebih jauh lagi,
RasalA P3B RAyat u2n_menkberik@l kesnangkinkni tDaerah untuk
memperoleh pinjaman dan, Luar negeri melalui Pemerintah Pusat.
Pasal-pasal ini teRtigysaja memberikan konsekuensi lebih lanjut
bagaimana implementasinyd.

Mengihgat bahwa setiap bentuk pinjaman daerah, baik dari
pusat ‘maupun yeng berasal dari luar negeri perlu memperoleh
persetujuan,DPR dan DPRD, tentu saja harus diperjelas kriteria apa
sajayang “diperlukan untuk melaksanakan pasal ini. Dengan
keterbatasan keuangan pemerintah pusat, rasanya suatu pinjaman
yang” benar-benar bersumber dari pusat hampir tidak mungkin
terjadi. Oleh karena itu, rasanya implementasi dari Pasal 22 ayat (2)
dan (3) tidak akan banyak terjadi. Satu-satunya yang mungkin terjadi
adalah bila sumber pinjaman daerah tersebut berasal dari Luar
Negeri yang berupa penerusan pinjaman, sesuai dengan bunyi pasal
23 ayat 2 tersebut : © @ Pinjaman dan/atau hibah yang diterima
Pemerintah Pusat dapat diteruspinjamkan kepada Pemerintah
Daerah/Perusahaan Negara/Perusahaan Daerah.

Ada dua implikasi pokok dari Pasal 23 ayat 2 tersebut.
Pertama, mekanisme penerusan pinjaman kelihatannya menjadi
preferensi untuk setiap bentuk pinjaman daerah yang bersumber dari
Luar Negeri. Kedua, diperlukan suatu mekanisme alokasi dari Pusat
untuk menerus-pinjamkan utang luar negeri tersebut kepada Daerah.
Model penerusan pinjaman bukanlah hal yang baru, karena selama
ini pun telah dipakai dalam mengorganisir pinjaman ke Daerah.
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Sementara itu, walaupun tidak secara eksplisit menyinggung tentang
mekanisme penerusan pinjaman ini, Peraturan Pemerintah
No0.107/2000 tentang Pinjaman Daerah juga memberlakukan
mekanisme ini.

Mengingat hal ini bukanlah suatu mekanisme yang baru
dalam pengelolaan pinjaman Daerah, maka ke depan yang perlu
dilakukan oleh Pemerintah adalah memperbaiki mekanisme
penerusan pinjaman ini ke arah yang lebih baik. Salah satu kunci
dari perbaikan mekanisme ini adalah adanya usulan dari bawah
(Pemda) kepada Pemerintah Pusat tentang proyek-proyek di Daerah
yang perlu dibiayai dengan Pinjaman Luar Negeri. Selain itu,
ketentuan yang berlaku pada PP 107/2000 yang lebih menekankan
kepada proyek-proyek yang menghasilkan penerimaan
(©4G7revenue
dipertimbangkan untuk revisi, mengingat banyak juga proyek-proyek
yang tidak bersifat menghasilkan penerimaan, tetapi( sangat
dibutuhkan oleh masyarakat di Daerah.

Mengingat bahwa pinjaman Luar Negeri memiliki resiko
yang tinggi (resiko kurs misalnya), maka perlin dipertimBangkan
kemampuan Daerah dalam pengelolaan reSikemmatazuang asing ini
(Hedging). Mengingat selama ini Daerahtidak memiliki pengalaman
cukup dalam melakukan Hedging, uftuk beberapa’kasus pinjaman
daerah, rasanya pemerintah puSatyperlu unfuk tetap mengelola
kebijakan Hedging tersebut, yangymeana fegZnya dapat dibebankan
kepada Pemerintah Daerah. Wntuk§Daerah yang relatif memiliki
kapasitas fiskal yang memagdai, ada baiknya bila pengelolaan resiko
mata uang asing ini sebagianydiserahkan kepada mereka sendiri.
Hal ini sangat bermanfaat sebagai suatu proses pembelajaran atas

manajemen resiko dari suatu pinjaman. Setelah APBN ditetapkan
dengan Undang-Undang, pelaksanaan APBN dituangkan lebih lanjut
dengan Peraturan Presiden. Berdasarkan perkembangan, di tengah-
tengah berjalannya tahuh\anggaran, JAPBN dapat mengalami
revisi/perubahan. Untukgmelakiukan revisi APBN, Pemerintah harus
mengajukan RUU Perybahan™ APBN untuk mendapatkan
persetujuan DPR.RerbahanhYAPBN dilakukan paling lambat akhir
Maret, setelah,pembalasal dengan Badan anggaran DPR. Dalam
keadaan darurat (misalnya terjadi bencana alam), Pemerintah dapat
melakudkan pehgeluaran yang belum tersedia anggarannya.
Selambatiya 6 bulan setelah tahun anggaran berakhir,
Presiden “imenyampaikan RUU tentang Pertanggungjawaban
Pelaksanaan APBN kepada DPR berupa Laporan keuangan yang
telah\diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan. Struktur Anggaran

gener a4)i nmsanyap r mejlue t t SEudapatan dan Belanja Negara saat ini adalah:

Belanja Negara. Belanja terdiri atas dua jenis:

Belanja Pemerintah Pusat, adalah belanja yang digunakan
untuk membiayai kegiatan pembangunan Pemerintah Pusat, baik
yang dilaksanakan di pusat maupun di daerah (dekonsentrasi dan
tugas pembantuan). Belanja Pemerintah Pusat dapat dikelompokkan
menjadi: Belanja Pegawai, Belanja Barang, Belanja Modal,
Pembiayaan Bunga Utang, Subsidi BBM dan Subsidi Non-BBM,
Belanja Hibah, Belanja Sosial (termasuk Penanggulangan Bencana),
dan Belanja Lainnya.

Belanja Daerah, adalah belanja yang dibagi-bagi ke Pemerintah

Daerah, untuk kemudian masuk dalam pendapatan APBD daerah
yang bersangkutan. Belanja Daerah meliputi:
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e Dana Bagi Hasil;
e Dana Alokasi Umum;

e Dana Alokasi Khusus;

e Dana Otonomi Khusus.

Pembiayaan. Pembiayaan meliputi:

pelaksanaan kegiatan pemerintahan dan pembangunan, mencapai
pertumbuhan
mencapai stabitas perekonomian,
prioritas pembangunan s
otorisasi,
stabilisasi. Semua peneri
yang menjadi kew

pendapatan nasional,
menentukan arah serta
um./APBN mempunyai fungsi
wasan, alokasi, distribusi, dan
an yang menjadi hak dan pengeluaran
dalam suatu tahun anggaran harus

ekonomi, meni tkan

perencana

e Pembiayaan Dalam Negeri, meliputi Pembiayaan dimasukkan_gdalam Surplus penerimaan negara dapat
Perbankan, Privatisasi, Surat Utang Negara, serta digunak embiayai pengeluaran negara tahun anggaran
penyertaan modal negara. berik

e Pembiayaan Luar Negeri, meliputi:

e F i otorisasi, mengandung arti bahwa anggaran negara

e Penarikan Pinjaman Luar Negeri, terdiri atas Pinjaman menjadi dasar untuk melaksanakan pendapatan dan belanja
Program dan Pinjaman Proyek ada tahun vyang bersangkutan, Dengan demikian,

e Pembayaran Cicilan Pokok Utang Luar Negeri, terdiri pembelanjaan atau pendapatan dapat

atas Jatuh Tempo dan Moratorium. w
[ ]

Asumsi APBN. Dalam penyusunan APBN
menggunakan 7 indikator perekonomian makro, yaitu:

Q

e Produk Domestik Bruto (PDB) dalam rupiah
e Pertumbuhan ekonomi tahunan (%)
 Inflasi (%)

e Nilai tukar rupiah per USD

e Suku bunga SBI 3 bulan (%

e Harga minyak indonesi
e Produksi minyak Inde

esia (arel/Rati)

A\

Fungsi APBN. APBN merupakan instrumen untuk mengatur
pengeluaran dan pendapatan negara dalam rangka membiayai

dipertanggungjawabkan kepada rakyat.

Fungsi perencanaan, mengandung arti bahwa anggaran
negara dapat menjadi pedoman bagi negara untuk
merencanakan kegiatan pada tahun tersebut. Bila suatu
pembelanjaan telah direncanakan sebelumnya, maka
negara dapat membuat rencana-rencana untuk medukung
pembelanjaan tersebut. Misalnya, telah direncanakan dan
dianggarkan akan membangun proyek pembangunan jalan
dengan nilai sekian miliar. Maka, pemerintah dapat
mengambil tindakan untuk mempersiapkan proyek tersebut
agar bisa berjalan dengan lancar.

Fungsi pengawasan, berarti anggaran negara harus
menjadi pedoman untuk menilai apakah kegiatan
penyelenggaraan pemerintah negara sesuai dengan

ketentuan yang telah ditetapkan. Dengan demikian akan
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mudah bagi rakyat untuk menilai apakah tindakan
pemerintah menggunakan uang negara untuk keperluan
tertentu itu dibenarkan atau tidak.

e Fungsi alokasi, berarti bahwa anggaran negara harus
diarahkan  untuk  mengurangi  pengangguran  dan
pemborosan sumber daya serta meningkatkan efesiensi dan
efektivitas perekonomian.

e Fungsi distribusi, berarti bahwa kebijakan anggaran
negara harus memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan

e Fungsi stabilisasi, memiliki makna bahwa anggaran
pemerintah  menjadi alat untuk memelihara dan
mengupayakan keseimbangan fundamental perekonomian.

Prinsip penyusunan APBN

Berdasarkan aspek pendapatan, prinsip penyusunan APBN adéitiga,
yaitu:

e Intensifikasi penerimaan anggaran dalam$jumlah “dan
kecepatan penyetoran.

¢ Intensifikasi penagihan dan pemungutan piutang negara.

e Penuntutan ganti rugi atas kerygian“Vanghdiderita oleh
negara dan penuntutan denda,

Sementara berdasarkan aspek¢#pengeltaran, /prinsip penyusunan
APBN adalah:

e Hemat, efesien, danmjsésuai dengan kebutuhan.
e Terarah, terkendali, sesuédl dengan rencana program atau
kegiatan.

e Semaksimal mungkin menggunakan hasil produksi dalam
negeri dengan memperhatikan kemampuan atau potensi
nasional.

Azas penyusunangARBN. APBN disusun dengan berdasarkan
azas-azas:

o Kemandirianyyaituimeningkatkan sumber penerimaan dalam
negeri.

o / Penghematan atau peningkatan efesiensi dan produktivitas.

e “Renajaman prioritas pembangunan

e Menitik beratkan pada azas-azas dan undang-undang
Negara

2, SISTEM PERENCANAAN ANGGARAN

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), yang

dalam pembahasan berbagai literatur sering disebut anggaran negara
atau anggaran sektor publik, dalam perkembangannya telah menjadi
instrumen kebijakan multi-fungsi yang digunakan sebagai alat untuk
mencapai tujuan bernegara. Hal tersebut terutama terlihat dari
komposisi dan besarnya anggaran yang secara langsung
merefleksikan arah dan tujuan pelayanan kepada masyarakat yang
diharapkan.
Anggaran negara sebagai alat perencanaan kegiatan publik yang
dinyatakan dalam satuan mata uang (rupiah) sekaligus dapat
digunakan sebagai alat pengendalian. Agar fungsi perencanaan dan
pengawasan dapat berjalan dengan baik, maka sistem anggaran dan
pencatatan atas penerimaan dan pengeluaran harus dilakukan dengan
cermat dan sistematis.
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Sebagai sebuah sistem, perencanaan anggaran negara telah
mengalami banyak perkembangan. Sistem perencanaan anggaran
negara pada saat ini telah mengalami perkembangan dan perubahan
sesuai dengan dinamika manajemen sektor publik dan tuntutan yang
muncul di masyarakat, yaitu sistem penganggaran dengan pendekatan
New Public Management (NPM).

Anggaran dengan Pendekatan New Public Management (NPM)
Sejak pertengahan tahun 1980-an, telah terjadi perubahan
manajemen sektor publik yang cukup drastis dari sistem manajemen
tradisional yang terkesan kaku, birokratis, dan hierarkis menjadi model
manajemen sektor publik yang fleksibel dan lebih mengakomodasi
pasar. Perubahan tersebut bukan sekedar perubahan kecil dan
sederhana, tetapi perubahan besar yang telah mengubah peran
pemerintah terutama dalam hal hubungan antara pemerintah dan
masyarakat. Paradigma baru yang muncul dalam manajemen .sektor
publik tersebut adalah pendekatan New Public Management (NPM).
Model NPM berfokus pada manajemen sektorgpublik, yang
berorientasi pada kinerja, bukan pada kebijakan'Q, Penggunaan
paradigma baru tersebut menimbulkan beberapa konsekuensi pada
pemerintah, diantaranya adalah tuntutan untuk nmelakukan ‘gfisiensi,
pemangkasan biaya (cost cutting), dan kompetiSintender. Salah satu
model pemerintahan di era NPM adalah “modelNpemerintahan yang
diajukan oleh Osborne dan Gaebler(1992)4yang tertuang dalam
pandangannya yfa nig d ¥k e nal inventing
Governmento. Pepspektif bar u p
Gaebler tersebut adalah: gemetintahan,katalis (fokus pada pemberian
arahan bukan produksi layanah publik), pemerintah milik masyarakat
(lebih memberdayakan masyarakat dari pada melayani), pemerintah
yang kompetitif (mendorong se€mangat kompetisi dalam pemberian

pelayanan publik), pemerintah yang digerakkan oleh misi (mengubah
organisasi yang digerakkan olehsperaturan menjadi digerakkan oleh
misi), pemerintah yang berorientasi“hasil (membiayai hasil bukan
masukan), pemerintah bérerientasi pada pelanggan (memenuhi
kebutuhan pelangganambukan\ birokrasi), pemerintah wirausaha
(mampu menciptakan pendapatan dan tidak sekedar membelanjakan),
pemerintah yang antisipatif (besipaya mencegah daripada mengobati),
pemerintah desentralisasi (dari hierarki menuju partisipasi dan tim
kerja), dan pemerintah berorientasi pada mekanisme pasar
(mengadakaniperubahan dengan mekanisme pasar/sistem insentif dan
bukan mekanismesadministratif/sistem prosedur dan pemaksaan).

Munculnya konsep New Public Management (NPM)
berpengaruh langsung terhadap konsep anggaran negara pada
umumnya. Salah satu pengaruh itu adalah terjadinya perubahan
sistem anggaran dari model anggaran tradisional menjadi anggaran
yang lebih berorientasi pada kinerja. Perubahan Pendekatan Anggaran
Negara. Reformasi sektor publik yang salah satunya ditandai dengan
munculnya era New Public Management telah mendorong upaya di
berbagai negara untuk mengembangkan pendekatan yang lebih
sistematis dalam perencanaan anggaran negara. Seiring dengan
perkembangan tersebut, muncul beberapa teknik penganggaran sektor
publik, antara lain: Teknik Anggaran Kinerja (Performance Budgeting);
Zero Based Budgeting (ZBB); Planning, Programming, and Budgeting

n g a rBystenk (PRBSE praianfldBib lanjut teknik penganggaran tersebut
e me radalah sebhgai beré&kut:u r u t

Osborne dan

) Teknik  Anggaran Kinerja  (Performance  Budgeting)
Pendekatan kinerja disusun untuk mengatasi berbagai
kelemahan yang terdapat dalam anggaran tradisional,
khususnya kelemahan karena tidak adanya tolok ukur yang
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dapat digunakan untuk mengukur kinerja dalam pencapaian
tujuan dan sasaran pelayanan publik. Pendekatan ini sangat
menekankan pada konsep value for money dan pengawasan
atas kinerja output. Pendekatan ini juga mengutamakan
mekanisme penentuan prioritas tujuan serta pendekatan yang
sistematik dan rasional dalam proses pengambilan keputusan.
Untuk mengimplementasikan hal-hal tersebut, anggaran
kinerja dilengkapi dengan teknik analisis antara biaya dan
manfaat. Sistem penganggaran kinerja pada dasarnya
merupakan sistem yang mencakup kegiatan penyusunan
program dan tolok ukur kinerja sebagai instrumen untuk
mencapai tujuan dan sasaran program. Penerapan sistem
anggaran kinerja dalam penyusunan anggaran dimulai dengan
perumusan program dan penyusunan struktur organisasi
pemerintah yang sesuai dengan program tersebut. Kegiatan
tersebut mencakup pula penentuan unit kerja Aang
bertanggung jawab atas pelaksanaan program, sefta
penentuan indikator kinerja yang digunakan sebagai tolok ukur
dalam mencapai tujuan program yang telah ditétapkan.

Zero Based Budgeting ( ZBB ). Konsep Zero BasedyBudgeting
dimaksudkan untuk mengatasi kelemaham yang ada pada
sistem anggaran tradisional. Penydsunanmanggaran dengan
menggunakan konsep ZBB dapat menghilangkan kelemahan
pada konsep incrementalisnt dan linelitem/karena anggaran
diasumsikan mulai dari nel (zeko base). Penyusunan anggaran
yang bersifat incrementaljymendasarkan besarnya realisasi
anggaran tahun ini’untuk menetapkan anggaran tahun depan,
yaitu dengan menyesuaikan” tingkat inflasi atau jumlah
penduduk. ZBB tidak berpatokan pada anggaran tahun lalu
untuk menyusun anggaran tahun ini, namun didasarkan pada

kebutuhan saat ini. Dengan ZBB, seolah-olah proses
anggaran dimulai dari hal-hal yang baru sama sekali. Item
anggaran yang sudah [tidak“relevan dan tidak mendukung
pencapaian tujuarf “\organisasi dapat hilang dari struktur
anggaran, ataumuragkinjuga muncul item baru.

. Planning, _Programming, and Budgeting System (PPBS).
PPBS merupakan teknjk penganggaran yang didasarkan pada
teorizsistem yang berorientasi pada output dan tujuan dengan
pénekanan,utamanya pada alokasi sumber daya berdasarkan
analisis ekonomi. Sistem anggaran PPBS tidak mendasarkan
pada struktur organisasi tradisional yang terdiri dari divisi-divisi,
namun berdasarkan program, yaitu pengelompokan aktivitas
untuk mencapai tujuan tertentu. PPBS adalah salah satu
model penganggaran yang ditujukan untuk membantu
manajemen pemerintah dalam membuat keputusan alokasi
sumber daya secara lebih baik. Hal tersebut disebabkan
sumber daya yang dimiliki pemerintah sangat terbatas
jumlahnya, sedangkan tuntutan masyarakat tidak terbatas
jumlahnya. Dalam keadaan tersebut pemerintah dihadapkan
pada pilihan alternatif keputusan yang memberikan manfaat
paling besar dalam pencapaian tujuan bernegara secara
keseluruhan. PPBS memberikan kerangka untuk membuat
pilihan tersebut.

Pendekatan baru dalam sistem anggaran negara tersebut
menurut Mardiasmo, dalam bukunya Akuntansi Sektor Publik
cenderung memiliki karakteristik sebagai berikut:
komprehensif/lkomparatif, erintegrasi dan lintas departemen, proses
pengambilan keputusan yang rasional, berjangka panjang, spesifikasi
tujuan dan urutan prioritas, analisis total cost and benefit (termasuk
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opportunity cost), berorientasi pada input, output, dan outcome, bukan
sekedar input, adanya pengawasan kinerja.

3. PENYUSUNAN DAN PENETAPAN APBN

Penyusunan dan penetapan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara (APBN) merupakan tahap awal dari suatu siklus
anggaran. Jangka waktu/masa siklus anggaran lebih panjang daripada
jangka waktu/masa tahun anggaran. Tahun anggaran meliputi masa
satu tahun mulai 1 Januari sampai dengan 31 Desember tahun yang
bersangkutan. Sedangkan siklus anggaran lebih dari satu tahun, yaitu
jangka waktu berputarnya anggaran yang dimulai dari saat
penyusunan RAPBN sampai dengan saat Perhitungan Anggaran
Negara (PAN) disahkan menjadi Undang-Undang PAN. Secara garis
besar, tahap-tahap siklus anggaran dapat digambarkan sebagai
berikut: 1. penyusunan RAPBN oleh pemerintah; 2. penyampaian
RAPBN kepada DPR/pengesahannya; 3. pelaksanaan APBN4oleh
pemerintah; 4. pengawasan pelaksanaan APBN oleh 4BPK; 5,
pertanggung jawaban/Perhitungan Anggaran Negarag(PAN); 6.
persetujuan RUU PAN menjadi UU PAN oleh DPR.

Ketentuan mengenai penyusunan dang penetapan APBN
sesuai dengan Undang-Undang tentang Keuangag Negara”adalah
sebagai berikut;

e penegasan tujuan dan fungsi penganggaran pemerintah;

e penegasan peran DPR/DPRD “dan pémerintah dalam proses
penyusunan dan penetapan afiggaran;

e pengintegrasian sistem akuntabilitas kinerja dalampenganggaran;

e penyempurnaan klasifikasi anggaran;

e penyatuan anggaran dan

e penggunaan kerangka “pengeluaran jangka menengah
penyusunan anggaran.

Berkaitan dengan fungsi penganggaran pemerintah,
penganggaran mempunyai tiga tujlan utama yaitu: 1. stabilitas fiskal
makro, 2. alokasi sumber dayalsesudi“prioritas, dan 3. pemanfaatan
anggaran secara efektif “danQefisien.) Untuk mencapai tujuan
penganggaran ini, dilakukan dengan tiga pendekatan baru dalam
penyusunan sistem penganggaran yaitu: 1. penerapan kerangka
pengeluaran jangka,menengahy2. penerapan penganggaran terpadu,
dan 3. penerapan penganggaran berbasis kinerja (ABK).

Penerapan Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah Kerangka
pengeltaranSjangka menengah digunakan untuk mencapai disiplin
fiskél seeara berkelanjutan. Kementerian negara/lembaga mengajukan
Usulan anggaran untuk membiayai program dan kegiatan dalam tahun
anggatan yang direncanakan dan menyampaikan prakiraan maju yang
merupakan implikasi kebutuhan dana untuk pelaksanaan program dan
kegiatan tersebut pada tahun berikutnya. Prakiraan maju yang
diusulkan kementerian negara/lembaga disetujui oleh presiden dalam
keputusan presiden tentang rincian APBN untuk menjadi dasar bagi
penyusunan usulan anggaran kementerian negara/lembaga pada
tahun anggaran berikutnya setelah tahun anggaran yang sedang
disusun.

Penerapan Penganggaran Terpadu. Penyusunan anggaran
terpadu dilakukan dengan mengintegrasikan seluruh proses
perencanaan dan penganggaran di lingkungan kementerian
negara/lembaga untuk menghasilkan dokumen Rencana Kerja dan
Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (RKA-KL) dengan klasifikasi
anggaran belanja menurut organisasi, fungsi, program, kegiatan, dan
jenis belanja.

Penerapan Penganggaran Berbasis Kinerja (ABK) Penerapan
penyusunan anggaran berbasis kinerja menekankan pada
ketersediaan rencana kerja yang benar-benar mencerminkan
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komitmen kementerian negara/lembaga sebagai bagian dari proses
penganggaran. Penyusunan Anggaran Berbasis Kinerja dilakukan
dengan memperhatikan keterkaitan antara pendanaan dengan
keluaran dan hasil yang diharapkan, termasuk efisiensi dalam
pencapaian hasil dan keluaran tersebut. Dalam penyusunan anggaran
berbasis kinerja diperlukan indikator kinerja, standar biaya, dan
evaluasi kinerja dari setiap program dan jenis

kegiatan. Tingkat kegiatan yang direncanakan dan standar biaya yang
ditetapkan pada awal siklus tahunan penyusunan anggaran menjadi
dasar dalam menentukan anggaran untuk tahun anggaran yang
direncanakan dan prakiraan maju bagi program yang bersangkutan.
Standar biaya, baik yang bersifat umum maupun yang bersifat khusus
bagi pemerintah pusat, ditetapkan oleh menteri keuangan setelah
berkoordinasi dengan kementerian negara/lembaga terkait.

Pengaturan mengenai pengukuran kinerja, evaluasi kinefja
kegiatan, dan evaluasi kinerja program adalah sebagai berik@t: a
Dalam rangka penerapan anggaran berbasis kinerja, kementeriag
negara/lembaga melaksanakan pengukuran kinerja. b. Kementerian
negara/lembaga melakukan evaluasi kinerja kegiatafijsatuan kerje
kementerian negara/lembaga setiap tahun berdasarkan, sasaran
dan/atau standar kinerja kegiatan yang telah ditetapkan jSebagai
umpan balik bagi penyusunan RKA-KE(tahungberikutnya. c.
Kementerian negara/lembaga melakukan“evaluasi kinerja program
sekurang-kurangnya sekali dalam 5 (lima) tahun, berdasarkan sasaran
dan/atau standar kinerja yang telafi ditetapkan.

Sejalan dengan upaya ‘untuk meperapkan secara penuh
anggaran berbasis kinerjaddi sektor publik, perlu dilakukan perubahan
klasifikasi anggaran agar sesdai dendan klasifikasi yang digunakan
secara internasional. Perubahan/dalam pengelompokan transaksi
pemerintah tersebut dimaksudkah untuk: a. memudahkan pelaksanaan

anggaran berbasis kinerja; b. memberikan gambaran yang objektif dan
proporsional mengenai kegiatangpemerintah; c. menjaga konsistensi
dengan standar akuntansi sektor “publik; dan d. memudahkan
penyajian dan meningkatkan kredibilitas statistik keuangan pemerintah.
Selama ini, anggaran_bélanja pemerintah dikelompokkan atas
anggaran belanja rutin \dan anggaran belanja pembangunan.
Pengelompokan dalamypanggaran belanja rutin dan anggaran belanja
pembangunangyang semula’bertujuan untuk memberikan penekanan
pada arti€pentingaya \pembangunan, dalam pelaksanaannya telah
menimbulkan® peluang terjadinya duplikasi, penumpukan, dan
peryimpangan “ahggaran. Sementara itu, penuangan rencana
pembangunan, dalam suatu dokumen perencanaan nasional lima
tahunan yang ditetapkan dengan undang-undang dirasakan tidak
realistis) dan semakin tidak sesuai dengan dinamika kebutuhan
penyelenggaraan pemerintahan dalam era globalisasi. Elemen-elemen
tujuan penganggaran ini perlu dikelola dengan baik
agar ketiganya dapat saling mendukung.

4. RENCANA KERJA PEMERINTAH (RKP)
a. Pengertian Rencana Kerja pemerintah.

Rencana Kerja Pemerintah merupakan penjabaran dari
Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nasional, memuat
rancangan kerangka ekonomi makro yang termasuk didalamnya arah
kebijakan fiskal dan moneter, prioritas pembangunan, rencana kerja
dan pendanaannya, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah
maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.
RKP dimaksudkan sebagai upaya pemerintah secara menyeluruh
untuk mewujudkan tujuan bernegara. Untuk itu, RKP tidak hanya
memuat kegiatan-kegiatan dalam kerangka investasi pemerintah dan
pelayanan publik, tetapi juga untuk menjalankan fungsi pemerintah

70



sebagai penentu kebijakan dengan menetapkan kerangka regulasi
guna mendorong partisipasi masyarakat.

b. Penyusunan RKP
Ketentuan mengenai pokok-pokok penyusunan RKP adalah
sebagai berikut:

e Dasar penyusunan RKP adalah Rencana Kerja Kementerian
Negara/Lembaga (Renja-KL) dan Rancangan Rencana Kerja
Pemerintah Daerah (RKPD) provinsi, kabupaten, dan kota
sebagai bahan masukan. Renja-KL disusun dengan
berpedoman pada Rencana  Strategis Kementerian
Negara/Lembaga (Renstra-KL) dan mengacu pada prioritas
pembangunan nasional dan pagu indikatif serta memuat
kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan, baik yang
dilaksanakan langsung oleh pemerintah maupun yang
ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

e Kementerian Perencanaan melaksanakan musyawarah
perencanaan pembangunan untuk menyelataskan®antar
Renja-KL dan antara kegiatan dekonsentrasi dan tugas
pembantuan yang tercantum dalam «Renja-Kk, dengan
Rancangan RKPD.

e Hasil musyawarah perencanaanpembangunan digunakan
untuk memutakhirkan Rancangan“RKP ‘yang akan dibahas
dalam sidang kabinet untuk ‘ditetapKanymenjadi RKP dengan
keputusan presiden paling lambat pertengahan bulan Mei.

e RKP digunakan sebagai bahah pembahasan kebijakan umum
dan prioritas anggéaran di DPR:

e Dalam hal RKP vyafg ditetapkan berbeda dengan hasil
pembahasan dengan DPR, pemerintah menggunakan RKP
hasil pembahasan dengan DPR.

Hal yang perlu diperhatikan~dalam penyusunan RKP antara
lain:

e Program dan kegiatan”dalamyRKP disusun dengan pendekatan
berbasis kinerja, kerangka ‘pengeluaran jangka menengah, dan
penganggaran terpadu:

e Program dalam'RKR terdirijdari kegiatan yang berupa: 1) kerangka
regulasi yang beryjuanruntuk memfasilitasi, mendorong, maupun
mengatur kegiatanypembangunan yang dilaksanakan sendiri oleh
maésyarakat; dan/atau 2) kerangka pelayanan umum dan investasi
pemerintah yang bertujuan untuk menyediakan barang dan jasa
publik yang diperlukan masyarakat.

e Sebagai bahan masukan dalam penyusunan RKP digunakan

C. Standar Pelayanan Minimum.

Standar Pelayanan Minimum disusun oleh kementerian
negara/lembaga yang fungsinya mengatur dan/atau melaksanakan
pelayanan langsung kepada masyarakat, melalui koordinasi dengan
kementerian perencanaan, kementerian keuangan, dan kementerian
negara/lembaga terkait. Sebagai suatu rencana kerja, program dan
kegiatan yang termuat dalam RKP sudah bersifat terukur
(measureable) karena harus sudah memperhitungkan ketersediaan
anggaran. Artinya, sebagai dokumen perencanaan, RKP tidak lagi
memuat daftar panjang usulan kegiatan kementerian negara/lembaga
yang selama ini l ebi h dianggap
tentu dapat dilaksanakan. Inilah karakteristik yang mendasar dalam
RKP. Ciri Penyusunan RKP Hal-hal yang baru dalam penyusunan RKP
adalah proses penyusunannya memiliki tiga ciri baru yaitu:

Pertama, penegasan ¢ a kdwpyann
fi b o t-updn Pr odenn merupgkan langkah-langkah
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penyampaian batasan umum oleh lembaga-lembaga pusat (central
agency) yaitu kementerian keuangan dan kementerian perencanaan
pembangunan nasional kepada kementerian negara/lembaga tentang
penyusunan rencana kerja. Batasan umum ini mencakup prioritas
pembangunan nasional dan pagu indikatif. Di dalam batasan ini,
kementerian negara/lembaga diberi kekuasaan untuk merancang
kegiatan-kegiatan ~ pembangunan demi pencapaian  sasaran
pembangunan nasional yang telah disepakati Rancangan ini
disampaikan kembali kepada central agency untuk selanjutnya
diserasikan secara nasional. Inilah inti proses bottom-up.

Kedua, sebagai tindak lanjut kebijakan desentralisasi maka
kegiatan pemerintah pusat di daerah menjadi salah satu perhatian
utama. Tujuan yang ingin dicapai adalah agar kegiatan pemerintah
pusat di daerah terdistribusi secara adil dan dapat menciptakan sinergi
secara nasional. Untuk mencapai tujuan ini, maka dalam rangka
penyusunan RKP dilaksanakan musyawarah perencanaan baik4antar
kementerian  negara/lembaga maupun antara  kementeriag
negara/lembaga dan pemerintah daerah provinsi.

Ketiga, proses penyusunan RKP adalah“jugal proses
penyatuan persepsi kementerian negara/lembaga tentang, prioritas
pembangunan nasional dan konsekuensi rencapa anggdarannya
sebagai persiapan pembahasan Rencana < Keérjagtan Anggaran
Kementerian Negara/Lembaga di Dewan Perwakilan Rakyat.

5. RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
KEMENTERIAN/LEMBAGA (RKA-KL)
a. Pengertian Ren€ana) Kerja ., Anggaran Kementerian

Negara/Lembaga (RKA-KL)
RKA-KL adalah dokumeniperencanaan dan penganggaran yang
berisi program dan kegiatan suatu kementerian negara/lembaga yang

merupakan penjabaran dari Rencana Kerja Pemerintah dan Rencana
Strategis Kementerian Negara/Lembaga yang bersangkutan dalam
satu tahun anggaran serta [\anggaran yang diperlukan untuk
melaksanakannya. Isi dan stsunamRKA-KL adalah sebagai berikut:

. RKA-KL terdiri dari rencana Kerja kementerian negara/lembaga
dan anggaran¥ang diperlukan untuk melaksanakan rencana
kerja tersebut.

. Di dalam Rencaha Kerja diuraikan visi, misi, tujuan, kebijakan,
programy, hasill yang diharapkan, kegiatan, dan keluaran yang
diharapkan

. Di dalam anggaran yang direncanakan, diuraikan biaya untuk
masing-masing program dan kegiatan untuk tahun anggaran
yang direncanakan yang dirinci menurut jenis belanja, prakiraan
maju untuk tahun berikutnya, serta sumber dan sasaran
pendapatan kementerian negara/lembaga yang bersangkutan.

. RKA-KL meliputi seluruh kegiatan satuan kerja di lingkungan
kementerian negara/lembaga termasuk kegiatan dalam rangka
dekonsentrasi dan tugas pembantuan. Pendekatan penyusunan
RKA-KL juga mengacu pada pendekatan dalam penyusunan
Rencana Kerja Pemerintah, yaitu: kerangka pengeluaran jangka
menengah, penganggaran terpadu dan penganggaran berbasis
kinerja.

b. PROSES PENYUSUNAN RKA-KL

RKA-KL memuat kebijakan, program, dan kegiatan yang
dilengkapi sasaran kinerja dengan menggunakan pagu indikatif untuk
tahun anggaran yang sedang disusun dan prakiraan maju untuk tahun
anggaran berikutnya. Memperhatikan peranan RKA-KL sebagai
dokumen anggaran, maka efektivitas dan efiensi pemanfaatan dana
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yang disediakan dalam RKA-KL sebagian besar ditentukan pada
proses penyusunan RKA-KL yang bersangkutan. Proses penyusunan
dokumen anggaran tersebut dilaksanakan melalui penelaahan
bersama antara kementerian keuangan dan kementerian
negara/lembaga teknis.

Hal yang harus diperhatikan dalam penyusunan RKA-KL
adalah sebagai berikut:

e Kementerian negara/lembaga menyusun RKA-KL untuk tahun
anggaran yang sedang disusun mengacu pada prioritas
pembangunan nasional dan pagu indikatif yang ditetapkan
dalam surat edaran bersama menteri perencanaan
pembangunan nasional dan menteri keuangan.

e Kementerian perencanaan menelaah rencana kerja yang
disampaikan kementerian negara/lembaga melalui koordinasi
dengan kementerian keuangan.

e Perubahan terhadap program kementerian negarallembaga
diusulkan oleh menteri/pimpinan lembaga terkaitsdan disetujui
oleh kementerian perencanaan melalui koordipasi dengan
kementerian keuangan.

e Ketentuan Ilebih lanjut mengenai penyusunan JRKA-KL
ditetapkan oleh menteri perencanaan.

C. Proses rinci penyusunan RKAsK LYadalahsebagai berikut:

A Menteri/pimpinan lembaga Setelaf, menerima surat edaran
menteri keuangan tentangyagu sementara bagi masing-
masing program pada pertengahan bulan Juni, menyesuaikan
Rencana Kerja Keménterian/Lembaga (Renjai KL) menjadi
RKA-KL yang dirinci menAurut unit organisasi dan kegiatan.

Kementerian negara/lembaga membahas RKA-KL tersebut
bersama-sama dengans~Kemisi terkait di DPR. Hasil
pembahasan RKA-KL tersebut disampaikan kepada
Kementerian Keuangang,dan Kementerian Perencanaan
selambat-lambatnya,pada pertengahan bulan Juli.

Kementerian“Rerencanaan menelaah kesesuaian antara RKA-
KL hasil pembéahasan bersama DPR dengan Rencana Kerja
Rémerintah, (RKP).

Kementerian/ Keuangan menelaah kesesuaian antara RKA-KL
hasil pembahasan bersama DPR dengan surat edaran menteri
ketilangan tentang pagu sementara, prakiraan maju yang telah
disetujui tahun anggaran sebelumnya dan standar biaya yang
telah ditetapkan.

Menteri keuangan menghimpun semua RKA-KL yang telah
ditelaah, selanjutnya dituangkan dalam Rancangan APBN dan
dibuatkan Nota Keuangan untuk dibahas dalam sidang
kabinet.

Nota Keuangan dan Rancangan APBN beserta himpunan
RKA-KL yang telah dibahas disampaikan pemerintah kepada
DPR selambat-lambatnya pertengahan bulan Agustus untuk
dibahas bersama dan ditetapkan menjadi Undang-Undang
APBN selambat-lambatnya pada akhir bulan Oktober.

RKA-KL vyang telah disepakati DPR ditetapkan dalam
keputusan presiden tentang rincian APBN selambat-lambatnya
akhir bulan November.

Keputusan presiden tentang rincian APBN tersebut menjadi
dasar bagi masing-masing kementerian negara/lembaga untuk
menyusun konsep dokumen pelaksanaan anggaran.
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A Konsep dokumen pelaksanaan anggaran disampaikan kepada
menteri keuangan selaku Bendahara Umum Negara selambat-
lambatnya minggu kedua bulan Desember.

A Dokumen pelaksanaan anggaran disahkan oleh menteri
keuangan selambat-lambatnya tanggal 31 Desember.

6. STRUKTUR APBN

APBN merupakan wujud pengelolaan keuangan negara yang
ditetapkan tiap tahun dengan undang-undang. Struktur APBN yang
sekarang dilaksanakan oleh pemerintah Indonesia secara garis besar
adalah sebagai berikut:

. Anggaran pendapatan

. Penerimaan pajak (termasuk pungutan bea masuk dan cukai)
. Penerimaan bukan pajak

. Hibah

O T o

N

. Anggaran belanja
a. Belanja pemerintah pusat
b. Belanja daerah dalam rangka perimbangan keuangan

3. Pembiayaan
a. Penerimaan pembiayaan
b. Pengeluaran pembiayaan

Belanja negara dirinci mepustt organisasi, fungsi, dan jenis
belanja. Rincian belanjagnegara menurut organisasi disesuaikan
dengan susunan kementerian/ negaraf/lembaga pemerintahan pusat.
Rincian belanja negara menusut” fungsi antara lain terdiri dari:
pelayanan umum, pertahanan, ketertiban dan keamanan, ekonomi,

lingkungan hidup, perumahan dan fasilitas umum, kesehatan,
pariwisata, budaya, agama, perdidikan, dan perlindungan sosial.
Rincian belanja negara menurut jenis Belanja (sifat ekonomi) antara
lain terdiri dari: belanja pegawai, belanja barang, belanja modal, bunga,
subsidi, hibah, bantuangsesial, "dan belanja lain-lain. Dalam rangka
penyusunan anggaran berbasis prestasi kerja (kinerja) sebagaimana
telah diuraikan di muka, penygsunan anggaran juga dikelompokkan
menurut  program-ptogram” yang telah ditetapkan pemerintah.
Selanjutnya, program-program tersebut dirinci lagi ke dalam kegiatan-
kegiatan ~ yang dilengkapi dengan anggaran dan indikator
keberhasilannya®

APBN, disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan
pemegintahan negara dan kemampuan dalam menghimpun
pendapatan negara. Dalam menyusun APBN diupayakan agar belanja
operasional tidak melampaui pendapatan dalam tahun anggaran yang
bérsangkutan. Penyusunan Rancangan APBN tersebut berpedoman
kepada RKP dalam rangka mewujudkan tercapainya tujuan bernegara.
Dalam hal anggaran diperkirakan defisit, ditetapkan sumber-sumber
pembiayaan untuk menutup defisit tersebut dalam undang-undang
tentang APBN. Defisit anggaran dimaksud dibatasi maksimal 3% dari
Produk Domestik Bruto (PDB) dan jumlah pinjaman dibatasi maksimal
60% dari PDB. Dalam hal anggaran diperkirakan surplus, pemerintah
pusat dapat mengajukan rencana penggunaan surplus anggaran
kepada Dewan Perwakilan Rakyat. Penggunaan surplus anggaran
perlu mempertimbangkan prinsip pertanggungjawaban antar generasi
dan diutamakan untuk:
1. pengurangan utang,
2. pembentukan dana cadangan, dan
3. peningkatan jaminan sosial.
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7. PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN

BELANJA NEGARA (APBN)

Ketentuan mengenai pengelolaan keuangan negara dalam
rangka pelaksanaan APBN/APBD ditetapkan dalam Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara yang lebih
banyak menyangkut hubungan administratif antar kementerian
negara/lembaga di lingkungan pemerintah. Setelah APBN ditetapkan
dengan undang-undang, pelaksanaannya dituangkan lebih lanjut
dengan keputusan presiden sebagai pedoman bagi kementerian
negara/lembaga dalam pelaksanaan anggaran. Penuangan dalam
keputusan presiden tersebut terutama menyangkut hal-hal yang belum
diperinci di dalam undang-undang APBN, antara lain: alokasi anggaran
untuk kantor pusat dan kantor daerah kementerian negara/lembaga,
pembayaran gaji dalam belanja pegawai, lembayaran untuk tunggakan
yang menjadi beban kementerian negara/lembaga.

Selain itu, penuangan dimaksud meliputi pula alokasi4dana
perimbangan
untuk provinsi/kabupaten/kota dan alokasi subsidi seswuai “dengan
keperluan perusahaan/badan yang menerima. Untdky memberikar
informasi mengenai perkembangan pelaksanaans APBN, “pemerintah
pusat menyampaikan Laporan Realisasi APBN Semester Pertama
kepada DPR pada akhir Juli tahun anggaran”yan@ibersangkutan untuk
dibahas bersama antara DPR dan pemériniah pusat. Informasi yang
disampaikan dalam laporan tersébut pienjadi /'bahan evaluasi
pelaksanaan APBN semester peftama dan penyesuaian/perubahan
APBN pada semester berikutnya. kaporan Realisasi APBN Semester
Pertama tersebut dilengképi dengangprognosis untuk enam bulan
berikutnya.

Penyesuaian APBN “\dengan perkembangan dan/atau
perubahan keadaan (APBN Perubahan) dibahas bersama DPR

dengan pemerintah pusat dalam rangka penyusunan prakiraan
perubahan atas APBN tahun apggaran yang bersangkutan, apabila
terjadi hal-hal sebagai berikut: 1% Perkémbangan ekonomi makro yang
tidak sesuai dengan asumsi Yang digunakan dalam APBN. 2.
Perubahan pokok-pokeke. kebijakan  fiskal. 3. Keadaan yang
menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar unit
organisasi, antar kegiatan, danyantar jenis belanja. 4. Keadaan yang
menyebabkang, saldo,/anggaran lebih tahun sebelumnya harus
digunakanfuntuk pembiayaan anggaran tahun berjalan.

Dalam, keadaan darurat, pemerintah dapat melakukan
pengeltaran yang
belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam
rancamgan perubahan APBN dan/atau disampaikan dalam Laporan
Realisasi Anggaran. Pengeluaran tersebut termasuk belanja untuk
kepefluan mendesak yang kriterianya ditetapkan dalam undang-
undang tentang APBN yang perbendaharaan negara meliputi:

. pelaksanaan pendapatan dan belanja negara;

. pelaksanaan pendapatan dan belanja daerah;

. pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran negara,

. pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran daerabh;

. pengelolaan kas;

. pengelolaan piutang dan utang negara/daerah;

. pengelolaan investasi dan barang milik negara/daerah;

. penyelenggaraan akuntansi dan sistem informasi manajemen

. keuangan negara/daerah;

. penyusunan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan
APBN/APBD;

. penyelesaian kerugian negara/daerah;

. pengelolaan badan layanan umum (BLU); dan
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